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PENGANTAR KETUA DEWAN PERS 
 

 

1. Kedudukan Dewan Pers. 

Dewan Pers adalah sebuah badan independen yang dibentuk dan dijamin 

berdasarkan undang-undang. Melalui Kemenkominfo dengan persetujuan DPR, 

Dewan Pers mendapat bantuan keuangan. 

Walaupun demikian, Dewan Pers tidak menjalankan fungsi kekuasaan dan 

pemerintahan, melainkan sebuah fungsi publik. Dewan Pers lebih tepat disebut 

sebagai suatu badan kemasyarakatan yang dijamin undang-undang. Dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya, Dewan Pers secara langsung bertanggung jawab 

kepada publik. 

Anggota-anggota Dewan Pers (9 orang) merupakan representasi wartawan, 

perusahaan pers dan yang mewakili masyarakat. Masing-masing diwakili tiga 

orang. Calon-calon anggota terpilih diangkat dengan Keputusan Presiden, untuk 

masa jabatan tiga tahun. 

 

2. Dewan Pers sebagai penjaga etik . 

Etika adalah penjaga terdepan setiap pekerja profesional. Tidak ada pekerja 

profesi tanpa disertai kode etik yang berisi kewajiban-kewajiban moral dan disiplin 

yang wajib dipatuhi dan dijalankan setiap pekerja profesi. Kode Etik lazim juga 

disebut aturan tingkah laku (code of conduct) atau aturan disiplin (code of 

discipline). 

Pers adalah sebuah profesi. Karena itu ada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai 

penuntun moral dan disiplin para pelaku pers. Salah satu wujud etika pers adalah 

tanggung jawab dan disiplin. 

Selain sebagai penuntun profesi, kode etik sangat dibutuhkan dalam fungsi 

yang menentukan The Highest Moral Standard, seperti advokat, akuntan, dokter, 

hakim dan lain-lain. 

Dewan Pers adalah pengawas ketaatan atas KEJ atau yang menyelesaikan 

terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Putusan Dewan Pers secara etik wajib 

ditaati pers. Selama ini hampir semua pers menaati putusan Dewan Pers. 

Sebagai pranata publik, pers hidup dari kepercayaan publik. Hanya dengan 

mematuhi kode etik, tanggung jawab dan disiplin, kepercayaan publik akan 

terpelihara. 

 

3. Dewan Pers sebagai mediator. 

Di seluruh dunia makin berkembang pranata penyelesaian sengketa atau 

tuntutan di luar proses peradilan yang lazim disebut ñAlternative Dispute 

Resolutionò (ADR). Ada dua bentuk ADR yang sangat popular yaitu arbitrase dan 

mediasi. Cara-cara penyelesaian ini dapat disepakati pada saat mengikat perjanjian 

atau disepakati setelah ada sengketa. Di Indonesia, arbitraseðantara lainð

dijalankan oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Mediasi dijalankan 

baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. 

Pilihan ADR karena berbagai pertimbangan antara lain: 

1) Waktu lebih singkat. 
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2) Biaya lebih murah. 

3) Penyelesaian didasarkan pada kesepakatan (permusyawaratan) yang dikenal 

dengan sebutan win-win solution. 

4) Saling menjaga reputasi dan memelihara hubungan kemitraan antara pihak 

yang bersengketa. 

Di berbagai negaraðseperti Swediaðada badan mediasi pers. Di Indonesia 

dijalankan Dewan Pers. Dari berbagai keluhan atau keberatan yang diajukan 

(melalui) Dewan Pers, sampai saat ini, sangat efektif. Jarang sekali mediasi melalui 

Dewan Pers yang gagal. Ada yang dapat diselesaikan dengan cepat. Ada yang 

membutuhkan waktu. Perlu pula dicatat, dari berbagai keluhan masyarakat dan 

temuan Dewan Pers ternyata didapati + 80% pelanggaran KEJ oleh pers 

(pelanggaran kecil dan besar). Bahkan ada wartawan yang melakukan kekerasan, 

atau memaksa, dan melanggar hak-hak pribadi sumber. Selain itu ada pula 

ñkecengenganò para wartawan yang berlindung di balik kemerdekaan pers dengan 

dalih narasumber menghalangi tugas-tugas jurnalistik. Kecengengan-kecengengan 

dan tingkah laku yang tidak layak tersebut dapat mempengaruhi sikap publik 

terhadap pers, pada saat pers benar-benar menghadapi ancaman serius terhadap 

kemerdekaan pers seperti penganiayaan, pembunuhan atau ancaman serius lainnya. 

Publik tidak memberikan simpati atau menganggap peristiwa-peristiwa semacam 

itu hal biasa. Bahkan mungkin ada yang dalam hati mengatakan ñrasakanò. 

 

4. Dewan Pers sebagai penjaga kemerdekaan pers. 

Tidak ada perdebatan mengenai kemustian kemerdekaan pers dalam demokrasi 

dan hak asasi manusia. Kemerdekaan bukan sekedar hak, tetapi suatu kebutuhan 

untuk mewujudkan fungsi pers. Tetapi jaminan normatif dan filosofis sama sekali 

tidak menjamin realitas kemerdekaan pers. Seperti halnya demokrasi atau hak asasi, 

kemerdekaan pers perlu ditopang oleh tingkah laku masyarakat, tingkah laku 

pelaku politik, tingkah laku pemerintahan, tingkah laku pelaku ekonomi, termasuk 

tingkah laku pers itu sendiri. 

Ada dua perspektif  agar kemerdekaan pers menjadi kenyataan: 

Pertama; perspektif eksternal yaitu dari penyelenggara kekuasaan dan masyarakat. 

UU Pers telah mengatakanðantara lain: terhadap pers nasional tidak dikenakan 

pembreidelan atau pelarangan siaran. Tidak ada lagi pranata SIUPP sebagai syarat 

mendirikan usaha penerbitan pers. Walaupun demikian, tidak berarti tidak akan ada 

upaya pembatasan kemerdekaan pers. Pembatasan kemerdekaan pers dapat 

dilakukan secara tidak langsung, misalnya melalui UU Keamanan Nasional (belum 

ada), UU Intelijen (sudah diproses), ketentuan-ketentuan yang mengecualikan 

keterbukaan informasi, Undang Undang Keadaan Darurat dan lain-lain. Dapat pula 

dilakukan dengan cara-cara lain yang akan mengakibatkan pers menjadi 

dependence kepada penguasa (kerjasama perusahaan pers dengan penguasa). 

Dalam demokrasi, pembatasan juga suatu kemustian. Tidak ada kemerdekaan 

atau kebebasan tanpa batas. Kebebasan seseorang berbatasan dengan kebebasan 

orang lain. Negara berwenang mengatur dan menentukan pembatasan. Tetapi 

pembatasan dalam demokrasi harus memenuhi beberapa syarat: 

1) Kepastian obyek yang dibatasi. Tidak boleh mulur-mungkut (elastic). Penguasa 

tidak boleh diberi wewenang menentukan sendiri isi pembatasan. Isi 

pembatasan harus sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan hukum, misalnya 
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atas dasar tuntutan kepentingan umum (public order), atau atas dasar hak-hak 

dasar manusia, seperti privasi. 

2) Kepastian tata cara melaksanakan pembatasan yang dibenarkan oleh hukum. 

Tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Misalnya tidak melanggar 

asas the right to be heard. 

3) Kepastian pembatasan waktu. Suatu pembatasan hanya berlaku untuk jangka 

waktu tertentu. Suatu pembatasan karena kedaruratan berakhir. 

4) Kepastian alasan-alasan pembatasan, seperti keamanan nasional. Pembatasan 

yang terjadi karena keadaan darurat harus dapat menunjukkan suatu 

keterpaksaan (compelling end) dan atau suatu ancaman nyata (clear and present 

danger). 

5) Kepastian wewenang yaitu badan atau pejabat yang berwenang menentukan 

pembatasan. 

 

Kedua; perspektif internal yaitu dalam lingkungan komunitas pers sendiri. Dalam 

lingkungan (komunitas) pers, pengertian kemerdekaan pers tidak hanya sebuah hak 

dan untuk dinikmati. Pers juga berkewajiban (bertanggung jawab) memelihara 

kemerdekaan pers. Baik sebagai sub sistem bernegara, maupun sebagai lembaga 

sosial, pers harus senantiasa mengingat tanggung jawab terhadap orang lain, 

terhadap masyarakat dan bangsa. Kebebasan yang tidak disertai kewajiban akan 

memusnahkan kebebasan itu sendiri. 

Apa yang dilakukan Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers? 

Upaya menjamin kemerdekaan pers, Dewan Pers melakukan  antara lain: 

1) Upaya ke luar. 

a. Menghindarkan pers dari jeratan hukum pidana. Upaya ini dilakukan dengan 

menjalin kerjasama dengan penegak hukum agar sungguh-sungguh 

memperhatikan Undang-Undang Pers. 

b. Mendorong seseorang, sekelompok orang, termasuk badan pemerintahan 

atau negara yang merasa dirugikan menggunakan ketentuan-ketentuan UU 

Pers seperti hak jawab, hak koreksi atau mediasi. Apabila pihak-pihak yang 

bersengketa merasa sangat dirugikan dan tetap menuju pada proses hukum, 

didorong untuk menggunakan tata cara keperdataan (atas dasar on recht 

matigedaad). 

c. Menyediakan tenaga-tenaga ahli yang mengetahui seluk beluk pers untuk 

membantu penegak hukum ketika membaca atau menyidangkan perkara 

yang berkaitan dengan perbuatan jurnalistik. 

d. Ikut melakukan investigasi atau upaya-upaya lain ketika terjadi tindak 

kekerasan atau peristiwa-peristiwa yang dengan sengaja menghalang-halangi 

pelaksanaan fungsi pers. 

e. Terus menerus mengamati dan mengikuti pembentukan peraturan 

perundangan dan kebijakan pemerintah yang dapat menghalangi 

kemerdekaan pers. 

2) Upaya ke dalam. 

Upaya ke dalam dilakukan antara lain dengan menanamkan kepada pers: 

a. Kemerdekaan pers bukan suatu kebebasan tanpa batas. Bukan kebebasan 

sekedar kebebasan. Pers harus menjalankan kewajiban-kewajiban KEJ, 

tunduk pada hukum (setiap orang, termasuk pers, wajib tunduk pada 
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hukum). Kemerdekaan pers tidak menempatkan pers ada di atas hukum atau 

kebal hukum. Pers yang sehat dan dipercaya publik, bukan hanya ditentukan 

produk yang bermutu, tetapi wajib menghormati segala pranata kode etik 

dan hukum, serta hak-hak publik. 

b. Kewajiban pers untuk memelihara dan melindungi sendiri kemerdekaan 

pers. Kewajiban itu tidak semata-mata untuk selalu mengedepankan 

kemerdekaan pers sebagai hak, tetapi sebagai suatu kewajiban untuk 

menjalankan pers sesuai dengan tuntutan peradaban dan kedewasaan 

berdemokrasi yang menjadi salah satu sumber kemerdekaan pers. 

 

5. Dewan Pers sebagai pranata pendidikan pers. 

Pendidikan pers meliputi pendidikan untuk kalangan pers dan pendidikan 

masyarakat mengenai pers. 

a. Pendidikan untuk kalangan pers (khususnnya wartawan). Pendidikan ini 

terutama berkaitan dengan peningkatan kompetensi (kompetensi pengetahuan 

dan ketrampilann jurnalistik dan kompetensi etik). Pendidikan dilakukan dengan 

cara-cara antara lain: 

1) Menyelenggarakan secara teratur pelatihan-pelatihan lokakarya, seminar 

dan lain-lain. Pelatihan dilakukan sendiri oleh Dewan Pers atau 

bekerjasama dengan lembaga pendidikan pers (seperti LPDS), asosiasi pers 

(PWI, AJI, IJTI, ATVSI, dll), Yayasan Adiwarta Sampoerna, dan kerjasama 

atau bantuan luar negeri. 

2) Uji Kompetensi. Sebagai tindak lanjut dari berbagai pelatihan kompetensi, 

pada saat ini sedang dilakukan proses uji kompetensi yang akan 

membedakan klasifikasi wartawan. Uji Kompetensi dikecualikan bagi 

wartawan senior yang sudah lama dikenal di kalangan pers atau publik. 

b. Pendidikan pers untuk masyarakat. Pendidikan dilakukan dalam rangka 

membangun kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintahan mengenai pers 

(kemerdekaan pers, fungsi pers, hubungan pers dan publik, hak-hak publik atas 

pers dan lain lain). Pendidikan dilakukan antara lain dengan menyediakan 

website Dewan Pers, pertemuan-pertemuan dengan perangkat pemerintahan di 

daerah (sekaligus sebagai pelaksanaan tugas Dewan Pers membina dan 

mengembangkan kerjasama antara pers-masyarakat-pemerintah), mengadakan 

kerjasama dengan radio dan televisi untuk siaran mengenal pers dan Dewan 

Pers. 

c. Dalam rangka pendidikan pers, Dewan Pers memberikan perhatian khusus 

terhadap kegiatan pers mahasiswa (sebagai konsumen pers, sebagai pekerja 

pers, atau sebagai aktivis pers kampus). Kegiatan pers untuk kalangan 

mahasiswa sangat penting dalam rangka memupuk (menyiapkan) kaum sarjana 

intelektual, tenaga-tenaga profesional pers (bagi mereka yang memiliki 

pekerjaan pers) dan memupuk (menyiapkan) kaum sarjana yang demokratis, 

bebas dan kreatif yang akan menjadi mesin utama mendorong perubahan dan 

kemajuan masyarakat. 

 

6. Dewan Pers dan kerjasama luar negeri. 

Selain melalui berbagai kerjasama dalam negeri, Dewan Pers makin 

mengembangkan kerjasama luar negeri. Bukan sekedar untuk memperkenalkan 
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Dewan Pers dan pers Indonesia. Berbagai hubungan dan kerjasama luar negeri 

dimanfaatkan untuk pelatihan pers dan lain-lain. Dewan Pers telah memberikan 

dorongan kepada komunitas wartawan di Timor Leste, Malaysia, Myanmar untuk 

membuka Dewan Pers di negeri mereka masing-masing. Australia telah membantu 

pelatihan pers Indonesia. Dewan Pers telah menandatangani MOU dengan Dewan 

Pers India dan Thailand. Telah pula secara teratur diadakan seminar internasional, 

Bali Media Forum, dan lain-lain.*  

 

Jakarta, Maret 2013 

 

Bagir Manan 

Ketua Dewan Pers 
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PENDAHULUAN  
 

Sekilas Laporan 

 
 

Sembilan Anggota Dewan Pers periode 2010-2013 ditetapkan melalui Keputusan 

Presiden Nomor 13/M Tahun 2010 yang ditandatangani pada 29 Januari 2010. 

Kemudian pada 15 Februari 2010 dilakukan acara serah terima dari anggota Dewan 

Pers periode 2007-2010, yang sekaligus menandai mulai bekerjanya anggota Dewan 

Pers periode 2010-2013.  

 

Seperti periode sebelumnya, anggota Dewan Pers periode 2010 ï 2013 juga mewakili 

tiga unsur: wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Wakil dari 

unsur wartawan yaitu Bambang Harymurti, Margiono, dan Bekti Nugroho. Pimpinan 

perusahaan pers diwakili oleh ABG Satria Naradha, M. Ridlo Eisy, dan Uni Lubis. 

Sedangkan Bagir Manan, Agus Sudibyo, dan Wina Armada Sukardi berasal dari unsur 

tokoh masyarakat. 

 

Selama tiga tahun berjalan, Anggota Dewan Pers periode 2010-2013 bekerja untuk 

menjalankan visi Dewan Pers yang telah ditetapkan oleh Anggota Dewan Pers periode 

sebelumnya. Visi Dewan Pers adalah ñMelindungi dan meningkatkan kemerdekaan 

pers nasional berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan Hak 

Asasi Manusia.ò Kegiatan-kegiatan Dewan Pers disusun dan dilaksanakan dengan 

semangat misi: (1) penguatan lembaga Dewan Pers; (2) peningkatan kualitas 

sumberdaya pers; (3) pemberdayaan organisasi pers; (4) peningkatan efektivitas 

penggunaan UU Pers; (5) pengkajian UU Pers No.40/1999; (6) pemberdayaan 

jaringan ombudsman; (7) penumbuhan masyarakat pers yang taat kode etik; (8) 

perjuangan kemerdekaan pers dalam constitutional rights; (9) peningkatan kesadaran 

paham media (media literacy) masyarakat; dan (10) pewujudan jurnalisme 

keberagaman (multicultural journalism).  

 

Buku laporan ini cukup memberikan gambaran program apa saja yang dilaksanakan 

Dewan Pers selama tiga tahun. Program-program tersebut meliputi bidang Pengaduan 

Masyarakat dan Penegakan Etika; Hukum dan Perundang-Undangan; Penelitian, 

Pendataan, dan Ratifikasi Pers; Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi; 

Pemberdayaan Organisasi; Hubungan Antarlembaga dan Hubungan Luar Negeri; serta 

bidang Pendanaan dan Sarana Organisasi.  

 

Dalam upaya meningkatan profesionalisme wartawan, misalnya, selain menggelar 

pelatihan dan workshop jurnalistik, Dewan Pers memberi perhatian serius terhadap 

pelaksanaan Standar Kompetensi Wartawan selama tiga tahun ini. Pada awal 2010 

Standar Kompetensi Wartawan disahkan oleh Dewan Pers dan komunitas pers. 

Setelah itu, Dewan Pers kembali memfasilitasi komunitas pers untuk menyusun 

kriteria dan tata cara penetapan lembaga penguji kompetensi wartawan. Melalui 

kriteria dan tata cara tersebut, Dewan Pers mulai menetapkan lembaga penguji 
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kompetensi wartawan. Lembaga penguji itulah yang melakukan uji kompetensi 

terhadap wartawan dengan berpedoman kepada Standar Kompetensi Wartawan. 

 

Dewan Pers, hingga Desember 2012, telah melakukan verifikasi dan menetapkan 25 

lembaga penguji kompetensi wartawan yang berasal dari lembaga pendidikan 

jurnalistik, perguruan tinggi, organisasi wartawan, dan perusahaan pers. Sampai 

dengan 31 Januari 2013 ada empat lembaga penguji yang telah melakukan uji 

kompetensi, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen 

(AJI), Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), dan LKBN ANTARA. Dari empat 

lembaga tersebut, total telah ditetapkan 2.696 wartawan yang berhak mendapat 

sertifikat kompetensi. Dewan Pers sendiri, sesuai kewenangan yang diatur di dalam 

Standar Kompetensi Wartawan, telah menetapkan 191 wartawan senior berusia di atas 

50 tahun sebagai wartawan utama yang berhak mendapat sertifikat kompetensi. 

 

Dalam bidang perlindungan terhadap kebebasan pers, Dewan Pers menandatangani 

dua nota kesepahaman yang sangat penting bagi komunitas pers Indonesia. Pertama, 

Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri tentang Koordinasi Dalam 

Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers yang ditandatangani di 

Palembang, 9 Februari 2012. Melalui Nota Kesepahaman ini, terbangun pemahaman 

yang sama antara pers dan Polri bahwa penyelesaian setiap kasus terkait pers pertama-

tama harus dengan UU Pers atau melalui Dewan Pers.  

 

Kedua, Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kejaksaan RI tentang Koordinasi 

Dalam Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan 

Kesadaran Hukum Masyarakat yang ditandatangani di Manado, 11 Februari 2013. Di 

dalam Nota Kesepahaman ini dinyatakan, kedua lembaga sepakat setiap dugaan 

terjadi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pemberitaan pers penyelesaiannya 

mendahulukan UU Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain.  

 

Perkembangan media siber dan jejaring sosial juga tidak luput dari perhatian. Dewan 

Pers periode ini, bersama komunitas pers, berhasil menyusun Pedoman Pemberitaan 

Media Siber. Pedoman ini menjadi rujukan penting bagi praktisi media siber dan 

masyarakat pengguna media siber. Sedangkan perhatian terhadap ledakan jejaring 

sosial (facebook, twitter, dll), antara lain direspon dengan melakukan survei mengenai 

penggunaan jejaring sosial oleh wartawan. Dari survei ini diketahui kecenderungan 

perilaku wartawan dalam menggunakan jejaring sosial sebagai sumber berita. 

 

Bagian akhir laporan ini memuat lampiran berupa dokumen-dokumen penting yang 

dikeluarkan selama Dewan Pers periode 2010-2103, seperti Surat Keputusan Dewan 

Pers, Peraturan Dewan Pers, Standar Operasional Prosedur, dan Nota Kesepahaman. 

Selamat membaca.*  
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< 1 > 
BIDANG PENGADUAN MASYARAKAT  

DAN PENEGAKAN ETIKA PERS  
 

 

Selama tahun 2010 hingga 2012, Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika 

Dewan Pers menerima 1495 pengaduan, dengan rincian 514 pengaduan pada tahun 

2010, 511 pengaduan pada tahun 2011, dan 470 pengaduan pada tahun 2012. Jumlah 

pengaduan yang diterima dalam tiga tahun tersebut terlihat menurun. Sebenarnya 

penurunan terjadi pada jenis pengaduan tembusan atau pengaduan tidak langsung, 

yakni 370 pengaduan (2010), 345 pengaduan (2011), dan 263 pengaduan (2012). 

Peningkatan justru terjadi pada jenis pengaduan langsung yang awalnya 144 

pengaduan (2010), lalu 157 pengaduan (2011), dan naik menjadi 176 (2012). 

 

Pengaduan langsung berarti pihak-pihak mengajukan pengaduan tentang pemberitaan 

atau perilaku pers melalui surat atau dengan datang langsung ke Dewan Pers. 

Belakangan juga semakin banyak pengaduan online dengan cara mengisi form 

pengaduan yang tersedia pada website Dewan Pers. Pengaduan tembusan di sini 

merujuk kepada adanya pihak-pihak yang menulis surat keberatan, kritik, permintaan 

klarifikasi atau hak jawab kepada media massa secara langsung, dan 

menembuskannya ke Dewan Pers. Setelah menerima surat tembusan itu, Dewan Pers 

kemudian mengingatkan media massa melalui surat atau telepon untuk segera 

menanggapi keberatan atau kritik dari pihak-pihak tersebut secara proporsional.  

 

Permintaan pendapat Dewan Pers dari KPI terjadi jika KPI/KPID menerima 

pengaduan atau menemukan dugaan tentang pelanggaran KEJ atau pelanggaran 

P3/SPS di media televisi atau radio, lalu KPI/KPID berkoordinasi dengan Dewan 

Pers. Ranah pemberitaan media elektronik adalah ranahnya UU Pers sekaligus UU 

Penyiaran, yang mempertemukan otoritas Dewan Pers dan KPI. KEJ di satu sisi dan 

P3/SPS di sisi lain, sama-sama dapat menjadi rujukan untuk menilai kualitas 

pemberitaan media televisi dan radio. Dalam konteks koordinasi tersebut, KPI/KPID 

meminta pendapat Dewan Pers jika sedang menangani kasus dugaan pelanggaran 

etika pemberitaan media televisi atau radio.  

 

A. TAHUN 2010  

 

Data Penanganan Kasus 

Selama tahun 2010, Dewan Pers menerima 514 pengaduan, terdiri atas 144 pengaduan 

langsung dan 370 tembusan (Tabel I). Dari pengaduan tersebut, terutama pengaduan 

langsung, 38 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi oleh Dewan Pers. Sisanya 

diselesaikan melalui surat atau komunikasi langsung dengan pihak terkait. Hasil 

mediasi dan penanganan kasus yang dilakukan Dewan Pers adalah keputusan atau 

rekomendasi yang 80 persen menyatakan media atau jurnalis melakukan pelanggaran 

Kode Etik Jurnalistik dalam berbagai bentuk. Adapun sanksi yang dijatuhkan Dewan 

Pers untuk pelanggaran kode etik adalah pemuatan hak jawab, pemuatan hak jawab 

disertai dengan permintaan maaf, dan keharusan mengikuti pelatihan jurnalistik untuk 
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jurnalis atau redaktur yang melakukan kesalahan atau pelanggaran kode etik. Dari 

jumlah itu, 95 persen dari putusan Dewan Pers ditaati oleh media atau jurnalis 

bersangkutan.   

 

Jenis pengaduan apa saja yang diterima Dewan Pers? Tabel II menunjukkan, dari 144 

pengaduan langsung yang diterima Dewan Pers, 83 berupa pengaduan tentang berita, 

13 pengaduan tentang kekerasan terhadap wartawan, dan 11 pengaduan tentang 

perilaku wartawan atau sikap media ketika meliput atau menghadapi narasumber. 

Jenis pengaduan lain yang muncul adalah pengaduan mengenai wartawan atau media 

yang digugat karena produk jurnalistiknya. Pada tahun 2010, terdapat 3 pengaduan 

mengenai wartawan/media yang digugat ke jalur hukum karena berita, 2 pengaduan 

mengenai gugatan terkait surat pembaca, dan 1 pengaduan mengenai narasumber yang 

digugat karena berita.  

 

Tabel III dan Tabel IV menggambarkan siapa saja pihak yang mengadu dan diadukan 

ke Dewan Pers pada tahun 2010. Pihak yang paling banyak diadukan adalah 

wartawan/media dan pemerintah/pejabat pemerintah. Wartawan/media yang diadukan 

kebanyakan berupa keberatan mengenai berita, sikap wartawan atau media, dan 

mengenai hak jawab. Sedangkan pengaduan dari wartawan sebagian berupa kasus 

kekerasan yang dialami wartawan dan kasus hukum terkait dengan kegiatan 

jurnalistiknya. 

 

Jenis pelanggaran kode etik yang ditemukan dalam pengaduan tahun 2010, seperti 

terdapat pada Tabel V.  

 

TABEL I:  

Pengaduan Langsung dan Tidak Langsung yang Diterima Dewan Pers 

Tahun 2010 

 

No. Kategori Pengaduan Jumlah 

1 Pengaduan langsung 144 

2 Pengaduan Tembusan 370 

Jumlah 514 

 

TABEL II:  

Pengaduan Langsung Berdasar Kategori Jenisnya 

Tahun 2010 

 

No Jenis Pengaduan Jumlah 

1. Mengadukan berita 83 

2. Kekerasan terhadap wartawan 13 

3. Mengadukan perilaku wartawan atau sikap media 11 
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4. Menghalangi wartawan 5 

5. Pemuatan hak jawab tidak memuaskan 5 

6 Hak jawab tidak dimuat 5 

7 Wartawan/media digugat karena berita 3 

8 Meminta keterangan ahli 3 

9 Mengadukan sensor/menghalangi penyebaran media 3 

10 Meminta dimediasi 2 

11 Digugat karena menulis surat pembaca 2 

12 Tidak terkait pers 2 

13 Digugat oleh narasumber karena perilaku wartawan 2 

14 Wartawan mengadukan pemecatan 1 

15 Narasumber digugat karena berita 1 

16 Izin penyiaran 1 

17 Mengadukan poling 1 

18 Mengadukan iklan 1 

 Jumlah 144 

 

 

TABEL III:  

Pengaduan Langsung Berdasar Latar Belakang Pengadu 

Tahun 2010 

 

No Pengadu Jumlah 

1 Masyarakat  42 

2 Wartawan/Media 33 

3 Pemerintah/Pejabat pemerintah 17 

4 Perusahaan  13 

5 Kepolisian 7 

6 Organisasi wartawan 6 

7 Organisasi kemasyarakatan/LSM 5 

8 Anggota parlemen 4 

9 Tokoh agama/Organisasi keagamaan 3 

10 Sekolah/guru 3 
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11 Lembaga negara 2 

12 Partai politik/tokoh politik 2 

13 Pejabat BUMN/BUMD 2 

14 Tentara/TNI 1 

15 Pengadilan 1 

16 Media watch 1 

17 Artis  1 

18 Calon kepala daerah 1 

 Jumlah 144 

 

TABEL IV:  

Pengaduan Langsung Berdasar Latar Belakang Yang Diadukan 

Tahun 2010 

 

No Yang Diadukan Jumlah 

1. Wartawan/Media  110 

2. Pemerintah/pejabat pemerintah  8 

3. Perusahaan  7 

4. Perguruan Tinggi 2 

5. Masyarakat 3 

6. Tentara/TNI 2 

7 Kepolisian 2 

8 Parlemen 1 

9 Lembaga Negara 1 

10 Kedutaan Luar Negeri 1 

11 Anggota Parlemen 1 

12 Tidak dikenal 1 

13 Tidak ada yang diadukan 5 

 Jumlah 144 
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TABEL V:  

Pengaduan Langsung Berdasar Jenis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik 

Tahun 2010 

 

No Jenis Pelanggaran Jumlah 

1 Tidak berimbang 29 

2 Mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi 22 

3 Tidak akurat 13 

4 Tidak menguji informasi 8 

5 Tidak jelas narasumbernya  9 

6 Tidak profesional dalam mencari berita 7 

7 Cabul 3 

8 Melanggar asas praduga tak bersalah 2 

9 Tidak menghormati pengalaman traumatik narasumber 1 

10 Tidak menyembunyikan identitas korban kejahatan susila 1 

11 Rakayasa gambar/foto 1 

12 Tidak menghormati privasi 1 

13 Plagiat 1 

14 Jumlah 98 

Keterangan:   Dalam satu kasus bisa terdapat beberapa jenis pelanggaran  

 

Pelanggaran Kode Etik 

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran 

terhadap prinsip keberimbangan, tidak menghakimi, keharusan liputan dua sisi, 

verifikasi, akurat, tidak mencampurkan fakta dan opini menghakimi. Berikut beberapa 

contoh pengaduan yang diselesaikan melalui mediasi Dewan Pers tahun 2010. 

 Pengaduan Polri terhadap tvOne terkait tayangan wawancara dengan Andi 

Ronaldi yang mengaku markus di Mabes Polri dalam program Apa Kabar 

Indonesia Pagi, 24 Maret 2010. Kedua pihak menandatangani risalah 

kesepakatan pada 26 Mei 2010 dan tidak akan lagi menggunakan tuntutan 

hukum. Pihak tvOne bersedia memuat Hak Jawab dari Polri dan meminta maaf 

karena melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). 

 Pengaduan Polri terhadap berita Majalah Tempo ñKapolri di Pusaran Mafia Batu 

Baraò di edisi 14-20 Juni 2010 dan sampul Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010 yang 

menggambarkan seorang polisi membawa tiga celengan berbentuk babi. Kedua 

pihak menandatangani risalah kesepakatan pada 8 Juli 2010 dan tidak akan lagi 

menggunakan tuntutan hukum. Disepakati judul berita Tempo ñKapolri di 

Pusaran Mafia Batubaraò tidak sepenuhnya mencerminkan isi beritanya. Tempo 

memahami keberatan Polri terkait sampul Tempo edisi 28 Juni-4 Juli dan 

menyesali gambar tersebut telah menyinggung Polri, dan Tempo bersedia 

memuat hak jawab dari Polri. 

 Pengaduan jurnalis Ambon atas pemukulan terhadap jurnalis SCTV, Juhri 

Samanery, oleh pegawai Pengadilan Negeri Ambon, 7 Mei 2010 di Pengadilan 

Negeri Ambon. Kedua pihak menandatangai risalah kesepakatan di Ambon pada 

22 Juli 2010 dan menyelesaikan permasalahan secara damai. Kedua pihak 

berjanji saling memelihara komunikasi demi kelancaran tugas jurnalistik di PN 
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Ambon tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menyelesaikan 

perkara.Kedua pihak sepakat tidak melanjutkan insiden yang terjadi ke proses 

hukum. 

 

Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Wartawan 

Selama tahun 2010, Dewan Pers dan LBH Pers mendata 66 kasus kekerasan terhadap 

media atau jurnalis. Bentuk kekerasan secara umum dapat dibedakan menjadi empat: 

kekerasan fisik, kekerasan verbal, perusakan peralatan, dan upaya menghalang-

halangi liputan. Berikut beberapa contoh kasus kekerasan terhadap wartawan yang 

terjadi pada tahun 2010.  

 Kekerasan verbal yang masuk dalam kategori ancaman misalnya terjadi ketika 

seorang preman mengancam akan membakar hidup-hidup jurnalis Global TV 

dan Indosiar yang sedang meliput pencemaran lingkungan oleh sebuah pabrik 

AKI di Tangerang, Banten, bulan Juli 2010. Sejumlah preman mengusir jurnalis 

sambil melontarkan ancaman jika jurnalis dari dua stasiun televisi itu tidak 

segera beranjak dari lokasi sekitar pabrik.  

 Kekerasan fisik dialami seorang reporter SUN TV, Legowo, ketika meliput 

bentrokan antara Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak 

Betawi (Forkabi), di Tangerang Selatan, Banten, 31 Juli 2010.  

 Kontributor SUN TV di Tual, Maluku Tenggara, Ridwan Salamun, dibunuh saat 

meliput kerusuhan antarkampung di Tual. Ia terjebak dalam kerusuhan di 

antarkelompok massa itu. Selain itu, Kepala  Biro Kompas di Kalimantan yang 

berada di Balikpapan, Muhammad Syaifullah, ditemukan meninggal dunia pada 

26 Juli 2010. Beberapa sumber menyatakan kematian ini berkaitan dengan 

berita-berita yang ditulis almarhum tentang illegal logging di sana.  

 

Kekerasan terhadap Jurnalis atau oleh Jurnalis?  

Ada fakta menarik dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis. Hasil penelusuran dan 

penyelidikan Dewan Pers menunjukkan, tidak semua kasus kekerasan yang terjadi 

adalah murni kekerasan terhadap jurnalis. Dalam beberapa kasus, jurnalis menjadi 

korban kekerasan karena jurnalis tersebut sebelumnya melakukan tindakan yang tidak 

profesional kepada sumber berita: mengumpat, melanggar privasi, membenturkan 

kamera, bahkan memukul. Dengan kata lain, kekerasan terhadap jurnalis merupakan 

reaksi atas tindakan tidak etis bahkan tindakan kekerasan jurnalis itu sendiri.  

 

Dalam kasus antara Camat Siantar Timur, Junaidi Sitanggang, dengan kontributor 

Trans TV, Andi Irianto Siahaan, dalam pengamatan Dewan Pers, Junaidi bertindak 

salah karena menghalang-halangi jurnalis dalam melakukan peliputan. Namun, 

sebelum kesalahan itu terjadi, Andi juga tidak dapat menahan emosinya dan 

melontarkan umpatan kasar kepada si camat. Umpatan kasar ini yang kemudian 

menjadi dasar bagi camat untuk mengadukan Andi ke Polisi dengan tuduhan 

melakukan tindakan tidak menyenangkan. 

 

Dalam kasus penganiayaan terhadap Kontributor SCTV, Juhri Samanery, oleh 

karyawan Pengadilan Negeri Ambon, hasil penelusuran Dewan Pers menunjukkan, 

pemukulan itu merupakan aksi balasan karena sebelumnya Juhri juga melakukan 
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tindakan pemukulan terhadap karyawan Pengadilan Negeri Ambon. Kasus lainnya, 

peristiwa perusakan kamera reporter Trans TV oleh Ariel Peterpan di Mabes Polri juga 

terbukti terjadi sebagai reaksi Ariel atas tindakan tidak profesional para jurnalis dan 

pekerja infotainmen yang mencegat Ariel sesudah diperiksa di Mabes Polri: 

mendorong, membenturkan kamera ke badan, dan menghalang-halangi. 

 

KECENDERUNGAN SIKAP NEGARA TERHADAP KEBEBASAN PERS  
 

Ancaman terhadap Kebebasan Pers 

Ketika gerakan reformasi mengalami stagnasi, ketika masyarakat semakin tak sabar 

menunggu hasil-hasil reformasi dan semakin bosan dengan demokrasi, usaha 

reorganizing power tampaknya mulai dilakukan. Dalam kaitannya dengan kehidupan 

media, kita dapat melihat bagaimana pendulum ancaman kebebasan pers telah 

mengalami pergeseran. Sentrum ancaman-ancaman kebebasan pers kini telah bergeser 

dari publik menuju elit politik, bisnis atau militer. Pelakunya bukan kelompok massa, 

satgas parpol atau unsur paramiliter, melainkan pejabat publik, pengusaha kelas atas, 

dan militer. Fokus perlawanan terhadap kebebasan pers bukan lagi kepada bentuk-

bentuk kekerasan langsung, melainkan pada bentuk kekerasan yang bersifat simbolik 

dan ñsistemikò, namun dengan dampak jangka panjang yang lebih buruk.  

 

Ketidakpastian Hukum tentang Pers 

Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebenarnya telah memberi 

landasan kuat bagi perwujudan kebebasan pers di Indonesia. Namun dalam praktiknya 

hingga kini kebebasan pers belum berlangsung secara substansial, karena UU Pers 

bukan satu-satunya produk hukum yang menentukan hitam-putihnya kehidupan pers 

pasca-Orde Baru. Reformasi belum menyentuh sejumlah produk hukum yang 

menghambat kinerja pers dalam mengungkapkan kebenaran. Dalam KUHP misalnya, 

setidaknya ada 20 pasal yang mengatur ketentuan hukum tentang rahasia jabatan, 

rahasia pertahanan negara, rahasia dagang, dan sebagainya. Ketentuan serupa juga 

diatur dalam UU Perbankan, UU tentang Rahasia Dagang, UU Kearsipan, dan UU 

Peradilan Umum. Dalam undang-undang ini, secara general dan elastis diatur 

informasi-informasi yang dianggap rahasia dan dilarang disebarluaskan, termasuk 

hukuman-hukuman yang berat bagi pelanggarnya.  

 

Pada titik inilah UU Pers kehilangan efektivitasnya dalam melindungi kinerja jurnalis. 

Para pejabat publik yang terlibat KKN atau pelanggaran HAM, sengaja atau tidak 

telah menggunakan sejumlah undang-undang itu sebagai tameng untuk melindungi 

diri dari jerat hukum dan investigasi pers. Akibatnya, UU Pers menjadi tidak efektif 

untuk memaksa pejabat atau lembaga publik memberi informasi berkait kasus 

tertentu. 

 

Kekerasan Simbolik  
Pada sisi lain, unsur-unsur pemerintah berulang-kali berusaha mendiskreditkan pers 

dengan menggunakan wacana dan jargon-jargon resmi (nasionalisme, etika publik, 

ketertiban sosial, stabilitas nasional dll). Menarik untuk dicermati pernyataan-

pernyataan politik para pejabat negara tentang pers. Jargon bahwa ñpers telah 

kebablasanò, ñpers tidak profesionalò, ñpers merusak persatuan dan kesatuan bangsaò, 
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dan semacamnya begitu sering dilontarkan para petinggi negara ini. Terakhir, Presiden 

Soesilo Bambang Yudhoyono menyatakan pers telah mengadu domba dirinya dengan 

Sri Sultan Hamengkubhuwono X, Gubernur DIY, dalam kontroversi tentang status 

keistimewaan Yogyakarta.  

 

Dampak sosial dari kekerasan simbolik para pejabat publik terhadap komunitas media 

tak kalah merugikan. Tuduhan bahwa pers telah kebablasan, tidak profesional, tidak 

patriotik, provokator konflik semakin lama semakin terasa berlebihan, dan lebih 

menyerupai propaganda negatif yang disengaja. Propaganda ini jika terus-menerus 

dilakukan niscaya melahirkan citra buruk tentang pers di mata publik. 

 

Belenggu Perundang-Undangan 

Yang tak kalah membahayakan adalah upaya pemerintah (eksekutif dan legislatif) 

untuk mengintrodusir perundang-undangan baru yang mengandung klausul-klausul 

yang mengancam praktek kebebasan pers. UU Antiterorisme, UU Rahasia Dagang, 

RUU Kerahasiaan Negara, RUU Intelijen, RUU KUHP, UU Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) sebagai contoh rancangan undang-undang yang disusun pasca 

1998 memuat ketentuan-ketentuan yang secara luas dan elastis mengatur informasi-

informasi yang dianggap rahasia dan dilarang untuk disebarluaskan plus ancaman 

hukuman yang berat, termasuk ancaman hukuman penjara seumur hidup, bila hal itu 

dilanggar. Dan dapat dipastikan, dalam prakteknya jurnalislah yang paling beresiko 

untuk menghadapi ancaman hukuman itu.  

   

B. TAHUN 2011  

 

Data Penanganan Kasus 

Selama tahun 2011, Dewan Pers menerima 511 pengaduan, terdiri atas 157 pengaduan 

langsung, 345 pengaduan tembusan dan 9 permintaan pendapat Dewan Pers dari KPI 

Pusat. Dari 157 pengaduan langsung, sebanyak 25 kasus berhasil diselesaikan melalui 

mediasi oleh Dewan Pers, di Jakarta atau di daerah. Sisanya diselesaikan melalui surat 

atau komunikasi langsung dengan pihak terkait. Di luar itu, selama Januari-Oktober 

2011, Dewan Pers juga 9 kali menerima permintaan penilaian dari KPI terkait dengan 

pengaduan masyarakat atas pemberitaan media elektronik.  

 

Tabel  I :  

Kategori Pengaduan  

Tahun 2011 

 

No. Kategori Pengaduan Jumlah 

1 Pengaduan langsung 157 

2 Pengaduan Tembusan 345 

3 Permintaan Pendapat dari Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) 

   9 

Jumlah 511 
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Tabel  II:  

Jenis Pengaduan  

Tahun 2011 

 

No Jenis Pengaduan Jumlah 

1. Mengadukan berita 88 

2. Kekerasan terhadap wartawan 11 

3. Mengadukan perilaku wartawan  14 

4. Menghalangi wartawan 5 

5. Pemuatan hak jawab tidak memuaskan  

6 Hak jawab tidak dimuat 4 

7 Wartawan/media digugat karena berita 4 

8 UU Pers tidak digunakan oleh penegak hukum 1 

9 Sengketa hak cipta nama media 1 

10 Mengadukan  kartun 1 

11 Digugat karena menulis surat pembaca 1 

12 Tidak terkait pers 3 

13 Mengadukan artikel/opini 3 

14 Wartawan mengadukan pemecatan/pemutusan hubungan 

kerja 

3 

15 Mengadukan iklan 5 

16 Mengadukan surat pembaca 2 

17 Mengadukan foto 1 

18 Mengadukan foto vulgar 1 

19 Mengadukan badan hukum perusahaan pers 2 

20 Meminta pendapat sesuai UU Pers 1 

21 Meminta pendapat sesuai etik jurnalistik 11 

22 Pemutusan kerjasama dengan media 1 

23 Mengadukan putusan pengadilan 2 

24 Mengadukan penyensoran 1 

25 Meminta bantuan mediasi sengketa ketenagakerjaan 1 

Keterangan: dalam satu kasus bisa memuat beberapa jenis pengaduan.  

 

Tabel II menunjukkan angka tertinggi dalam pengaduan langsung adalah pengaduan 

terhadap pemberitaan media, yakni mencapai 88 pengaduan. kemudian pengaduan 

terhadap perilaku wartawan (14 pengaduan) dan pengaduan terhadap kekerasan yang 

dialami oleh wartawan. Di sini perlu dijelaskan ada dua jenis pengaduan, pertama 

pengaduan tentang kinerja pers atau wartawan oleh masyarakat, kalangan pemerintah 

dan lain-lain kepada Dewan Pers. Kedua, sebaliknya, pengaduan kalangan pers atau 

wartawan tentang kekerasan yang mereka alami oleh berbagai pihak.  Jadi ada 

pengaduan terhadap pers, ada pengaduan oleh pers.  
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Tabel  III:  

Latar Belakang Pihak Pengadu 

Tahun 2011 

 

No Pengadu Jumlah 

1 Masyarakat  60 

2 Wartawan/Media 24 

3 Pemerintah/Pejabat pemerintah 21 

4 Perusahaan/Pengusaha  8 

5 Rumah Sakit 2 

6 Organisasi wartawan/pers 5 

7 Organisasi/lembaga kemasyarakatan/LSM 6 

8 Anggota parlemen 2 

9 Organisasi olahraga 1 

10 Organisasi kemahasiswaan 1 

11 Perguruan tinggi/sekolah/guru 8 

12 Lembaga negara 10 

13 Partai politik/tokoh politik 4 

14 Polisi/Kepolisian 2 

15 Pengacara 1 

16 Artis  2 

 Jumlah 157 

 

Tabel III menunjukkan latar-belakang pengadu. Jika ditotal, pengaduan langsung dari 

kalangan lembaga resmi dan pejabat publik berjumlah 32 pengaduan, yakni hasil 

penjumlahan dari frekuensi pejabat pemerintah, anggota DPR/D, lembaga negara, 

pejabat BUMN/BUMD serta Polisi. 

 

Tabel IV memberikan gambaran tentang siapakah pihak yang diadukan ke Dewan 

Pers. Pihak yang paling sering diadukan ke Dewan Pers adalah media atau wartawan, 

yakni sebanyak 129 pengaduan atau sekitar 83 persen dari total 157 pengaduan pada 

tahun 2011. Kemudian pihak lain yang sering diadukan adalah pemerintah/pejabat 

pemerintah (4 pengaduan) dan perusahaan (3 pengaduan).  

 

Tabel  IV:  

Pihak yang Diadukan  

Tahun 2011 

 

No Yang Diadukan Jumlah 

1. Wartawan/Media  129 

2. Pemerintah/pejabat pemerintah  4 

3. Perusahaan  3 

4. Perguruan Tinggi/Sekolah 2 

5. Masyarakat 2 

6. Tentara/TNI 2 



22 | L a p o r a n  D e w a n  P e r s  P e r i o d e  2 0 1 0  -  2 0 1 3  

 

7 Kepolisian 2 

8 Parlemen 1 

9 Lembaga Negara 2 

10 Politisi 1 

11 Artis 2 

12 Tidak jelas yang diadukan/tidak dikenal 5 

13 Organisasi Pers 1 

 Jumlah 157 

 

 

Tabel V:  

Penilain Dewan Pers  

Tahun 2011 

 

No Jenis Penilaian Jumlah 
1 Melanggar Kode Etik Jurnalistik 101 
2 Tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik 13 
3 Kasus pers yang diadukan yang bukan terkait etika 

jurnalistik/kode etik jurnalistik (misalnya sengketa 

ketenagakerjaan, kekerasan terhadap wartawan yang 

dilakukan narasumber, dll) 

24 
4 Bukan kasus pers 9 
5 Pengaduan yang tidak jelas pengadu dan/atau yang 

diadukan 

20 
 Jumlah kasus 143 

 

Data Penyelesaian masalah pers di Dewan Pers tahun 2011, lihat Tabel V, 

menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Tabel tersebut juga 

menunjukkan bentuk-bentuk pelanggaran kode etik jurnalistik itu, yakni pelanggaran 

terkait dengan produk jurnalistik (berita) dan pelanggaran terkait sikap, perilaku dan 

tindakan wartawan ketika menjalankan peliputan. 

 

Data-data pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tersebut memperlihatkan bahwa demi 

mengejar aktualitas berita, media sering mengesampingkan kewajiban atau kebutuhan 

melakukan verifikasi dan uji informasi. Demi memberikan kontribusi terhadap upaya 

memerangi korupsi, pers begitu bersemangat menampilkan berita-berita tentang 

korupsi, penyalahgunaan jabatan, mafia peradilan dan lain-lain, dengan 

kecenderungan dominan menafikan hak setiap orangðtanpa terkecuali para pejabat 

publikðuntuk mendapatkan pemberitaan yang adil dan berimbang. Guna menarik 

perhatian publik, media sering mengabaikan asas praduga-tak-bersalah dalam 

memberitakan pejabat-pejabat yang belum tentu melakukan pelanggaran atau 

penyimpangan.   

 

Tabel VI:  

Jenis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik 

Tahun 2011 

 

No Jenis Pelanggaran Jumlah 

1 Tidak berimbang 37 

2 Mencampurkan fakta dan opini yang 12 
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menghakimi 

3 Tidak akurat 10 

4 Tidak menguji informasi/konfirmasi 11 

5 Tidak jelas narasumbernya  5 

6 Tidak profesional dalam mencari berita 5 

7 Cabul 1 

8 Melanggar asas praduga tak bersalah 2 

9 Tidak menghormati pengalaman traumatik 

narasumber 

1 

10 Tidak menyembunyikan identitas korban 

kejahatan susila 

8 

11 Tidak menghormati privasi 1 

12 Memuat gambar sadisme 7 

13 Prasangka SARA 1 

 Jumlah 101 

 

 

Tabel  VII:  

Bentuk Penyelesaian Pengaduan Langsung   

Tahun 2011 

 

No. Bentuk Penyelesaian Jumlah 

1 Mengeluarkan Pernyataan Penilaian 

dan Rekomendasi (PPR) 

10 

2 Melalui Mediasi 46 

3 Melalui surat menyurat dan atau 

komunikasi 

92 

4 Pemberian Pendapat kepada Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) 

9 

Jumlah 157 

Ket: sampai data ini dibuat pada minggu pertama Januari 2012,  

beberapa pengaduan belum dapat diselesaikan. 

 

Bagaimana pengaduan-pengaduan itu kemudian diselesaikan? Kita dapat melihatnya 

dalam Tabel VII. Dari total 157 pengaduan langsung yang diterima Dewan Pers pada 

2011, 46 pengaduan diselesaikan melalui mediasi, 92 kasus diselesaikan melalui surat-

menyurat, dan 10 pengaduan melalui PPR. Perlu diberitahukan, PPR dikeluarkan 

Dewan Pers ketika proses penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil menyelesaikan 

masalah. Penyelesaian melalui surat menyurat yang dikombinasikan dengan 

komunikasi melalui telepon dan email dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus 

yang terjadi di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, Dewan Pers juga tujuh kali 

memberikan penilaian Kode Etik Jurnalistik atas permintaan KPI terhadap kasus-

kasus media elektronik yang dihadapi KPI. 
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Kekerasan Terhadap Pers 

Keselamatan jurnalis masih menjadi masalah yang serius di Indonesia. Antara bulan 

Januari-Oktober 2011, dalam catatan LBH Pers dan Dewan Pers telah terjadi 96 kasus 

kekerasan terhadap media atau jurnalis, baik kekerasan fisik maupun nonfisik. Berikut 

beberapa contoh kasus kekerasan terhadap wartawan yang terajdi tahun 2011. 

 

Pertama, insiden antara dua wartawan Global TV, Tubagus Ahmad Zacky Makmun 

dan Adhitya Pradipta dengan Raul Dos Reis Lemos, di Bandara Soekarno Hatta, 

Jakarta, Senin 25 Juli 2011. Dewan Pers menilai, dalam insiden tersebut Raul Lemos 

telah melakukan tindakan yang mengarah kepada kekerasan dan mengucapkan kata-

kata kasar kepada wartawan Global TV. Dalam pertemuan di Kantor Sekretariat 

Dewan  Pers, tanggal 16 Agustus 2011, Lemos menerima penilaian Dewan Pers, dan 

bersedia meminta maaf kepada wartawan Global TV dan berjanji untuk tidak 

mengulangi tindakannya. Global TV dan Raul sepakat menyelesaikan masalah 

tersebut melalui proses mediasi dan tidak melanjutkan ke proses hukum. Namun 

dalam pertemuan ini juga terungkap, wartawan Global TV melakukan tindakan yang 

tidak etis dan kurang professional: membuntuti sumber berita dan memaksa 

mengambil gambar ketika sumber berita dalam kondisi yang tidak siap dan telah 

menyampaikan keberatannya.  

 

Kedua, Insiden kekerasan antara Pelajar SMAN 06 Jakarta dengan wartawan  yang 

tergabung dalam Pewarta Foto Jakarta, tanggal 19 September 2011.  Ada suatu hal 

yang menarik dalam kasus ini, yang menunjukkan bahwa wartawan juga turut berandil 

dalam terjadinya insiden kekerasan, dan wartawan tidak cukup fair dalam melihat 

fakta yang terjadi. Karena kedua belah pihak meminta untuk dimediasi, Dewan Pers 

pun menyelesaikan insiden kekerasan tersebut secara damai, meskipun Dewan Pers 

sendiri sekali lagi berpandangan bahwa kasus ini seharusnya diproses secara hukum. 

Di hadapan Dewan Pers, kedua belah pihak sepakat: menyadari kesalahan masing-

masing, berjanji untuk memperbaikinya di kemudian hari, saling memaafkan, akan 

menjalin komunikasi yang lebih baik, dan tidak akan membawa kasus kekerasan yang 

terjadi ke jalur hukum.  

 

C. TAHUN  2012 

 

Data Penanganan Kasus 

Pada periode Januari-Desember tahun 2012, Dewan Pers menerima 470 pengaduan, 

terdiri atas 176 pengaduan langsung, 263 surat tembusan dan 17 permintaan pendapat 

Dewan Pers dari KPI Pusat. Banyaknya pengaduan ke Dewan Pers dapat dilihat dari 

dua sisi. Di satu sisi, banyaknya pengaduan ke Dewan Pers dapat dilihat sebagai 

peningkatan kesadaran berbagai pihak untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik 

melalui Dewan Pers, dan bukan melalui jalur hukum secara langsung. Namun di sisi 

lain, banyaknya pengaduan ke Dewan Pers menunjukkan ada masalah serius di dalam 

jurnalisme kita, ada banyak masalah dalam penegakan kode etik jurnalistik di 

Indonesia. Tingginya angka pengaduan jurnalistik ke Dewan Pers menunjukkan 

banyaknya pelanggaran yang dilakukan media dan banyaknya pihak yang merasa 

dirugikan olehnya. Data hasil penyelesaian masalah jurnalistik di Dewan Pers 
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menunjukkan, 86 persen kasus yang ditangani Dewan Pers berakhir dengan 

kesimpulan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh media atau wartawan.  

 

Tabel I:  

Pengaduan ke Dewan Pers  

Tahun 2012 
 

Kategori Pengaduan Frek % 

Pengaduan Tembusan 263 55,96 

Pengaduan Langsung 176 37,45 

Permintaan Pendapat oleh KPI 17 3,62 

Lain-lain 14 2,98 

Total 470 100,00 

N=470 

 

 

Tabel II:  

Jenis Pengaduan ke Dewan Pers  

Tahun 2012 

 

Jenis Pengaduan Frek % 

Pengajuan Hak Jawab 215 45,17 

Pengaduan tentang Berita Secara Umum 111 23,32 

Permintaan Pendapat Sesuai UU Pers/Kode 

Etik Jurnalistik 
20 4,20 

Pengaduan tentang Kekerasan terhadap 

Wartawan 
19 3,99 

Pengajuan Hak Koreksi 17 3,57 

Pengaduan tentang PerilakuTindakan 

Wartawan 
14 2,94 

Mengadukan Iklan 11 2,31 

Mengadukan Isi Siaran Televisi 10 2,10 

Wartawan/Media Digugat ke Polisi/Pengadilan 

karena Berita 
7 1,47 

Sengketa Hak Cipta Nama Media 5 1,05 

Pengaduan tentang Foto/Ilustrasi/Kartun 4 0,84 

Pengaduan tentang Artikel/Opini/Surat 

Pembaca 
2 0,42 

Pengaduan tentang Badan Hukum Perusahaan 

Pers 
2 0,42 

Pengaduan Wartawan karena Mengalami 

Pemecatan/PHK 
2 0,42 

Mengadukan Penyensoran 1 0,21 

Lain-lain 36 7,56 

Total 476 100,00 

N=470, Dalam satu pengaduan dapat mengandung lebih dari satu jenis pengaduan 
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Tabel II menunjukkan dari seluruh total 470 pengaduan dan tembusan yang diterima 

Dewan Pers selama Januari ï Desemmber 2012, pengaduan paling banyak berisi 

permintaan hak jawab kepada media, yakni sebanyak 215 pengaduan atau 45,17 

persen. Hal ini menunjukkan, semakin banyak pengadu menyampaikan materi 

pengaduan yang spesifik, yakni permintaan hak jawab atas berita yang dinilai tidak 

berimbang, tidak akurat, menghakimi dan lain-lain. Fakta ini perlu digarisbawahi 

karena mengindikasikan meningkatnya kesadaran berbagai pihak tentang duduk-

perkara hak jawab dalam konteks penyelesaian sengketa pers. Jika semakin banyak 

pihak berharap sengketa pers diselesaikan dengan mekanisme hak jawab, ini 

menumbuhkan optimisme akan mereduksi potensi-potensi kriminalisasi terhadap pers. 

Hingga bulan Desember 2012, jumlah pengaduan yang secara spesifik berisi 

permintaan hak jawab bahkan lebih tinggi dari jumlah pengaduan terhadap isi berita 

secara umum, yang mencapai angka 111 pengaduan (23,32%).    

 

Tabel III:  

Kategori Pengadu   

Tahun 2012 
 

Kategori Pengadu Frek % 

Pejabat Publik 172 36,60 

Masyarakat 73 15,53 

Pengusaha/Perusahaan 39 8,30 

Wartawan/Media Cetak 34 7,23 

Badan Publik 28 5,96 

Organisasi Kemasyarakatan/LSM 23 4,89 

Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan 16 3,40 

Organisasi Wartawan/Pers 15 3,19 

Wartawan/Media Elektronik 11 2,34 

Polisi/Kepolisian 11 2,34 

Perguruan 

Tinggi/Sekolah/Guru/Peneliti/Akademisi 
8 1,70 

Pengacara 7 1,49 

Wartawan/Media Online 5 1,06 

Partai Politik/Tokoh Politik 4 0,85 

Unsur TNI 4 0,85 

Artis 3 0,64 

Anggota DPR/DPRD 2 0,43 

Lainnya 15 3,19 

Total 470 100,00 

N=470 

 

 

Selanjutnya, Tabel III menunjukkan latar-belakang pihak-pihak yang menyampaikan 

pengaduan langsung dan tembusan ke Dewan Pers. Jika jumlah pengaduan pejabat 

publik dan badan publik digabungkan, maka didapatkan angka 42,55%. Jika 
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digabungkan lagi dengan pengaduan dari Kepolisian (11 pengaduan), TNI (4 

pengaduan), dan anggota DPR/DPRD (2 pengaduan), maka jumlah pengaduan dari 

kalangan pejabat dan badan publik mencapai angka 217 pengaduan atau 46,17%. 

Pendek kata, pengaduan-pengaduan ke Dewan Pers tahun 2012 didominasi oleh 

pengaduan pejabat atau badan publik. Hal ini cukup wajar karena salah satu fungsi 

pers memang menjalankan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di semua 

lini dan level. Dalam konteks yang sama, kalangan badan dan pejabat publik adalah 

pihak yang paling berpotensi untuk merasa dirugikan oleh pemberitaan media. 

 

Tabel III juga menunjukkan, jumlah pengaduan langsung dan tembusan dari kalangan 

bisnis ke Dewan Pers tahun 2012 cukup tinggi, yakni 39 pengaduan. Ini 

perkembangan positif dalam konteks bahwa pada tahun-tahun sebelumnya muncul 

kecenderungan konflik media dengan kalangan pengusaha banyak yang berujung 

kepada tindakan kekerasan terhadap wartawan atau pemidanaan terhadap pers, dengan 

melaporkan wartawan atau media ke polisi atau pengadilan. Di sisi lain, ada juga 

perusahaan wasta yang diam saja ketika ada media yang terus memberitakannya 

secara spekulatif, satu-sisi, bombastis dan menghakimi. Jika pemberitaan seperti ini 

dibiarkan terus terjadi, bukan hanya perusahaan itu yang dirugikan, tetapi juga 

masyarakat. Masyarakat terus menerus  mengonsumsi informasi yang spekulatif, tidak 

valid bahkan cenderung provokatif. Dalam konteks ini, keberanian kalangan 

bisnis/perusahaan swasta untuk mengadukan pemberitaan media ke Dewan Pers 

adalah trend yang patut disambut dengan positif. 

 

Tabel IV:  

Proses Pengaduan ke Dewan Pers Berdasarkan Pengadu  

Tahun 2012 

 

Kategori Pengadu 

Pengaduan Diwakili Kuasa Hukum 

Diwakili 

Kuasa 

Hukum 

Tidak 

Diwakili 

Kuasa 

Hukum 

Total 

  
Fre

k 
% 

Fre

k 
% 

Fre

k 
% 

Wartawan/Media Cetak 3 0,64 31 6,60 34 7,23 

Wartawan/Media Elektronik 0 0,00 11 2,34 11 2,34 

Wartawan/Media Online 0 0,00 5 1,06 5 1,06 

Organisasi Wartawan/Pers 0 0,00 15 3,19 15 3,19 

Masyarakat 14 2,98 59 12,55 73 15,53 

Pejabat/Pemeritah Pusat/Pemerintah 

Daerah 
10 2,13 162 34,47 172 36,60 

Anggota DPR/DPRD 0 0,00 2 0,43 2 0,43 

Polisi/Kepolisian 2 0,43 9 1,91 11 2,34 

Tentara/TNI 1 0,21 3 0,64 4 0,85 

Pengusaha/Perusahaan 14 2,98 25 5,32 39 8,30 

Organisasi Kemasyarakatan/LSM 2 0,43 21 4,47 23 4,89 
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Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan 0 0,00 16 3,40 16 3,40 

Perguruan 

Tinggi/Sekolah/Guru/Peneliti/Akademi

si 

0 0,00 8 1,70 8 1,70 

Lembaga Negara (KPK/KPI/KIP dll) 0 0,00 28 5,96 28 5,96 

Partai Politik/Tokoh Politik 1 0,21 3 0,64 4 0,85 

Pengacara 0 0,00 7 1,49 7 1,49 

Artis 3 0,64 0 0,00 3 0,64 

Lainnya 3 0,64 12 2,55 15 3,19 

Total 53 11,28 417 88,72 470 
100,0

0 

N=470 

 

Tabel IV memperlihatkan, mayoritas pengadu (88,72%) tidak menggunakan kuasa 

hukum ketika mengirim surat pengaduan atau melakukan pengaduan langsung ke 

Dewan Pers. Hanya 11,28% pengadu, atau 53 pengaduan yang menggunakan jasa 

kuasa hukum ketika berperkara di Dewan Pers. Tabel IV menggambarkan, dari 53 

pengaduan ke Dewan Pers yang menggunakan jasa kuasa hukum, 14 pengaduan di 

antaranya dilakukan oleh kalangan pengusaha atau perusahaan swasta. Dari 39 

pengaduan yang dilakukan kalangan pebisnis ini, 14 di antaranya menggunakan jasa 

kuasa hukum. Jasa kuasa hukum juga digunakan masyarakat (14 kasus), pejabat 

publik (10 kasus), artis (3 kasus), media cetak (3 kasus), partai politik (1 kasus), dan 

unsur TNI (1 kasus) ketika mengadu ke Dewan Pers. 

 

Berdasarkan pengalaman Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat Dewan Pers, posisi 

kuasa hukum adalah posisi yang unik dalam konteks penyelesaian sengketa 

jurnalistik. Di satu sisi, kuasa hukum berperan dalam memberikan pemahaman 

tentang hukum pers dan kedudukan KEJ kepada pengadu. Namun di sisi lain, tidak 

jarang peran kuasa hukum justru menambah kompleks proses penyelesaian sengketa 

pers. Misalnya ada kuasa hukum yang berpendapat bahwa penyelesaian sengketa 

jurnalistik di Dewan Pers tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa tersebut dapat 

diajukan ke jalur hukum pidana atau perdata. Sedangkan Dewan Pers dan komunitas 

pers berpendapat bahwa masalah jurnalistik harus diselesaikan secara jurnalistik pula. 

Selain itu, dalam beberapa kasus, pengacara mempunyai kecenderungan untuk 

memperpanjang proses penyelesaian. Sementara di sisi lain, Dewan Pers, pihak media 

yang diadukan, bahkan pengadu sendiri menginginkan penyelesaian yang cepat, jika 

perlu dengan hanya satu kali proses mediasi. 

 

Tabel V: 

Pihak yang Diadukan ke Dewan Pers 

Tahun 2012 
 

Kategori Teradu Frek % 

Wartawan/Media Cetak 328 65,60 

Wartawan/Media Online 90 18,00 

Wartawan/Media Elektronik 36 7,20 
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Pejabat/Pemeritah Pusat/Pemerintah Daerah 10 2,00 

Polisi/Kepolisian 10 2,00 

Organisasi Wartawan/Pers 6 1,20 

Masyarakat 3 0,60 

Tentara/TNI 3 0,60 

Rumah Sakit 3 0,60 

Organisasi Kemasyarakatan/LSM 2 0,40 

Perguruan 

Tinggi/Sekolah/Guru/Peneliti/Akademisi 
2 0,40 

Anggota DPR/DPRD 1 0,20 

Pengusaha/Perusahaan 1 0,20 

Lainnya 5 1,00 

Total 500 100,00 

N=470, Dalam satu pengaduan bisa ada lebih dari satu teradu 

 

Tabel V memberikan gambaran tentang siapakah pihak yang paling sering diadukan 

ke Dewan Pers. Dari pengaduan langsung dan tembusan yang diterima, mayoritas 

pihak yang diadukan ke Dewan Pers adalah wartawan/media cetak, yakni sebanyak 

328 (65,60%), wartawan/media siber sebanyak 90 (18,00%). Di luar kalangan media, 

pihak yang paling banyak diadukan adalah pejabat publik baik tingkat pusat maupun 

daerah dan pihak kepolisian. 

 

Tabel VI menunjukkan, dari 193 pengaduan langsung yang diterima Dewan Pers  

Januari-Desember 2012, 86 persen atau 167 pengaduan berakhir dengan penilaian 

telah terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik. Tabel VII menjelaskan pelanggaran 

KEJ apa saja yang pernah terjadi selama periode yang diteliti. Pelanggaran KEJ 

didominasi oleh berita yang tidak berimbang, berita yang tidak mengandung uji 

informasi atau konfirmasi, serta  berita yang mengandung opini menghakimi. Tiga 

jenis pelanggaran KEJ ini menduduki porsi 73,05 % atau 122 kasus dari total 167 

kasus pelanggaran KEJ yang ditangani Dewan Pers. Perlu digarisbawahi, 167 

pelanggaran KEJ ini terjadi pada 193 pengaduan. Dengan kata lain, dalam satu 

pengaduan, setelah diteliti dapat ditemukan lebih dari satu pelanggaran KEJ. Pada 

Tabel VII juga ditemukan 5 kali pelanggaran KEJ berupa Wartawan Tidak Profesional 

Dalam Mencari Berita. Pengertian profesionalitas di sini merujuk kepada definisi 

profesionalitas di dalam KEJ. Pelanggaran yang ditemukan misalnya wartawan 

memaksa narasumber untuk melakukan wawancara, wartawan tidak dapat 

menunjukkan identitas kewartawanannya, wartawan tidak membedakan antara 

percakapan pribadi dan wawancara untuk pemberitaan. 

 

Tabel VI:  

Penilaian Dewan Pers  

Tahun 2012 

 

Penilaian Frek % 

Terjadi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam 

Pemberitaan 
167 86,53 
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Tidak Terjadi Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik 

atau UU Pers 
13 6,74 

Permohonan Klarifikasi 6 3,11 

Bukan Kasus Kode Etik Jurnalistik atau UU 

Pers 
4 2,07 

Lain-lain 3 1,55 

Total 193 100,00 

N= 193 

 

Tabel VII:  

Jenis Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik  

Tahun 2012 

 

Jenis Pelanggaran KEJ Frek % 

Tidak Berimbang 44 26,35 

Tidak Menguji Informasi/Konfirmasi 40 23,95 

Mencampurkan Fakta dan Opini yang Menghakimi 38 22,75 

Tidak Akurat 20 11,98 

Tidak Profesional dalam Mencari Berita 5 2,99 

Melanggar Asas Praduga Tidak Bersalah 4 2,40 

Tidak Menyembunyikan Identitas Korban 

Kejahatan Susila 
4 2,40 

Tidak Jelas Narasumbernya 4 2,40 

Tidak Berimbang Secara Proporsional 2 1,20 

Tidak Menyembunyikan Identitas Pelaku 

Kejahatan di Bawah Umur 
1 0,60 

Lain-lain 5 2,99 

Total 167 100,00 

N=167   

 

Tabel VIII:  

Bentuk Penyelesaian 
Tahun 2012 

 

Bentuk Penyelesaian Frek % 

Mediasi 41 28,67 

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi 

(PPR) 
18 12,59 

Surat dan/atau Komunikasi 40 27,97 

Komunikasi Telepon 24 16,78 

Pemberian Pendapat 15 10,49 

Lainnya 5 3,50 

Total 143 100,00 

N=193 (Pengaduan langsung+permintaan pendapat KPI) 

dalam satu pengaduan bisa lebih dari satu penyelesaian 
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Tabel VIII menjelaskan bentuk penyelesaian atas pengaduan ke Dewan Pers. Antara 

Januari hingga Desember 2012, Dewan Pers melakukan 41 kali proses mediasi 

pengaduan KEJ. Pengaduan ke Dewan Pers umumnya dapat diselesaikan dengan satu 

kali proses mediasi, namun ada beberapa kasus yang bahkan membutuhkan 7 kali 

mediasi untuk menyelesaikannya. Perlu dijelaskan, proses mediasi Dewan Pers adalah 

proses mediasi dalam pengertian khusus. Dalam proses mediasi ini, fungsi Dewan 

Pers tidak murni sebagai mediator. Dewan Pers melakukan penilaian ajudikatif 

terhadap ada atau tidaknya pelanggaran KEJ, lalu merekomendasikan jalan 

penyelesaian. Dalam proses mediasi ini, Dewan Pers menawarkan rekomendasi 

penyelesaian kepada kedua belah pihak. Jika rekomendasi tidak diterima, maka proses 

mediasi ditutup dan kasus diserahkan kepada sidang pleno Dewan Pers. Jadi 

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers akan dikeluarkan jika 

proses mediasi tidak menemui titik temu.  

 

Di samping itu, Dewan Pers juga menyelesaikan kasus pengaduan melalui surat-

menyurat atau telepon. Proses surat-menyurat dilakukan jika pengaduan datang dari 

wilayah yang jauh dari Jakarta atau sulit dijangkau sehingga proses mediasi langsung 

secara teknis sulit dilakukan. Maka penyelesaian dilakukan dengan surat-menyurat 

dengan pengadu dan teradu, yang biasanya dilengkapi dengan komunikasi telepon. 

Penyelesaian melalui komunikasi telepon juga didahulukan jika diperlukan proses 

penyelesaian yang bersifat segera dan tidak dapat ditunda-tunda. Ini terjadi misalnya 

pada media-siber yang harus segera meralat berita atau menghapuskan komentar 

berita yang menimbulkan kontroversi atau merugikan pihak tertentu. Atau pada kasus-

kasus pers di daerah berpotensi menimbulkan insiden kekerasan jika tidak ditangani 

dengan segera.  

 

Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik tahun 2012 yang 

diselesaikan di Dewan Pers: 

 

Kasus Pemberitaan Tina Talisa oleh harian Rakyat Merdeka 

Dewan Pers menerima pengaduan dari Tina Talisa, jurnalis Indosiar, tanggal 29 

Agustus 2012, atas berita harian Rakyat Merdeka berjudul: ñMirwan Amir Sedang 

Dibidik KPK?ò (edisi 28 Agustus 2012). Dalam berita itu, antara lain disebut, Mirwan 

Amir mentransfer dana kepada seorang presenter tenar. Presenter TV tersebut 

dikabarkan adik ipar Mirwan Amir.  Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, 

Dewan Pers menemukan bahwa Rakyat Merdeka telah melakukan konfirmasi kepada 

Mirwan Amir. Namun Dewan Pers menilai, Rakyat Merdeka seharusnya juga mencari 

tahu jati diri pengadu dan melakukan konfirmasi terhadapnya. Karena dalam beritanya 

Rakyat Merdeka mengungkap ñseorang presenter tenarò dan ñadik ipar Mirwan 

Amirò  yang secara langsung mengarah pada diri Pengadu. Konfirmasi diperlukan 

karena Rakyat Merdeka menulis bahwa òpresenterò tersebut disebut-sebut telah 

beberapa kali menerima aliran transfer dana dari Mirwan Amir, namun konfirmasi 

yang sama seharusnya juga tetap dilakukan kepada Tina Talisa sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 3 Kode Etik jurnalistik. Rakyat Merdeka bersedia memuat Hak 

Jawab dari Pengadu sesuai yang diamanatkan UU No. 49/1999 tentang Pers dan Kode 

Etik Jurnalistik. 



32 | L a p o r a n  D e w a n  P e r s  P e r i o d e  2 0 1 0  -  2 0 1 3  

 

 

Kasus Pemberitaan majalah Tempo tentang Makindo dan Gunawan Jusuf  

Gunawan Jusuf (pengusaha) melalui Law Firm Hotman Paris &  Partners, 

mengadukan berita Majalah Tempo, Jakarta, edisi 26 Maret ï 1 April 2012 berjudul 

ñRochadi, Korban Sengketa Makindoò (halaman 32); ñTerjepit Sengketa Raja Gulaò 

(halaman 44-48); ñGugatan Dua Saudaraò (halaman 48-50); dan ñTaipan Nyentrik di 

ST Regisò (halaman 50). Dari hasil penelitian dan keterangan kedua pihak, Dewan 

pers menilai majalah Tempo telah menggunakan sumber yang kompeten dalam berita 

tersebut. Namun demikian, Dewan Pers juga menilai berita-berita majalah Tempo 

melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berbunyi, ñWartawan Indonesia 

selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan 

fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.ò 

Karena tidak dicapai kesepakatan antara kedua pihak, Dewan Pers mengeluarkan 

Pernyataan Penilaian dan rekomendasi (PPR) merekomendasikan majalah Tempo 

wajib memuat hak jawab dari pengadu dan meminta maaf kepada pengadu serta 

pembaca.  

 

Kasus Pengaduan AJI Indonesia dan AJI Banda Aceh terhadap Harian Pro 

Haba Aceh 

Dewan Pers menerima pengaduan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 

danKetua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, tanggal 19 September 2012, 

terkait berita Harian Pro Haba Banda Aceh berjudul: ñDua Pelacur ABG Dibeureukah 

WHò (edisi 4 September 2012). Menurut pengadu, tindakan bunuh diri yang 

dilakukan  PE sebagai akibat dari pemberitaan Pro Haba di atas. Setelah meminta 

klarifikasi kepada AJI Indonesia dan AJI Banda Aceh serta Harian Pro Haba tanggal 

15 Oktober 2012, Dewan Pers menilai berita Pro Haba tidak berimbang dan 

mengandung opini menghakimi. Namun Dewan Pers tidak dapat memberikan 

penilaian sejauhmana berita Pro Haba berdampak terhadap kematian PE. Karena 

tidak dicapai kesepakatan antara kedua pihak, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan 

Penilaian dan rekomendasi (PPR) yang isinya merekomendasikan Harian Pro Haba 

melayani Hak Jawab serta meminta maaf kepada keluarga almarhum PE dan 

masyarakat pembaca.  

 

Kasus pengaduan Pedagang Pasar Tradisional Babat Bersatu terhadap Radar 

Bojonegoro 

Pedagang Pasar Tradisional Babat Bersatu (PPTBB) mengadukan 21 (dua puluh satu) 

judul dan sub judul pemberitaan Harian Radar Bojonegoro mulai edisi Januari 2010 

hingga edisi Oktober 2011. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, Dewan 

Pers menilai 5 (lima) buah berita  Harian Radar Bojonegoro melanggar Kode Etik 

Jurnalistik. Sedangkan 16 (enam belas) berita lainnya dinilai telah sesuai dengan Kode 

Etik Jurnalistik. Kedua belah pihak menerima keputusan Dewan Pers tersebut dan 

sepakat kasus tersebut di Dewan Pers dan tidak membawanya ke jalur hukum. Harian 

Radar Bojonegoro menyampaikan permintaan maaf kepada Pedagang Pasar 

Tradisional Babat Bersatu (PPTBB) dan pembaca. Harian Radar Bojonegoro 

berkomitmen untuk lebih menaati Kode Etik Jurnalistik dan memberikan pelatihan 

jurnalistik kepada wartawan yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran KEJ 

tersebut. Kedua belah pihak juga sepakat, risalah kesepakatan tersebut dimuat sebagai 
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hak jawab sebesar seperempat halaman, satu kali di halaman pertama Harian Radar 

Bojonegoro. 

 

Kekerasan Terhadap Wartawan  
Sejumlah kasus kekerasan terhadap wartawan masih membayangi catatan pelaksanaan 

kemerdekaan pers di Indonesia.  Pada tahun 2012, LBH Pers mencatat sebanyak 100 

kasus, yang terjadi dalam bentuk kekerasan fisik maupun  kekerasan non-fisik. Masih 

tingginya angka kekerasan terhadap wartawan merupakan indikasi belum dimaknai 

pentingnya pelaksanaan kemerdekaan pers secara utuh oleh masyarakat Indonesia, 

baik dari kalangan non pers maupun kalangan internal pers itu sendiri.  

 

Dari sisi internal pers, kekerasan terhadap wartawan dipicu dari pemahaman yang 

masih lemah atas prinsip-prinsip kerja jurnalis profesional. Beberapa pelanggaran 

umum yang tercatat oleh Dewan Pers dinilai dapat memicu kekerasan terhadap 

wartawan antara lain, pelanggaran atas privasi, ketidakberimbangan berita, lemahnya 

upaya verifikasi dan uji informasi bahkan keberpihakan media atas dasar kepentingan 

ekonomi semata. 

 

Kekerasan terhadap wartawan yang dipicu dari luar lingkungan pers menunjukkan 

pemahaman dan pengetahuan yang kurang tentang bagaimana seharusnya 

berkomunikasi dengan wartawan atau media. Stereotype negatif atas awak media 

masih mendominasi latar belakang munculnya disharmonisasi komunikasi antara 

publik dengan pers. Di lain pihak, budaya ketertutupan yang masih kental melekat, 

terutama pada badan publik yang seharusnya sudah dapat menerapkan prinsip-prinsip 

keterbukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

  

Beberapa kasus kekerasan yang menonjol tahun 2012: 

 Kekerasan terhadap wartawan yang sedang meliput demonstrasi mahasiswa yang 

tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) di  

Jakarta Pusat (Gambir). Korban tindak kekerasan antara lain kameraman TVOne, 

Global TV dan fotografer Harian Lampu Hijau. Kekerasan dilakukan oleh Aparat 

penegak hukum dengan merampas kaset video dan memory card yang berisi 

dokumentasi peristiwa bentrok 27 Maret 2012. 

 Penangkapan Karyawan Sumedang Ekspres oleh Polres Sumedang, 17 April 

2012. Kasus Berita  Sumedang ekspres edisi 4 Apil berjudul ñ'Oknum Polisi 

Ngamuk'.ò dijadikan sebagai bahan pamflet dianggap sebagai penghinaan  bagi 

institusi Polri. 

 Pada hari Senin, 8 Oktober 2012 kantor  Radar Bogor didatangi ratusan Ormas 

Pemuda Pancasila (PP) terkait pemberitaan yang menyudutkan Ormas tersebut. 

 Saat aksi berlangsung, diduga terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan oleh 

anggota PP. Pihak Radar Bogor melaporkan tindakan kekerasan tersebut ke 

pihak Polres Bogor Kota, Selasa (9/10). 

 Pelarangan peliputan dengan kekerasan oleh aparat TNI AU terhadap Didik 

Herwanto, (fotografer Riau Pos), Febrianto Budi Anggoro (LKBN Antara), 

Fakhri Rubianto (Reporter Riau TV), Ari (TvOne), Irwansyah (Reporter RTV) 

dan Andika (Fotografer Vokal) pada Selasa 16 Oktober 2012. Saat itu, para 
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wartawan tengah mengabadikan gambar pesawat Hawk 200 milik TNI AU yang 

jatuh jatuh di sekitar pemukiman warga RT 03/RW 03, Dusun 03, Desa Pandau 

Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.  

 

Kampanye Hak Jawab Melalui Media Massa 

 
Dewan Pers menggelar dua kali 

pertemuan dengan pimpinan 

perusahaan pers, pada Januari dan 

Februari 2013, untuk membahas 

kampanye Hak Jawab melalui media 

siber, media cetak, dan media 

elektronik. 

 

Melalui pertemuan tersebut, Dewan Pers dan perusahaan pers menyepakati gerakan 

kampanye bersama penggunaan Hak Jawab melalui media cetak, elektronik, dan siber. 

Dewan Pers mengajak perusahaan pers nasional untuk mendukung kampanye ini.  

 

Metode-metode kampanye yang telah disepakati sebagai berikut: 

 

Kampanye Hak Jawab Melalui Pemasangan Ikon Aduan di Media Siber 
 

Jenis Keterangan 

 

Logo Ikon 

 

 

Pilihan 1: Logo ikon aduan ditempatkan di bawah atau di atas setiap 

berita, bersanding dengan ikon facebook dan twitter. (direkomendasi) 

 

Pilihan 2: Penempatan logo ikon aduan diserahkan kepada masing-

masing pengelola media siber. Misalnya di bagian paling bawah halaman 

beranda/home atau di halaman redaksi. 

 

(Logo Ikon di atas dapat diunduh di bagian bawah pengumuman ini) 

 

Teks Ikon 

 

Saat meng-klik Logo Ikon tersebut di atas akan muncul teks sbb: 

ñDewan Pers dan masyarakat pers telah mengesahkan 

Pedoman Pemberitaan Media Siber. Jika ada berita yang 

tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik atau Pedoman 

Pemberitaan Media Siber, silakan gunakan Hak Jawab 

dan mengadu langsung ke redaksi é..(tulis nama media. 

Ditautkan ke formulir/informasi/nomor kontak yang 

disediakan redaksi). Bila Anda tidak mendapat pelayanan 

semestinya, silakan mengadu ke Dewan Pers (ñDewan 

Persò ditautkan ke form pengaduan di website Dewan 

Pers: 

http://www.dewanpers.or.id/page/pengaduan/formulir/).ò 
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Teks ikon ini ditempatkan di halaman baru (landing page) media siber 

bersangkutan. 
 

 

Kampanye Hak Jawab di Media Cetak 

 

Jenis Keterangan 

 

Teks Kampanye 

 

Teks yang dicantumkan di media cetak: 

ñApabila ada berita yang tidak sesuai dengan Kode 

Etik Jurnalistik, silakan gunakan Hak Jawab dan 

mengadu langsung ke redaksi (tulis nama/kontak 

media bersangkutan). Bila Anda merasa tidak 

mendapat pelayanan semestinya dari redaksi, 

silakan mengadu ke Dewan Pers 

(www.dewanpers.or.id).ò 

 

 

Penempatan 

 

 

Teks di atas ditempatkan di bawah boks redaksi. 

 

Kampanye Hak Jawab di Media Televisi 

 

Jenis Keterangan 

 

Teks Kampanye 

 

Teks yang dicantumkan di media televisi: 

ñApabila ada berita yang tidak sesuai dengan 

Kode Etik Jurnalistik, silakan gunakan Hak Jawab 

dan mengadu langsung ke redaksi (tulis 

nama/kontak media bersangkutan). Bila Anda 

merasa tidak mendapat pelayanan semestinya dari 

redaksi, silakan mengadu ke Dewan Pers 

(www.dewanpers.or.id).ò 

Catatan: teks di atas dapat disingkat/diedit untuk 

menyesuaikan dengan ketersediaan ruang di media 

televisi. 

 

Penempatan 

 

 

Dipublikasikan dalam bentuk credit title atau running 

text di setiap program berita. 

 

 

 

 

 

http://www.dewanpers.or.id)/
http://www.dewanpers.or.id)/


36 | L a p o r a n  D e w a n  P e r s  P e r i o d e  2 0 1 0  -  2 0 1 3  

 

Kampanye Hak Jawab di Media Radio 

 

Jenis Keterangan 

 

Teks Kampanye 

 

Teks yang disiarkan di media radio: 

ñApabila ada berita yang tidak sesuai dengan 

Kode Etik Jurnalistik, silakan gunakan Hak Jawab 

dan mengadu langsung ke redaksi (sebut 

nama/kontak media bersangkutan). Bila Anda 

merasa tidak mendapat pelayanan semestinya dari 

redaksi, silakan mengadu ke Dewan Pers melalui 

021-3504877 atau www.dewanpers.or.id.ò 

Catatan: teks di atas, tanpa menghilangkan esensinya, 

dapat diubah untuk disesuaikan dengan format media 

radio. 

 

 

Penempatan 

 

 

Dibacakan pada akhir setiap program berita. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dewanpers.or.id)/
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< 2 > 
BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG -UNDANGAN 

 

Keterangan ahli 

Pada tahun 2011 Dewan Pers menerima 27 permintaan Keterangan Ahli Pers. 

Rinciannya: 23 permintaan dari Kepolisian, 2 dari Pengadilan Negeri, dan 2 dari 

masyarakat. Sedangkan pada tahun 2012 ada 20 permintaan yang berasal dari 

Kepolisian (16), Kejaksaan (1), Pengadilan (2), dan Mahkamah Konstitusi (1). Di 

Mahkamah Konstitusi, misalnya, Dewan Pers diminta untuk memberikan keterangan 

ahli terkait judicial review Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU Penyiaran.  

Secara garis besar, sengketa hukum yang diminta pendapatnya kepada Dewan Pers 

antara lain meliputi perkara kekerasan terhadap wartawan, dugaan tindak pidana 

pencemaran nama baik, fitnah, dan tindakan tidak menyenangkan, serta dugaan tindak 

pidana menghalang-halangi kegiatan jurnalistik. Kasus lainnya terkait dengan dugaan 

tindak pidana merusak kehormatan pejabat negara dengan tulisan.  

 
PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA -SIBER 

 

Latar Belakang 

Dewan Pers bersama-sama unsur asosiasi media dan komunitas pers merumuskan 

panduan etis pemberitaan media-siber pada akhir tahun 2011 hingga awal tahun 2012. 

Pedoman ini disahkan sebagai Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan 

Media-Siber tanggal 3 Februari 2012, yang juga ditandatangani oleh 4 asosiasi 

perusahaan pers, 3 asosiasi wartawan dan 30 penaggung-jawab media-siber. Tujuan 

perumusan pedoman ini adalah menciptakan keseimbangan antara dimensi 

demokratis-deliberatif dari jurnalisme warga yang melekat pada media-siber dengan 

prinsip-prinsip etika dan akuntabilitas di ruang publik. Atau menyeimbangkan 

kebebasan berpendapat di media-siber dengan prinsip-prinsip ruang publik yang 

beradab. Perlu digarisbawahi bahwa kebebasan berpendapat, di mana pun mediumnya, 

mempunyai batas: etika publik dan hak orang lain untuk diperlakukan secara adil. 

Demikian halnya dengan kebebasan berpendapat di dunia maya, termasuk di media-

siber. 

 

Perumusan panduan ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya pengaduan ke 

Dewan Pers terhadap komentar-komentar berita media-siber (user generated content) 

yang berbau SARA, caci-maki, dan permusuhan. Jika tidak direspon secara memadai, 

perkembangan ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu, yang sangat 

mungkin akan berujung pada proses pemidanaan media-siber dengan perkara 

pencemaran nama baik atau penghinaan.  

 

Panduan Pemberitaan Media-siber juga merupakan respon terhadap tren media-siber 

yang sangat berorientasi kepada kecepatan penyampaian berita. Kecepatan 

penyampaian berita adalah keunggulan komparatif media-siber. Namun kecepatan ini 

bukan satu-satunya aspek dalam jurnalisme. Jurnalisme tetap menuntut akurasi, 

kelengkapan berita dan verifikasi. Di sini, kita menemukan problem pelik media-siber 
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di Indonesia. Data Dewan Pers tahun 2010-2011 menunjukkan, tingkat pelanggaran 

Kode Etik Jurnalistik oleh media-siber terus meningkat. Dengan prinsip follow-up-

news, media-siber sering mengesampingkan konfirmasi sumber berita atau verifikasi 

data. Akibatnya, muncul berita-berita yang tidak berimbang, tidak akurat, atau 

menghakimi pihak tertentu. 

 

Ruang Lingkup dan Isi 

Media-siber yang dimaksud dengan dalam pedoman ini adalah adalah segala bentuk 

media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, 

serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang 

ditetapkan Dewan Pers. Sedangkan Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) 

yang diatur dalam Pedoman ini adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan 

oleh pengguna media-siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan 

berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media-siber, seperti blog, forum, 

komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. 

 

Pedoman ini pertama-tama mengatur tentang prinsip verifikasi dan keberimbangan 

berita. Pada prinsipnya jurnalisme siber bukanlah suatu pengecualian. Jurnalisme siber 

tetap bagian integral dari jurnalisme secara keseluruhan, suatu disiplin yang menuntut 

ketaatan terhadap standar kerja dan nilai yang jelas. Dalam konteks inilah, kebenaran 

jurnalisme siber juga merupakan kebenaran verifikasi, sebagaimana berlaku dalam 

jurnalisme konvensional. Persoalannya kemudian, bagaimana menjaga esensi 

jurnalisme sebagai perkara kebenaran verifikasi, namun tetap memberi ruang kepada 

media-siber untuk mengoptimalkan keunggulan komparatifnya:  kecepatan 

penyampaian informasi? 

 

Dalam konteks ini, Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media-Siber 

pertama-tama mengatur bahwa pada prinsipnya setiap berita media-siber harus 

melalui verifikasi. Bahkan diatur lebih tegas lagi, berita media-siber yang dapat 

merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi 

prinsip akurasi dan keberimbangan. Ketentuan ini muncul sebagai antisipasi dampak 

buruk dari orientasi media-siber yang terlalu mengejar kecepatan dalam 

menyampaikan berita sehingga lalai terhadap masalah akurasi dan keberimbangan. 

 

Namun dijelaskan lebih lanjut bahwa ketentuan tentang kewajian verifikasi di atas 

dapat ditangguhkan dengan syarat-syarat yang ketat :  

(1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; 

(2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, 

kredibel dan kompeten; 

(3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau 

tidak dapat diwawancarai; 

(4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih 

memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. 

Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan 

menggunakan huruf miring. 
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(5) Setelah memuat berita, media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah 

verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran 

(update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 

 

Perlu dijelaskan bahwa syarat-syarat ini bersifat koeksisten, saling melengkapi, bukan 

saling menggantikan. Perlu dipastikan bahwa hanya berita yang mengandung 

kepentingan publik mendesak yang dapat dipublikasikan tanpa adanya verifikasi. Ini 

pun dengan syarat lebih lanjut bahwa sumber berita pertama yang dikutip adalah 

sumber yang kredibel, kompeten dan bukan sumber yang tidak jelas identitasnya. 

Harus pula dipastikan bahwa subyek berita yang harus diverifikasi memang tidak 

dapat dihubungi. Dengan kata lain, media-siber harus dapat menunjukkan upayanya 

untuk menembus subyek berita ini. Yang tidak kalah penting, panduang ini mengatur 

ketentuan bahwa media-siber harus memuat semacam disclaimer untuk berita-berita 

yang membutuhkan verifikasi namun belum berhasil diverifikasi. Disclaimer ini 

adalah kejujuran media-siber untuk menyatakan kepada pembacanya bahwa berita 

yang dimuat ñmasih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu 

secepatnya.ò Perlu digarisbawahi, penjelasan dimuat ini pada bagian akhir dari berita 

yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. 

 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, salah satu masalah media-siber adalah isi buatan 

pengguna (user generated content). Pertama-tama diatur bahwa media-siber wajib 

mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik 

Jurnalistik. Ketentuan ini harus ditempatkan secara terang dan jelas dalam tampilan 

masing-masing media-siber. Media-siber juga harus mewajibkan setiap pengguna atau 

komentator untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in 

terlebih dahulu sebelum dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. 

Mekanisme registrasi dan proses log-in ini penting untuk mereduksi anonimitas 

komentator berita yang dalam prakteknya telah berkontribusi pada munculnya 

komentar-komentar berita yang tidak bertanggung-jawab. Dalam mekanisme registrasi 

tersebut, media-siber mewajibkan pengguna untuk memberikan persetujuan tertulis 

bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: 

(1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; 

(2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan 

kekerasan; 

(3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, 

serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau 

cacat jasmani. 

 

Lebih lanjut diatur bahwa media-siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit 

atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan tiga butir di atas, 

serta wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai 

melanggar tiga butir di atas. Mekanisme pengaduan tersebut harus diletakkan di 

tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna di laman masing-masing media-

siber. Media-siber juga wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan 

koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan tiga 
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butir di atas sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam 

setelah pengaduan diterima. Media-siber yang telah memenuhi kewajiban-kewajiban 

ini tidak bertanggung jawab lagi atas masalah yang timbul akibat pemuatan isi yang 

melanggar ketentuan tiga butir di atas. Sebaliknya, media-siber bertanggung jawab 

atas akibat Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan namun tidak mengambil tindakan 

koreksi setelah batas 2 x 24 jam sebagaimana telah diatur.  

 

Tentang ralat dan koreksi berita dan hak jawab, Pedoman Pemberitaan Media-Siber 

menyatakan bahwa ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang 

diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab. Di setiap ralat, koreksi, dan hak jawab 

wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. 

Dengan kata lain, berita yang diralat, dikoreksi atau diklarifikasi dengan hak jawab 

tidak boleh dihilangkan atau dicabut begitu saja.  

 

Pedoman ini juga mengatur jika berita suatu media-siber dikutip atau disebarluaskan 

media-siber lain, maka tanggung jawab media-siber pembuat berita pertama terbatas 

pada berita yang dipublikasikan di media-siber tersebut atau media-siber yang berada 

di dalam jaringannya. Sebaliknya, tanggung-jawab pengutipan atau penyebarluasan 

berita di media lain berada pada media lain tersebut, dan bukan lagi pada media 

pertama yang dikutip. Maka koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media-siber, 

juga harus dilakukan oleh media-siber lain yang mengutip berita dari media-siber 

yang dikoreksi itu. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media-siber dan 

tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media-siber yang 

pertama kali mempublikasikan berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua 

akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksi itu. Dan sesuai dengan Undang-Undang 

Pers, media-siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana 

denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). 

 

Untuk melengkapi ketentuan tentang koreksi dan ralat berita di atas, lebih lanjut diatur 

bahwa ñberita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan 

penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa 

depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain 

yang ditetapkan Dewan Persò.  Hal ini perlu ditegaskan untuk menegakkan kejujuran 

media untuk mengakui kesalahan dalam pemberitaan.  Untuk pencabutan berita 

dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, wajib disertai dengan alasan 

pencabutan dan diumumkan kepada publik. Untuk media-siber lain yang terlanjur 

mengutip berita yang dicabut itu, wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari 

media asal yang telah dicabut.  

 

Terkait dengan iklan media-siber, Pedoman ini mengatur bahwa media-siber wajib 

membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Dalam prakteknya sejauh 

ini,  memang sering tumpang-tindih antara berita dan iklan di media massa kita, 

termasuk media-siber. Prinsip pagar-api belum ditegakkan secara konsekuen, sehingga 

muncul berita-berita yang jika diamati lebih cermat sesungguhnya mengandung 

muatan iklan, baik iklan komersial, politik maupun pribadi. Guna menegakkan prinsip 

pagar-api, Pedoman ini mengatur lebih lanjut: 
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ñSetiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib 

mencantumkan keterangan òadvertorialò, òiklanò, òadsò, òsponsoredò, atau kata 

lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.ò  

 

Media-siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Persoalan hak cipta memang juga krusial dalam 

konteks media-siber. Salah-satu masalah yang muncul adalah seringkali karya 

jurnalistik suatu media-siber dikutip media-siber yang lain tanpa memberikan kredit 

poin kepada media-siber yang dikutip. Kutipan tersebut bahkan dilakukan hampir 

seluruhnya, tanpa pengembangan berita sama sekali sehingga mengarah kepada 

plagiasi berita. Anehnya, jika berita yang mengutip media lain itu kemudian digugat 

oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, media pengutip berita tidak mau 

bertanggung-jawab dan meminta pihak-pihak itu untuk menggugat media pertama 

yang dikutip.  

 

Dalam ketentuan penutup ditegaskan dua hal. Pertama, media-siber wajib 

mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media-siber di medianya secara terang dan 

jelas. Hal ini perlu agar pembaca mengetahui keberadaan pedoman ini dan komitmen 

media-siber untuk menaatinya. Lebih lanjut hal ini juga perlu untuk memberitahu 

semua pihak bahwa Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Media-Siber adalah 

pedoman utama bagi setiap media-siber dalam menjalankan fungsi-fungsi 

jurnalistiknya, sekaligus titik-tolak untuk menyelesaikan setiap sengketa jurnalistik di 

media-siber.  

 

Kedua, penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan 

Media-Siber diselesaikan oleh Dewan Pers. Hal ini perlu ditegaskan untuk mereduksi 

potensi pemidanaan terhadap media-siber dan para komentator berdasarkan undang-

undang lain di luar UU Pers. Dalam konteks ini, keberadaan Pedoman ini secara 

yuridis-politis sangat mendukung eksistensi media-siber. Di satu sisi, Pedoman ini 

memang kelihatan membebani atau merepotkan media-siber dengan  peraturan yang 

ketat. Namun Pedoman ini sesungguhnya juga melindungi media-siber dalam arti 

bahwa sengketa tentang pemberitaan media-siber, termasuk sengketa tentang isi 

buatan pengguna, tidak dapat secara langsung dipidanakan dengan UU ITE atau 

KUHP. Sengketa pemberitaan media-siber adalah sengketa jurnalistik yang harus 

diselesaikan berdasarkan UU Pers, melalui mekanisme Dewan Pers.  Pedoman 

Pemberitaan Media Siber akan dievaluasi pelaksanaannya setiap maksimal 2 tahun 

sekali oleh komunitas pers secara keseluruhan, yang akan difasilitasi Dewan Pers.  

 

PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP 

WARTAWAN  

Menyikapi fakta bahwa keselamatan jurnalis masih menjadi masalah yang serius di 

Indonesia, Dewan Pers menilai perlu ada upaya untuk menekan terjadinya kekerasan 

terhadap wartawan. Selain upaya pencegahan seperti pengingkatan kualitas kerja 

wartawan dan sosialisasi kepada publik atas pentingnya kemerdekaan pers bagi 

kehidupan demokrasi, Dewan Pers juga menilai perlu upaya pendampingan dan 

advokasi atas tindakan kekerasan yang sedang terjadi.  
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Dewan Pers melihat salah satu aspek penting dalam upaya penanganan kasus-kasus 

kekerasan terhadap jurnalis adalah belum adanya pedoman tentang tahap-tahap dan 

mekanisme penanganan masalah yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak 

(Dewan Pers, asosiasi jurnalis seperti AJI, PWI, IJTI, penegak hukum, pihak media, 

serta lembaga lain yang bergerak di bidang advokasi media dan sebagainya). Belum 

ada rumusan yang baku tentang langkah-langkah pengumpulan data, verifikasi 

lapangan, evakuasi dan advokasi korban yang harus dilakukan pihak-pihak tersebut. 

Juga belum ada mekanisme koordinasi dan pembagian peranan yang dibutuhkan antar 

pihak-pihak ini untuk melakukan penanganan masalah secara sigap dan segera, 

terutama jika kasus kekerasan terjadi di daerah-daerah.  

 

Dalam konteks inilah sesuai dengan Pasal 15 ayat (f) UU No. 40 Tahun 1999 tentang 

Pers, fungsi Dewan Pers antara lain memfasilitasi organisasi wartawan, asosiasi 

perusahaan pers, dan masyarakat pers dalam penyusunan Pedoman Penanganan Kasus 

Kekerasan Terhadap Wartawan. Pedoman  ini diharapkan dapat melengkapi 

ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pers. 

Setelah melalui beberapa sesi diskusi mendalam dan uji publik, pada akhir tahun 2012 

Dewan Pers mengesahkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap 

wartawan.  

 

Pedoman tersebut mengatur soal penanganan kekerasan terhadap jurnalis yang 

didasarkan pada azas kesediaan korban.  Pengumpulan informasi dan verifikasi atas 

kasus yang terjadi dilakukan secepatnya untuk mengetahui apakah kasus tersebut 

berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak, yaitu  dengan membuat kronologi, 

menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, 

serta mengumpulkan bukti-bukti apakah wartawan berkedudukan murni sebagai 

korban kekerasan atau wartawan ikut berkontribusi pada terjadinya kekerasan. 

Dilanjutkan dengan identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, 

keselamatan, hingga kemungkinan evakuasi korban dan keluarganya.  

 

Langkah  selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan dan rekomendasi untuk 

menentukan apakah dilakukan langkah hukum atau di luar proses hukum. Jika kasus 

kekerasan berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, maka penanganannya menjadi 

tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan 

Pers. Jika kasus kekerasan tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik, maka 

tanggung jawab langsung untuk melakukan penanganan berada pada penegak hukum. 

Proses ini akan dikoordinasikan baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang 

melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, 

kepolisian, LSM media, atau LSM HAM, termasuk sampai pada upaya pengumpulan 

dana untuk proses penanganan.  

 

Pedoman Penanganan Kekerasan terhadap Wartawan juga membagi peran 

tangggungajwab antar tiga lembaga utama yaitu Perusahaan Pers, Organisasi Profesi 

dan Dewan Pers. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan yang bersifat 

segera terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang 

berstatus karyawan maupun non-karyawan, meliputi biaya pengobatan, evakuasi, dan 

proses pencarian fakta; berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan 
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Pers, dan penegak hukum; serta dukungan pendampingan hukum terhadap kasus yang 

masuk pada proses hukum di kepolisian atau peradilan. Perusahan pers juga tidak 

dapat memutuskan secara sepihak bentuk-bentuk perdamaian atau upaya pemaksaan 

perdamaian tanpa melibatkan wartawan korban. Selain Perusahaan Pers, Organisasi 

profesi dimana wartawan bernaung juga bertanggungjawab untuk memberikan 

fasilitas pendampingan terhadap wartawan dan keluarganya yang menjadi korban 

kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan tersebut telah memasuki proses hukum.  

 

Proses pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan 

terhadap wartawan. Termasuk pula upaya dukungan pendanaan upaya advokasi serta 

koordinasi dengan pihaka terkait lainnya dalam upaya pengumpulan dan verifikasi 

informasi serta data yang berkaitan dengan pemicu kekerasan terhadap wartawan. 

Disisi lain, Dewan Pers juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Perusahaan 

Pers dapat menjalankan kewajiban pendampingan dan perlindungannya, memastikan 

dan mengoordinasikan proses pendampingan dapat dilakukan secepatnya, 

mengupayakan dukungan pendanaan yang dibutuhkan serta memastikan penanganan 

penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan pembagian 

tanggungjawab dan mekanisme koordinasi ini, diharapkan proses pendampingan 

kasus kekerasan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.  
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< 3 > 
BIDANG PENELITIAN, PENDATAAN,  

DAN RATIFIKASI PERS  
 

 

PENELITIAN  

Selama periode 2010-2013, Dewan Pers melakukan sejumlah penelitian tentang pers. 

Penelitian dilakukan sendiri oleh Dewan Pers maupun bekerjasama dengan lembaga 

lain, seperti Yayasan SET dan lembaga pemantau media KIPPAS Medan. 

 

1. Penelitian tentang Berita Pilkada 

Pada tahun 2010 Dewan Pers melakukan penelitian tentang Media dan Politik Lokal: 

Analisis Isi Pemberitaan Suratkabar atas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 

Kabupaten Bandung, Surabaya, Medan dan Semarang. Penelitian dilakukan terhadap 

berita delapan suratkabar di empat daerah terkait dengan pelaksanaan pemilihan 

kepala daerah, seperti terlihat di dalam tabel di bawah ini: 

 

 
 

 

Melalui penelitian ini ditemukan, mayoritas berita terkait Pilkada telah melalui proses 

cek dan ricek. Proporsi berita yang paling banyak tidak melakukan cek ricek ada di 

Pilkada Kabupaten Semarang. Sebanyak 14,6% berita tidak melalui proses cek-ricek. 

Hal yang sama juga untuk liputan dua sisi (cover both side). Sebanyak 19,5% berita 

dalam Pilkada Kabupaten Semarang, hanya satu sisi, tidak menampilkan dua sisi. 

Selengkapnya lihat tabel di bawah ini: 
 

 

 Kualitas Berita Bandung Semarang Surabaya Medan Total 

Cek Ricek 

     Ada 30,0% 14,6% 0,0% 0,9% 8,3% 

Tidak ada 3,8% 14,6% 0,0% 0,9% 2,9% 

Tidak jelas 66,3% 70,7% 100,0% 98,2% 88,8% 

Cover Both Side 

     Ada 13,8% 7,3% 0,0% 0,4% 3,9% 
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Tidak ada 6,3% 19,5% 0,0% 0,9% 3,9% 

Tidak jelas 80,0% 73,2% 100,0% 98,7% 92,2% 

Pencampuran Fakta 

dan Opini  

     Ada 1,3% 2,4% 0,0% 0,9% 1,0% 

Tidak ada 98,8% 97,6% 100,0% 99,1% 99,0% 

Tidak jelas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

 

2. Penelitian tentang Pemahaman Terhadap Kode Etik  

Penelitian ini dilakukan oleh Dewan Pers pada tahun 2011, melibatkan 1.200 

responden dari 33 provinsi di Indonesia, dengan menggunakan metode kuantitatif 

survei. Responden adalah wartawan yang berasal dari suratkabar harian (27%), media 

mingguan (13%), media bulanan (4%), televisi (25%), radio (26%), dan online (5%). 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, antara lain, tingkat pengetahuan dan 

ketaatan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik tahun 2011 dibandingkan dengan 

hasil penelitian serupa yang dilakukan pada tahun 2007.  

 

Hasil penelitian ini memperlihatkan ada peningkatan jumlah wartawan yang membaca 

seluruh Kode Etik Jurnalistik, dari 21% responden pada tahun 2007 menjadi 42% 

pada tahun 2011. Ditemukan juga data yang menunjukkan adanya korelasi: wartawan 

yang pernah membaca seluruh isi Kode Etik Jurnalistik sebagian besar memiliki 

pengetahuan yang benar tentang pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.  

 

Persentase membaca kode etik jurnalistik 

 

No Uraian Hasil survei 

1 Belum pernah sama sekali 

membaca KEJ 

10% 

2 Pernah membaca seluruh isi KEJ 42% 

3 Pernah membaca sebagian isi 

KEJ 

48% 

 

 

3. Survei tentang Jejaring Sosial  

Pada tahun 2011 ï 2012 Dewan Pers bekerjasama dengan INMark Digital melakukan 

survei tentang Penggunaan Konten di Media Sosial atau Jejaring Sosial untuk 

Informasi Peliputan dan Penulisan Berita Oleh Jurnalis. Survei dilakukan pada 

Desember 2011 hingga 3 Februari 2012, dengan sistem rekrutmen responsen secara 

terbuka. Ada 157 responden dari 21 provinsi di Indonesia yang berpartisipasi dalam 

survei ini. 
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Hasil Survei menunjukkan keberadaan jejaring sosial dan media sosial berperan besar 

terhadap cara kerja wartawan saat ini. Peran tersebut diperkirakan akan semakin kuat 

pada masa depan. Responden mengakui dampak positif jejaring sosial terhadap 

produk jurnalistik, karena informasi menjadi lebih beragam dan masyarakat aktif 

melaporkan perkembangan terbaru yang terjadi di dalam komunitasnya.  

 

Bagaimana wartawan memanfaatkan informasi di media sosial dan jejaring sosial 

untuk pekerjaan mereka? Jawabannya bervariatif. Sekitar 46% menjawab bahwa 

mereka menggunakan media sosial tersebut sebagai sumber ide berita. Sekitar 24% 

menjawab bahwa mereka menggunakannya sebagai bahan berita. Sebanyak 31% 

menggunakan informasi tersebut untuk mencari narasumber berita. Dan mayoritas 

responden (76%) menggunakan jejaring sosial sebagai sarana memantau 

perkembangan informasi. Tabel di bawah ini menjelaskan dengan lebih rinci: 
 

 

Pemanfaatan informasi di media sosial  

dan jejaring sosial oleh wartawan 
 

 
 

  

 

Hasil survei yang sangat penting untuk diketahui menyangkut tingkat kepercayaan 

wartawan terhadap informasi di jejaring sosial. Pertanyaan yang diajukan kepada 

wartawan: Apakah informasi yang Anda ambil/gunakan dari jejaring sosial 

diverifikasi ulang sebelum Anda gunakan sebagai bahan berita? Hasilnya, sebanyak 

75 % responden (wartawan) mengakui melakukan verifikasi ulang terhadap informasi 

yang mereka peroleh di jejaring sosial sebelum mereka memberitakan atau 

menjadikannya sebagai sumber informasi. 
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Tingkat kepercayaan wartawan  

terhadap informasi di jejaring sosial 

 

 
 

 

4. Penelitian tentang Kebijakan Internet di Indonesia  

Pada akhir tahun 2012, Dewan Pers dan Internews Network bekerja sama mengadakan 

penelitian tentang kebijakan internet di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk 

mendapatkan analisa lingkungan di bidang internet di Indonesia serta menemu-kenali 

para pemain utama di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian 

dilakukan selama tiga bulan, Oktober 2012 hingga Desember 2012, menggunakan 

metode primer berupa wawancara dengan narasumber dan metode sekunder dengan 

penelitian kepustakaan. 

 

Peneliti dari Dewan Pers, antara lain, berhasil mewawancarai dua menteri yaitu 

Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri, Hatta Rajasa, serta Menteri Komunikasi 

dan Informasi, Tifatul Sembiring. Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran 

kondisi mutakhir kebijakan tentang internet dan peraturan tentang internet yang akan 

diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam jangka waktu dekat. 

 

Berikut catatan dari hasil penelitian ini:  

1) Kebebasan berekspresi di Indonesia merupakan bagian dari hasil yang sudah 

diperjuangkan oleh para wartawan. Mayoritas wartawan Indonesia sudah melek 

komputer dan internet, dan mereka sudah menggunakan social-media (soc-med) 

sebagai perangkat kegiatan sehari-hari dalam mendapatkan informasi berita 

maupun menyebarkan berita. Penggunaan jaringan sosial dan media sosial turut 

mendidik publik untuk memahami hak-hak asasi mereka. 

2) Saluran dan jaringan internet disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi 

baik BUMN maupun swasta. Jumlah penyelenggara jasa telekomunikasi yang 

mencapai 11 perusahaan, baik yang menyediakan jasa fixed line maupun seluler, 

menunjukkan bahwa cepat atau lambat mereka harus memperkuat keunggulan 

serta pangsa pasarnya melalui merger dan akuisisi. Selain faktor jumlah 

penyelenggara yang sangat banyak yang mengakibatkan ketatnya persaingan, 
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faktor konvergensi serta kemajuan teknologi merupakan hal yang mempengaruhi 

penyatuan perusahaan. Faktor konvergensi akan mengakibatkan merger dan 

akuisisi di antara para penyelenggara telekomunikasi dengan penyelenggara 

penyiaran dan internet, maka ini akan mengubah wajah industri penyelenggaraan 

telekomunikasi dan jasanya. 

3) Penyelenggara jasa internet menyewa infrastruktur dari para penyelenggara 

telekomunikasi yang besar seperti PT Telkom dan PT Indosat. Model usaha seperti 

penyewaan ini menguntungkan bagi para penyelenggara jasa internet, karena 

mereka tidak harus membangun infrastruktur telekomunikasi yang mahal dan 

padat modal. 

4) Kebijakan dan peraturan tentang internet dibina oleh Kementerian Kominfo 

khususnya Direktorat Jenderal tentang Aplikasi TIK (Teknologi Informatika dan 

Komunikasi). Kebijakan teknis internet masih dalam tahap penyusunan dan diskusi 

berbagai draft peraturan yang berkaitan dengan Undang-undang Telekomunikasi. 

Namun demikian sampai saat ini masih belum ada draft RUU Telekomunikasi di 

DPR, sementara draft RUU Konvergensi saat ini terhenti pembahasannya. 

Undang-undang yang berlaku untuk mengatur sektor penyelenggaraan dan 

penggunaan internet, antara lain, Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-

undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

5) Internet dan konten multimedia masih akan menjadi topik penting setidaknya 

dalam dua tahun ke depan. Perdebatan tentang pengaturan tentang konten akan 

mencapai puncaknya saat Indonesia menghadapi Pemilihan Umum di tahun 2014 

terutama oleh partai-partai politik. 

6) Para pemangku kepentingan mengakui perlu ada kebijakan, praktek dan penegakan 

HAKI (Hak Milik Intelektual) yang lebih kuat dan tegas agar mampu melindungi 

kepentingan para pengusaha dan profesional muda Indonesia dari pembajakan, 

baik di tingkat nasional maupun internasional. 

7) Perlunya beberapa perbaikan di bidang kebijakan dan peraturan yang berkaitan 

dengan internet di Indonesia: 

a. Pengesahan perundangan baru haruslah memiliki muatan yang terharmonisasi 

dengan peraturan dan perundangan yang sudah ada di Indonesia. 

b. Perlindungan data dan informasi pribadi sudah harus dimulai dan layak diatur 

di dalam perundangan tersendiri. Perlindungan data dan informasi pribadi saat 

ini sangat lemah sehingga terjadi upaya penjualan jasa, pemberian informasi 

sampai penipuan dengan menggunakan SMS ataupun panggilan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab melalui saluran telekomunikasi kepada 

pelanggan.  

c. Memberdayakan berbagai instansi pemerintah yang bergerak dalam tata kelola 

internet seperti PANDI, ID-SIRTII/CC (Indonesia Security Incident Response 

Team on Internet Infrastructure Coordination Center), juga institusi industri 

seperti KADIN, serta asosiasi dan organisasi lainnya seperti APJII, MASTEL, 

Nawala, serta Internet Sehat. Pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada 

berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya 

menggunakan internet secara aman dan terkendali. 
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PENDATAAN PERUSAHAAN PERS 

Pendataan perusahaan pers cetak dan elektronik rutin dilakukan Dewan Pers setiap 

tahun. Pendataan tahun 2011 sedikit berbeda dibanding dengan tahun-tahun 

sebelumnya. Di dalam formulir pendataan, dicantumkan beberapa pertanyaan baru 

yang lebih rinci, misalnya, berapa jumlah wartawan (tetap dan tidak tetap)? Berapa 

gaji wartawan dan adakah tunjangan lain? Apakah ada asuransi untuk wartawannya? 

Apakah memiliki kode etik internal? Apakah mempunyai ombudsman?  

 

Di dalam formulir yang disebarkan juga memuat pertanyaan, misalnya, berapa kali 

menerima kritik tentang berita dari masyarakat pertahun? Berapa kali memuat hak 

jawab pertahun? Apakah pernah diajukan ke polisi setahun terakhir? Berapa kali 

menyelenggarakan pelatihan kode etik dan pelatihan lain setahun terakhir? Berapa kali 

mengirim wartawan untuk mengikuti pelatihan setahun terakhir? 

 

Kriteria perusahaan pers yang terdata di dalam buku pendataan antara lain: 

1. Perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia, mencantumkan nama 

pengelola serta alamat yang jelas dan dapat diverifikasi. Badan hukum tersebut 

meliputi perseroan terbatas, koperasi, perhimpunan atau yayasan. Pada tahun 2010 

dan 2011, pers yang ñberbadan hukumò CV masih didata. Namun mulai tahun 

2012, pers yang ñberbadan hukumò CV tersebut tidak lagi dicantumkan di dalam 

buku. 

2. Perusahaan pers yang terbit/bersiaran secara teratur, sesuai dengan frekuensi 

terbitnya. 

3. Media cetak yang diterbitkan untuk masyarakat umum.. 

4. Penerbitan yang diterbitkan sebagai usaha komersial dan dijual secara terbuka 

kepada masyarakat.  

5. Tidak menggunakan nama yang mirip dengan lembaga penegak hukum atau 

lembaga negara lainnya, misalnya nama ñKPKò, ñBINò. 

6. Media penyiaran yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). 

7. Mencantumkan nama penanggung jawab perusahaan pers. Kriteria ini mulai 

berlaku untuk pendataan tahun 2012.  

Hasil Pendataan Perusahaan Pers 

 

No. Media 

 

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 

1 Media Cetak 

 

952 1081 366 

2 Media Elektronik 

 

496 671 784 

 Jumlah  1.448 1.752 1.150 

 

Dewan Pers menerapkan kriteria yang lebih ketat dalam pelaksanaan pendataan tahun 

2012 dengan tidak mencantumkan pers yang òberbadan hukumò CV dan pers yang 

tidak mencantumkan secara eksplisit nama penanggung jawab di dalam struktur 

redaksinya. Akibat dari pengetatan kriteria ini, jumlah pers yang didata òterjun bebasò 

dari 1.752 di tahun 2011 menjadi 1.150 di tahun 2012. 
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RATIFIKASI OLEH PERUSAHAAN PERS  

Di Palembang, 9 Februari 2010, bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional 

sebanyak 19 perusahaan pers besar menandatangani Piagam Palembang. Piagam ini 

memuat ketentuan bahwa perusahaan pers yang menandatanganinya bersedia untuk 

meratifikasi empat peraturan tentang pers yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, yaitu 

Standar Perusahaan Pers; Standar Perlindungan Profesi Wartawan; Standar 

Kompetensi Wartawan; dan Kode Etik Jurnalistik. 

 

Sebanyak 19 Perusahaan Pers yang telah menandatangani Piagam Palembang yaitu :  

 

1.   Jawa Pos Group;  

2.   LKBN Antara;  

3.   LPP TVRI;  

4.   LPP RRI;  

5.   Republika Group;  

6.   Kompas Gramedia Group;  

7.   Suara Merdeka Group;  

8.   Femina Group;  

9.   Pandji Media Group;  

10. Jakarta Globe Group; 

11.  Transmedia Group;  

12.  MNC Group;  

13.  Bali Post Group;  

14.  Pikiran Rakyat Group; 

15.  Pos Kota Group; 

16.  Smart FM Group; 

17.  Detik.com Group; 

18.  Bintang Group; 

19.  Waspada Group. 

 

 

PELAYANAN INFORMASI  

Banyak mahasiswa yang mengajukan permintaan wawancara ke Dewan Pers untuk 

pembuatan pembuatan skripsi dan tesis. Pada tahun 2012 ada 14 permintaan 

wawancara yang dilayani oleh Dewan Pers. 

 
Kunjungan, Kuliah Umum, Audie nsi  

Dewan Pers menerima kunjungan, kuliah umum dan audiensi dari Universitas, 

lembaga pemerintahan, delegasi manca negara, sekolah dan Mabes TNI sebanyak 305 

peserta dari berbagai kota dan negara. Berikut daftar kegiatan kunjungan selama tahun 

2012: 
 

No INSTANSI TANGGAL  KETERANGAN  

1 UII Jogjakarta  24 Januari 2012 Kuliah umum UII Jogjakarta ke 

Dewan Pers 

2 KPI 17 April 2012 Pertemuan Dewan Pers dengan 

KPI 

3 Usaid , Management 

Systems Internasional 

(MSI) 

18 April 2012 Program Kerjasama MSI Siap 1 

dengan Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK RI) dalam 

Bidang Komunikasi, Media dan 

Pelayanan Publik 

4 Sekretariat DPRD 

Lombok Tengah 

18 April 2012 Kunjungan Kerja Redaksi Buletin 

DPRD Kabupaten Lombok 
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Tengah Bersama Insan Pers di 

Dewan Pers 

5 Universitas Pancasila 8 Juni 2012 Kunjungan Study Universitas 

Pancasila ke Dewan Pers 

6 Delegasi Myanmar 25  Juni 2012 Pertemuan Delegasi Myanmar 

dengan Dewan Pers Indonesia: 

ñStudy on Press Council of 

Indonesiaò 

7 Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

26 Juni 2012 Kuliah Umum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Ke 

Dewan Pers 

8 Universitas Multimedia 

Nusantara 

17 Oktober 2012 Kuliah ke Dewan Pers ttg 

Komunikasi Massa 

9 Pusat Penerangan TNI 30 Oktober 2012 Kunjungan Peserta Penataran 

Teknik Wawancara TA 2012 

1

0 

SMA Negeri 3 

Cibinong 

27 Desember 2012 Kunjungan dalam rangka 

wawancara untuk tugas sekolah 

1

1 

Pemda Indragiri Hulu 28 Desember 2012 Audiensi dan Konsultasi 

Pemerintah Kabupaten Indragiri 

Hulu ke Dewan Pers 
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< 4 > 
BIDANG PENDIDIKAN , PELATIHAN  

DAN PENGEMBANGAN PROFESI  
 

 

Tiga tahun masa bakti Dewan Pers periode 2010-2013 ditandai dengan 

berkembangnya jurnalisme media siber (online) dan kian ketatnya kompetisi 

pemberitaan televisi terutama oleh dua stasiun televisi berita bersiaran nasional dan 

siaran televisi lokal. Ragam pemberitaan pun semarak dengan berbagai berita yang 

potensial menuai debat publik: peliputan konflik dan kekerasan, peliputan tragedi 

kemanusiaan termasuk bencana alam, peliputan kejahatan asusila dan perlindungan 

terhadap anak dan perempuan, peliputan korupsi, peliputan politik sampai peliputan 

menyangkut privasi warga negara.   

 

Mengingat semua konten media tradisional seperti koran, majalah, televisi, radio pun 

sudah dipublikasi di dunia maya melalui situs masing-masing, maka beragam liputan 

tersebut di atas beredar dalam hitungan detik. Perpindahan konten berita dipicu oleh 

pesatnya kegiatan media sosial di Indonesia yang menduduki lima besar dalam hal 

kepemilikan akun Twitter dan Facebook, dan menjadi negara dengan pengguna 

Twitter paling aktif. Dunia pemberitaan jurnalistik di Indonesia larut dalam era digital, 

era dimana jutaan informasi yang dipasok beragam produsen konten, baik perusahaan 

pers dan wartawannya, maupun warga biasa, berlomba menarik perhatian konsumen 

media dan informasi. 

 

Dari sudut pandang konsumen media, era digital mendatangkan banyak pilihan, 

termasuk pilihan atas dasar kredibilitas informasi yang disajikan media tradisional dan 

para wartawannya  yang memiliki pesaing berat: pewarta warga. Para pewarta warga 

seringkali menjadi pihak yang tercepat menyampaikan informasi peristiwa, misalnya 

mengenai tragedi kemanusiaan maupun bencana alam.  Pewarta warga juga menjadi 

pihak yang aktif melakukan koreksi atas peliputan terkait kejahatan asusila, 

kriminalitas, perlindungan terhadap anak dan perempuan.  Kritik dan koreksi publik 

atas peliputan yang dianggap bias terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik 

juga kian gencar seiring dengan meningkatnya suhu politik jelang Pemilu 2014. 

 

Lansekap pemberitaan di atas menuntut respon yang sepadan dari Dewan Pers yang 

mendapatkan mandat dari UU No. 40/1999 tentang Pers untuk menegakkan UU Pers 

dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang disepakati berlakunya oleh komunitas pers sejak 

tahun 2006.  Sesuai UU Pers, Dewan Pers mengawasi pelaksanaan KEJ tersebut di 

semua perusahaan pers yang menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan UU Pers 

dan Standar Perusahaan Pers yang telah ditetapkan.  Itu berarti ruang lingkup 

pengawasan Dewan Pers sangat luas, mencakup semua medium: elektronik, cetak, 

internet dan segala jenis saluran yang tersedia. 

 

Merujuk pada perkembangan dunia pemberitaan itu maka Dewan Pers dalam program 

pendidikan, pelatihan dan pengembangan profesi wartawan lebih fokus pada bentuk 

pelatihan format workshop, membahas studi kasus berdasarkan perkembangan isu 
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terkini.  Workshop tentang UU Pers dan KEJ dilakukan dengan cara membahas topik 

yang tengah jadi perbincangan hangat di publik dan pers menuai banyak kritik.  

Pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh Dewan Pers mapun bekerjasama dengan 

lembaga lain seperti Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Serikat Perusahaan 

Pers (SPS), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta 

Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Lembaga 

Pers Dr. Soetomo (LPDS). Ramainya pemberitaan mengenai video porno yang terkait 

dengan artis penyanyi Nazriel Ariel (saat itu Peter Pan), misalnya, menjadi contoh 

kasus peliputan menyangkut privasi dan peliputan mengandung konten pornografi. 

Bencana alam meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah, Tragedi Sukhoi SSJ 100 

dan sejumlah liputan bencana lain menjadi bahan diskusi meliput dan menyajikan 

berita tragedi.  Teknik wawancara dengan narasumber yang dilandasi dengan empati 

tinggi agar tidak menimbulkan traumatis bagi korban dan keluarga yang terkena 

musibah menjadi topik yang secara khusus dibahas melalui sejumlah pelatihan 

maupun diskusi publik yang digelar di kantor Dewan Pers di Jakarta maupun di 

daerah.  

 

Peliputan Rusuh Makam Mbah Priok yang menuai kritik, di mana media, menurut 

temuan Komnas HAM dan Tim Palang Merah Indonesia dipandang ikut 

meningkatkan eskalasi kekerasan disikapi dengan pertemuan Dewan Pers dan 

pimpinan redaksi stasiun televisi yang bersiaran nasional. Bekerjasama dengan 

ATVSI, Dewan Pers mengadakan seri Pelatihan Peningkatan Profesionalisme 

Wartawan.  Sedikitnya 300 praktisi jurnalistik penyiaran di tingkat menengah dalam 

berbagai fungsi termasuk juru kamera dan editor mengikuti pelatihan ini. 

 

Pecah bentrokan di Ambon tahun 2011 yang dikuatirkan melahirkan konflik berdarah 

berkepanjangan sebagaimana terjadi tahun 1999-2000-an direspon dengan terjun ke 

lokasi sepekan setelah kejadian dengan melakukan workshop bersama seluruh 

pemimpin redaksi dan pengurus organisasi wartawan di Ambon dan sekitarnya. 

Penyegaran atas materi Jurnalisme Damai dilakukan, dilengkapi dengan materi 

Hukum Humaniter dan Peliputan Konflik.  Workshop kerjasama Dewan Pers dengan 

International Red Cross (ICRC) ini berlanjut ke beberapa kota termasuk di ibukota 

Jakarta. 

 

Peliputan langsung oleh stasiun televisi, utamanya televisi berita, memang 

mengundang perhatian publik, dan pada gilirannya direspon oleh Dewan Pers.  Selain 

dengan ATVSI, kerjasama pelatihan untuk awak televisi  di daerah juga dilakukan 

bekerjasama dengan asosiasi jurnalis televisi. Wakil dari Dewan Pers juga ikut 

menjadi tim pengajar Sekolah Jurnalistik Indonesia (SJI) yang dikelola oleh PWI.  SJI 

telah dilakukan di belasan propinsi dan sudah berjalan tiga tahun.  Sejak tahun 2012, 

aktivitas SJI dikaitkan dengan proses Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dan 

melahirkan 3.000-an wartawan yang telah tersertifikasi sesuai dengan standar 

kompetensi yang telah ditetapkan Dewan Pers. 

 

Keikutsertaan wartawan perempuan dalam berbagai pelatihan menjadi perhatian 

penting, khususnya dalam dua tahun terakhir.  Dewan Pers merasa prihatin bahwa 

dalam pelatihan dan kegiatan yang dilakukan Dewan Pers, perusahaan media jarang 
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mengirimkan wakil perempuan.  Itu sebabnya, dalam rangkaian pelatihan Informasi 

Teknologi (IT) bagi wartawan bekerjasama dengan Microsoft, Dewan Pers 

mengutamakan peserta kaum perempuan. Pelatihan digelar di empat kota, yakni 

Jakarta, Medan, Makasar dan Surabaya, masing-masing diikuti oleh 50-an peserta.  

Untuk periode 2013 akan dilanjutkan di sejumlah kota lainnya.  Penguasaan teknologi 

mutlak diperlukan wartawan saat ini, dan menjadi salah satu dari ketrampilan dasar 

wartawan sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan.   

 

Tahun 2012 Dewan Pers menggelar dua kali sarasehan wartawan perempuan yang 

menghadirkan sejumlah wartawan perempuan senior, termasuk salah satu wartawati 

perintis, Ibu Herawati Diah.  Sarasehan juga dihadiri oleh sejumlah wartawan 

perempuan dari daerah yang biasanya dilanda konflik, seperti Papua, Aceh, Medan, 

dan Ambon. Sarasehan membahas problematika yang dihadapi wartawan perempuan 

di berbagai lokasi termasuk Jakarta.  Beragam kondisi dibicarakan mulai dari 

diskriminasi di tempat kerja termasuk dalam hal penugasan, kendala fisik dan 

tantangan mengelola keluarga seraya meniti karir serta bagaimana mengoptimalkan 

kelebihan perempuan dalam pekerjaan sebagai wartawan, di antaranya soal ketelitian, 

integritas dan kemampuan membangun jejaring. 

 

Perhatian terhadap wartawan perempuan juga diwujudkan dalam bentuk workshop 

jurnalis perempuan yang digelar dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2013 di Manado, 

Sulawesi Utara. Workshop menghadirkan pembicara anggota Dewan Pers yang juga 

Pemimpin Redaksi ANTV, Uni Z. Lubis, dan Pemimpin Redaksi Majalah Femina, 

Petty S. Fatimah.  Workshop dipandu oleh Bonnie Triyana, pemimpin redaksi Majalah 

HistoriA.  Ketiga media ini juga berkolaborasi mengadakan Pameran Foto dan Kisah 

Para Jurnalis Perempuan Legendaris di arena Pameran Hari Pers Nasional. 

 

Di atas telah disampaikan perkembangan jurnalistik media siber (online).  Untuk 

memberikan panduan kerja, Dewan Pers memfasilitasi perumusan Pedoman 

Pemberitaan Media Siber.  Tahun 2012 sampai awal 2013 adalah periode sosialisasi 

peraturan ini ke seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak masyarakat dan 

aparat. Ke masa depan, workshop yang sifatnya membedah teknik dan cara 

pemberitaan media siber yang sesuai Pedoman dan KEJ sangat diperlukan.  Dewan 

Pers memandang pelaksanaan Pedoman ini masih jauh dari memuaskan.  

 

Berkaitan dengan kian marak dan berpengaruhnya peran pewarta warga (citizen 

journalist) dalam pembentukan opini publik dan sebagai sumber pemberitaan bagi 

media tradisional, Dewan Pers melakukan sejumlah pelatihan mengenai peran pewarta 

warga. Pelatihan dilakukan di berbagai daerah melibatkan tidak hanya komunitas yang 

berkiprah di kegiatan pewarta warga, misalnya komunitas blogger, juga melibatkan 

publik secara luas termasuk kalangan praktisi kehumasan dan aparat pemerintah 

daerah. Melalui pelatihan ini diharapkan penggiat pewarta warga menyadari 

potensinya untuk mengisi ruang-ruang informasi yang belum dijangkau oleh media 

arus utama, serta kian menerapkan etika dalam penyampaian informasi mengingat 

yang digunakan adalah ranah publik yang rawan sengketa hukum pula jika melanggar 

hukum, semisal fitnah dan pencemaran nama baik.  Pada prinsipnya, Dewan Pers 

mendorong komunitas pewarta warga untuk merumuskan kode etiknya sendiri 
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sebagaimana yang dilakukan di sejumlah negara lain. Dewan Pers secara UU memang 

tidak mendapat mandat untuk mengurusi pewarta warga. 

 

Kompetensi Wartawan 

Pelaksanaan Standar Kompetensi Wartawan dan Uji Kompetensi Wartawan menjadi 

perhatian serius Dewan Pers selama tiga tahun ini. Pada Februari 2010, Dewan Pers 

bersama komunitas pers menandatangani Standar Kompetensi Wartawan setelah 

melalui proses membahasan hampir satu tahun. Setelah disahkan, Dewan Pers 

langsung melakukan sosialisasi ke berbagai daerah. Pada tahun 2010, misalnya, 

sosialisasi dilakukan di Makassar, Surabaya, Bandung, Kupang, Batam, dan Medan.  

 

Uji Kompetensi Wartawan, sebagai bentuk pelaksanaan Standar Kompetensi ini, 

mulai dilakukan pada tahun 2011 setelah Dewan Pers menerbitkan empat Surat 

Keputusan tentang kriteria dan tata cara penetapan lembaga penguji kompetensi 

wartawan, yaitu:  

1. Nomor 02/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan 

Pers Sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan 

2. Nomor 03/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi 

Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan. 

3. Nomor 04/SK-DP/XII/2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga 

Pendidikan dan Pelatihan Wartawan Sebagai Lembaga Penguji Standar 

Kompetensi Wartawan. 

4. Nomor 05/SK-DP/I/2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perguruan 

Tinggi Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan. 

Sesuai SK Dewan Pers tersebut, ada empat jenis lembaga atau organisasi yang bisa 

menjadi lembaga uji kompetensi wartawan atau lembaga sertifikasi wartawan, yaitu 

perusahaan pers, perguruan tinggi, organisasi wartawan, dan lembaga pelatihan 

jurnalisme.  

Dewan Pers, hingga Desember 2012, telah menetapkan 25 Lembaga Penguji 

Kompetensi Wartawan yaitu: 

1. Lembaga Pers Dr. Soetomo/LPDS (Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro). 

2. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. 

3. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pusat. 

4. Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA (LKBN ANTARA). 

5. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI). 

6. Harian The Jakarta Post (PT Bina Media Tenggara). 

7. Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara). 

8. Harian Rakyat Merdeka (PT. Wahana Ekonomi Semesta). 

9. Tempo (PT Tempo Inti Media). 

10. Harian Media Indonesia (PT. Citra Media Nusa Purnama). 

11. Harian Kedaulatan Rakyat (PT. Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat). 

12. Harian Solo Pos (PT. Aksara Solopos). 

13. Harian Lombok Post (PT. Suara Nusa Media Pratama). 

14. Harian Waspada (PT. Penerbitan Harian Waspada). 
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15. Harian Fajar (PT. Media Fajar). 

16. Harian Bali Post (PT. Bali Post). 

17. Harian Singgalang (PT. Genta Singgalang Press). 

18. Harian Pikiran Rakyat (PT. Pikiran Rakyat Bandung). 

19. Harian Bisnis Indonesia (PT Jurnalindo Aksara Grafika). 

20. ANTV (PT. Cakrawala Andalas Televisi).  

21. MNC (PT. Media Nusantara Citra). 

22. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) 

23. Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia 

24. Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta 

25. UPN (Veteran) Yogyakarta 

Sampai dengan 31 Januari 2013, sudah ada 2.887 wartawan yang bersertifikat. Dari 

jumlah tersebut sebanyak 191 penerima sertifikat adalah tokoh pers senior (berusia di 

atas 50 tahun) yang mendapat sertifikat Wartawan Utama dari Dewan Pers.   

Jumlah Wartawan Tersertifikasi, hingga 31 Januari 2013 

No 
Dewan Pers & 

Lembaga Uji 

Wartawan 

Muda 

Wartawan 

Madya 

Wartawan 

Utama 
Jumlah 

1 Dewan Pers 0 0 191 191 

2 

Persatuan Wartawan 

Indonesia (PWI) 805 680 504 1989 

3 

Aliansi Jurnalis 

Independen (AJI) 35 36 46 117 

4 

Lembaga Pers Dr. 

Soetomo (LPDS) 121 163 256 540 

5 LKBN ANTARA  0 3 47 50 

 

Jumlah 961 882 1044 2887 

 

 

Uraian Kegiatan 

Di bawah ini kegiatan-kegiatan Dewan Pers yang lebih terinci terkait dengan bidang 

Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Wartawan: 

 

Pada tahun 2010, sosialisasi Peraturan-Peraturan Dewan Pers digelar di tiga daerah, 

yaitu Pontianak (17 Februari 2010), Bengkulu (22 Februari 2010), dan Samarinda (11 

Maret 2010). Seminar literasi media dengan tema òMendorong Masyarakat Cerdas 

Memahami Mediaò digelar di dua daerah (Medan dan Banjarmasin). Sedangkan di 

Semarang dan Makassar diadakan diskusi tentang Jurnalisme Warga.  

Ada beberapa kegiatan Dewan Pers yang dilakukan pada tahun 2010 yang 

bekerjasama dengan konstituen, seperti Workshop òMonitoring Penyegaran Pimpinan 

Radio Siaran Swastaò bersama Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia 
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(PRSSNI) di tiga kota. Kemudian Konvensi Media Massa dalam rangka Hari Pers 

Nasional 2010 di Palembang; lima kali pelatihan peningkatan profesionalisme jurnalis 

televisi di Jakarta bersama Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).   

Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Jurnalis Tahun 2010 

No Kegiatan Pelaksanaan 

1. Lokakarya Peningkatan Jurnalistik Tingkat Lanjutan 3 x 

2. Lokakarya Peningkatan Manajemen Pers Tingkat Lanjutan 3 x 

3. Lokakarya Peningkatan Kode Etik Jurnalistik 6 x 

4. Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Jurnalis Televisi 

(Fasilitasi ATVSI) 
5 x 

5. Pelatihan Jurnalism Training on Profesionalism and 

Multimedia (kerjasama dengan Kedutaan Australia) 
1 x 

6. Sosialisasi ñPeraturan-Peraturan Dewan Persò 13 x 

7. Sosialisasi ñ Standar kompetensi Wartawanò 5 x 

8. Seminar Media Literasi 3 x 

9. Training of Trainer (ToT) for Media Literacy/Pelatihan untuk 

Pelatih Literasi Media (kerjasama dengan Yayasan TIFA)  
3 x 

Pada tahun 2011, dalam usaha meningkatkan profesionalisme wartawan dan 

perusahaan pers, Dewan Pers kembali menggelar sejumlah pelatihan jurnalistik, 

lokakarya kode etik jurnalistik, diskusi, seminar. Totalnya ada 4.657 wartawan yang 

ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut, yang tersebar di sejumlah provinsi, seperti 

Jakarta, Jogjakarta, Pekanbaru, Denpasar, Bandung, Palu, Bandar Lampung, Bogor, 

Gorontalo, Banten, Makasar, Palembang, Semarang, Banjarmasin, Medan. 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Peningkatan Profesionalisme Wartawan Tahun 2011 

 

No. Pelatihan/Pendidikan 
Tempat dan 

Tanggal 
Peserta Pelatihan Jumlah 

1 

Pelatihan Peningkatan 

Profesionalisme Pers 

Daerah (kerjasama dengan 

panitia Hari Pers Nasional) 

Kupang, 7 Febr 2011 
Wartawan media 

cetak dan elektronik 
102 

2 

Pelatihan Peningkatan 

Profesionalisme wartawan 

TV (kerjasama dengan 

ATVSI) 

Jakarta, 17 Feb 2011 Wartawan TV  33 

3 
Pelatihan Jurnalis TV dan 

Radio 

Makassar, 31 Mar 

2011 

Wartawan TV dan 

radio  
30 

4 
Pelatihan Jurnalis TV dan 

Radio 

Bandung, 12 Apr 

2011 

Wartawan TV dan 

radio 
26 

5 Pelatihan Jurnalis TV dan Medan, 26 Apr 2011 Wartawan TV dan 30 
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Radio radio 

6 
Lokakarya Manajemen 

Pers 

Palangkaraya, 28 Apr 

11  

Wartawan media 

cetak 
30 

7 Lokakarya KEJ 
Pontianak, 13 Mei 

2011 

Wartawan Media 

cetak dan elektronik 
28 

8 

Lokakarya Kode Etik 

Jurnalistik dan Jurnalisme 

Investigatif (kerjasama 

dengan Anugerah Adiwarta 

dan IJTI) 

Pontianak, 14 Mei 

2011 

Wartawan media 

cetak dan elektronik 

28 

9 
Lokakarya Kode Etik 

Jurnalistik 

Palembang, 26 Mei 

2011 

Wartawan Media 

cetak dan elektronik, 

perusahaan pers dan 

Organisasi Wartawan 

48 

10 

Pelatihan Peningkatan 

Profesionalisme Wartawan 

Daerah 

Solo, 23 Mei 11 
Wartawan media 

cetak dan elektronik 
50 

11 
Lokakarya Kode Etik 

Jurnalistik 

Surabaya, 17 Juni 

2011 

Wartawan media 

cetak, elektronik, 

orgaisasi Pers 

30 

12 

Lokakarya Kode Etik 

Jurnalistik dan Jurnalisme 

Investigatif (kerjasama 

dengan Anugerah Adiwarta 

dan IJTI) 

Surabaya, 18 Juni 

2011 

Wartawan media 

cetak dan elektronik 

30 

13 
Lokakarya Kode Etik 

Jurnalistik 

Palembang, 22 Juli 

2011 

Wartawan media 

cetak dan elektronik, 

organisasi pers 

30 

14 
Lokakarya Kode Etik 

Jurnalistik 

Makassar, 6-8 Juli 

2011 

Wartawan media 

cetak dan elektronik, 
30 

15 

Lokakarya Kode Etik 

Jurnalistik dan Jurnalisme 

Investigatif (kerjasama 

dengan Anugerah Adiwarta 

dan IJTI) 

Makassar, 8 Juli 

2011 

 

Wartawan media 

cetak dan elektronik 

30 

16 
Lokakarya Kode Etik 

Jurnalistik 
Ambon, 28 Juli 2011 

Wartawan media 

cetak dan elektronik 
30 

17 

Lokakarya Kode Etik 

Jurnalistik dan Jurnalisme 

Investigatif (kerjasama 

dengan Anugerah Adiwarta 

dan IJTI) 

Ambon, 29 Juli 2011 

Wartawan media 

cetak dan elektronik 

30 

18 Lokakarta KEJ 
Palembang, 20-22 

Juli 2011 

Wartawan media 

cetak dan elektronik 28 



59 | L a p o r a n  D e w a n  P e r s  P e r i o d e  2 0 1 0  -  2 0 1 3  

 

19 

Lokakarya Kode Etik 

Jurnalistik dan Jurnalisme 

Investigatif (kerjasama 

dengan Anugerah Adiwarta 

dan IJTI) 

Palembang, 20-22 

Juli 2011 

Wartawan media 

cetak dan elektronik 

28 

20 

Pelatihan Hukum 

Humaniter dan pertolongan 

Pertama bagi Wartawan 

(Bekerjasama dengan 

ICRC/PMI) 

Jakarta, 22-24 Juli 

2011 

Wartawan media 

cetak dan elektronik 

32 

21 
Pelatihan Jurnalisme TV 

dan Radio 

Surabaya, 13 Sep 

2011 

Wartawan media 

cetak dan elektronik 
30 

22 
Workshop Pengelolaan 

Radio Citizen Journalism 
Serang, 8 Okt 2011 Wartawan radio 50 

23 
Workshop Pengelolaan 

Radio Citizen Journalism 
Semarang, 18 Okt 11 Wartawan radio 50 

24 
Workshop Pengelolaan 

Radio Citizen Journalism 
Malang, 22 Okt 11 Wartawan radio 50 

25 
Workshop Pengelolaan 

Radio Citizen Journalism 

Bandung, 29 Okt 

2011 
Wartawan radio 50 

 Jumlah 807 

 

Sedangkan pada tahun 2012, Dewan Pers menggelar workshop, pendidikan dan 

pelatihan di 11 kota yang diikuti oleh 822 peserta. Kegiatan ini tidak hanya diikuti 

wartawan, tetapi juga pejabat hubungan masyarakat dari sejumlah instansi pemerintah 

dan TNI-Polri, serta mahasiswa. 

 

No. Nama Pendidikan/Pelatihan Tempat & 

Tanggal 

Peserta Pelatihan Jumlah 

1. Workshop Media Safety Jakarta, 17 Jan 

2012 

Wartawan 44 

2 Workshop ñUji Publik 

Rancangan Pedoman 

Pemberitaan Media Cyberò 

Yogyakarta, 21 

Jan 2012 

Wartawan media 

cetak dan 

elektronik, 

Mahasiswa, 

Penegak Hukum, 

Polri, Humas 

Pemerintah 

45 

3 Workshop Jurnalistik 

Mahasiswa 

Semarang, 16 

Feb 2012 

Perguruan Tinggi 50 

4 Workshop Penyusunan 

Standar Penanganan Kasus 

Kekerasan Terhadap Junalis 

dan Penyalahgunaan Profesi 

Jurnalis 

Jakarta, 29 

Februari 2012 

Pimpinan media 

cetak dan 

elektronik, 

oraganisasi pers 

44 
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5 Workshop Jurnalistik 

Mahasiswa dan Sosialisasi 

Pedoman Media Siber 

Makassar, 9 

Maret 2012 

Mahasiswa, 

wartawan media 

online 

50 

6 Workshop ñKode Etik 

Jurnalistik, Peliputan 

Wartawan Televisi dan Radioò 

Palembang, 29 

Mart 2012 

Wartawan Televisi 

dan Radio 

42 

7 Workshop : Penyusunan 

Standar Kasus Kekerasan 

Terhadap Jurnalis dan 

Penyalahgunaan Profesi 

Jurnalisô 

Jakarta, 5 April 

2012 

Pimpinan media 

cetak dan 

elektronik, 

oragansiasi pers 

 

8 Workshop Seri III: 

óPenyusunan Standar 

Penanganan kasus kekerasan 

terhadap Jurnalis dan 

Penyalahgunaan Profesi 

Jurnalisô 

Jakarta, 19 Apr 

2012 

Pimpinan media 

cetak dan 

elektronik, 

oragansiasi pers 

37 

9 Workshop ñUji Kompetensi 

Wartawan: Pendalaman untuk 

Media Penyiaranò 

Jakarta, 9 Mei 

2012 

Wartawan Radio 33 

10 Workshop Kode Etik 

Jurnalistik, Peliputan 

Wartawan Televisi dan Radio 

Ambon, 10 Mei 

2012 

Wartawan Televisi 

dan Radio 

50 

11 Pelatihan Untuk Penguji 

Kompetensi Wartawan (ToT) 

Jakarta, 25-26 Mei 

2012 

Wartawan  

12 Workshop Jurnalistik 

Mahasiswa 

Malang, 5 Juni 

2012 

Mahasiswa 50 

13 Workshop Kode Etik 

Jurnalistik, Peliputan 

Wartawan Televisi dan Radio 

Jogjakarta, 28 Juni 

2012 

Wartawan Televisi 

dan Radio 

50 

14 Pelatihan Calon Penguji 

Kompetensi Wartawan untuk 

Media Penyiaran 

Jakarta, 4-5 Juli 

2012 

Wartawan  

15 Workshop óMeningkatkan 

Profesionalisme Wartawan di 

Era Konvergensi Mediaô 

Medan, 14 Juli 

2012 

Wartawan media 

cetak dan elektronik 

30 

16 Workshop óMeningkatkan 

Profesionalisme Wartawan di 

Era Konvergensi Mediaô 

Jogjakarta, 21 Juli 

2012 

Wartawan media 

cetak dan elektronik 

30 

17 Workshop óMeningkatkan 

Profesionalisme Wartawan di 

Era Konvergensi Mediaô 

Balikpapan, 28 

Juli 2012 

Wartawan media 

cetak dan elektronik 

30 

18 Workshop Penyempurnaan 

SOP Penanganan Kekerasan 

Terhadap Wartawan 

Jakarta, 2 

Agustus 2012 

Organisasi pers, 

tokoh pers 

17 

19 Workshop óKode Etik Palu, 30 Agust Wartawan Televisi 50 
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Jurnalistik Peliputan Wartawan 

Radio dan Televisi 

2012 dan Radio 

20 Workshop Jurnalistik 

Mahasiswa 

Bogor, 5 Oktober 

2012 

Perguruan Tinggi 50 

21 Workshop Jurnalistik 

Mahasiswa 

Medan, 15 

Oktober 2012 

Perguruan Tinggi 70 

22 Workshop Jurnalistik 

Mahasiswa 

Surabaya, 23 

Oktober 2012 

Perguruan Tinggi 50 

Jumlah 822 

 

Media Literasi dan Sosialisasi 

Dewan Pers memahami, publik atau masyarakat turut berperan penting dalam upaya 

peningkatan profesionalisme wartawan. Masyarakat yang tumbuh cerdas dalam 

memahami media dan wartawan akan pula mendorong tumbuhnya wartawan 

profesional. Karena itu, kegiatan media literasi yang melibatkan masyarakat sebagai 

sasaran, digelar oleh Dewan Pers dalam berbagai bentuk dan di berbagai daerah.  

 

Selain soal media literasi, Dewan Pers juga memberi perhatian terhadap 

perkembangan ñjurnalisme wargaò. Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, dalam 

makalahnya tentang Jurnalisme Warga yang disampaikan pada acara diskusi di Banda 

Aceh, Maret 2011, menyatakan ñSuatu kebijakan yang tepat adalah kanalisasi bukan 

membendung, dan sosialisasi secara terus menerus untuk meningkatkan tanggung 

jawab sosial pelaku jurnalisme warga. Dewan Pers dan organisasi wartawan dapat 

mengembangkan isi dan metode sosialisasi jurnalisme warga.ò  

 

Total ada 873 anggota masyarakat, pejabat, akademisi, dan mahasiswa yang terlibat 

langsung dalam kegiatan media literasi dan jurnalisme warga yang digelar Dewan 

Pers di 11 kota selama tahun 2011. 

 

Kegiatan Pendidikan Media untuk Masyarakat Umum Tahun 2011 

 

No. 
Nama Diskusi/ 

Kegiatan 

Tempat dan 

Tanggal 
Peserta Diskusi Jumlah 

1 Media Literasi 
Pangkal Pinang 

1-Mar-11 

Kepala dinas, penagk hukum, 

camat, kepala sekolah 
91 

2 Jurnalisme Warga 
Aceh 

10-Mar-11 

Wartawan Media Cetak dan 

elektronik, Akademisi , 

Perguruan Tinggi, Instansi 

Pemerintah 

60 

3 Media Literasi 
Gorontalo 

15-Mar-11 

Penegak Hukum, Pemerintah 

Daerah, Partai Politik, Perguruan 

Tinggi, Tokoh Agama 

87 

4 Media Literasi 
Palu 

28-Mar-11 

Dinas Pemkot, BUMD, Kepala 

Sekolah SD, SMP dan SMA, 

Perguruan Tinggi, Lurah, Camat, 

88 
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Tokoh Masyarakat 

5 Media Literasi 
Ternate 

19-Apr-11 

Camat, PNS, Guru Sekolah, 

Instansi penegak Hukum dll 
88 

6 

Jurnalisme Pers 

Mahasiswa dan 

Masa Depan 

Demokrasi di 

Indonesia (fasilitasi 

SPS) 

Semarang 

7-Mei-11 
Mahasiswa 100 

7 

Seminar Masyarakat 

Cerdas Memahami 

Media  

Solo 

24-Mei-11 

Kepala Sekolah, Camat, Kepala 

Desa, Penegak Hukum, Humas 

Pemerintahan, Humas Swasta, 

Tokoh Masyarakat 

89 

8 Media Literasi 
Padang 

28-Jun-11 

Penegak Hukum, Camat, Kepala 

Desa Humas Pemerintah, Kepala 

Sekolah dan Partai Politik 

60 

9 Media Literasi 
Malang 

5-Jul-11 

Pemda, Kepala Sekolha, 

Perguruan Tinggi, Akademisi, 

Tokoh Masyarakat, Lurah, 

Camat 

50 

10 Media Literasi 
Jayapura 

15-Sep-11 

Pemda, Kepala Sekolha, 

Perguruan Tinggi, Akademisi, 

Tokoh Masyarakat, Lurah, 

Camat 

80 

11 Media Literasi 
Jambi 

6-Okt-11 

Pemda, Kepala Sekolha, 

Perguruan Tinggi, Akademisi, 

Tokoh Masyarakat, Lurah, 

Camat 

80 

Jumlah 873 

 

Kegiatan literasi media untuk masyarakat berlanjut pada tahun 2012. Sebanyak 748 

peserta terdiri atas masyarakat, pejabat pemerintahan, akademisi, dan mahasiswa 

mengikuti kegiatan literasi media yang digelar Dewan Pers di delapan kota. Berikut 

tabel kegiatan tersebut: 

 

No. Nama Kegiatan Tempat & 

Tanggal 

Peserta Jumlah 

1 Seminar Media 

Literasi  

Pontianak, 23 Feb 

2012 

Penegak hukum, 

pemerintah daerah, kepala 

dinas, camat, lurah, kepala 

sekolah 

92 

2 Seminar Media Banda Aceh, 15 Penegak hukum, 100 
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Literasi  Mei 2012 pemerintah daerah, kepala 

dinas, camat, lurah, kepala 

sekolah 

3 Seminar Media 

Literasi  

Bogor, 23 Mei 

2012 

Penegak hukum, 

pemerintah daerah, kepala 

dinas, camat, lurah, kepala 

sekolah 

100 

4 Seminar Media 

Literasi  

Palangkaraya, 7 

Jun 2012 

Penegak hukum, 

pemerintah daerah, kepala 

dinas, camat, lurah, kepala 

sekolah 

87 

5 Seminar Media 

Literasi  

Bandung, 12 Jun 

2012 

Penegak hukum, 

pemerintah daerah, kepala 

dinas, camat, lurah, kepala 

sekolah 

88 

6 Seminar Media 

Literasi  

Sorong, 14 Juni 

2012 

Penegak hukum, 

pemerintah daerah, kepala 

dinas, camat, lurah, kepala 

sekolah 

100 

7 Seminar Media 

Literasi  

Mamuju, 18 Juni 

2012 

Penegak hukum, 

pemerintah daerah, kepala 

dinas, camat, lurah, kepala 

sekolah 

100 

8 Seminar Bedah Buku 

Blur 

Jakarta, 27 

Desember 2012 

Pemimpin redaksi media 

cetak dan elektronik, 

konstituen 

81 

Jumlah 748 

 

Dewan Pers juga terus melakukan sosialisasi tentang UU Pers, Kode Etik Jurnalistik 

dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers di berbagai daerah. Sosialisasi Standar 

Kompetensi Wartawan menjadi fokusnya, karena mulai digelarnya Uji Kompetensi 

Wartawan sebagai penerapan dari Standar Kompetensi Wartawan. Selama 2011, 

sosialisasi Standar Kompetensi Wartawan digelar di lima kota diikuti oleh wartawan 

media cetak dan elektronik, pengurus organisasi pers, serta pimpinan media pers. Dari 

12 kali kegiatan, sebanyak 884 wartawan berpartisipasi menjadi peserta. 

 

Sosialisasi Peraturan Dewan Pers Tahun 2011 

 

No. Nama Diskusi / Kajian 
Tempat 

Waktu  
Peserta Diskusi 

Jumlah 

Peserta 

1 Sosialisasi SKW 
Pekanbaru 

17-Mar-11 

Wartawan media cetak dan 

elektronik, organisasi 

wartawan, organisasi 

perusahaan pers 

88 
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2 

Sosialisasi Peraturan 

Dewan Pers yang 

Terkait Program 

Ratifikasi Piagam 

Palembang 

Surabaya 

28-Mar-11 

Wartawan media cetak dan 

elektronik, organisasi 

wartawan, organisasi 

perusahaan pers 

52 

3 Sosialisasi SKW 
Palembang 

7-Apr-11 

Wartawan media cetak dan 

elektronik, organisasi 

wartawan, organisasi 

perusahaan pers 

97 

4 

Sosialisasi Ratifikasi 

Peraturan-Peraturan 

Dewan Pers 

Lampung 

14-Apr-11 

Wartawan media cetak dan 

elektronik, organisasi 

wartawan, organisasi 

perusahaan pers 

80 

5 Sosialisasi Ratifikasi  
Semarang 

6-May-11 

Wartawan media cetak dan 

elektronik, organisasi 

wartawan, organisasi 

perusahaan pers 

83 

6 Sosialisasi SKW 
Jogjakarta 

1-Jun-11 

Wartawan media cetak dan 

elektronik, organisasi 

wartawan, organisasi 

perusahaan pers 

84 

7 

Sosialisasi Penerapan 

Standar Kompetensi 

Wartawan 

Bali 

16-Jun-11 

Wartawan media cetak dan 

elektronik, organisasi 

wartawan, organisasi 

perusahaan pers 

82 

8 

Sosialisasi Program 

Ratifikasi Peraturan 

Dewan Pers 

Bengkulu 

23-Jun-11 

Wartawan media cetak dan 

elektronik, organisasi 

wartawan, organisasi 

perusahaan pers 

87 

9 

Diskusi Penegakan KEJ 

dan Penanganan 

Pengaduan 

Bali 

30-Jun-11 

Wartawan media cetak dan 

elektronik, organisasi 

wartawan, organisasi 

perusahaan pers 

29 

10 

Dialog Pelaksanaan 

SKW di Perusahaan 

Pers 

Jakarta 

18-Jul-11 

Wartawan media cetak dan 

elektronik, organisasi 

wartawan, organisasi 

perusahaan pers 

50 

11 
Diskusi Penerapan 

SKW 

Palangkaraya 

19-Jul-11 

Wartawan, organisasi 

wartawan, Humas 

Pemerintah 

70 

12 
Diskusi Penerapan 

SKW 

Kendari  

29-Sep-11 

Wartawan media cetak dan 

elektronik, organisasi 

wartawan, organisasi 

perusahaan pers 

82 

Jumlah 884 
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Pada tahun 2012, kegiatan Diskusi dan Sosialisasi Peraturan Dewan Pers secara 

keseluruhan diikuti 1.601 peserta di 12 Kota. Berikut tabel kegiatannya: 

 

No. Nama Diskusi/Kajian 
Tempat & 

Tanggal 
Peserta Diskusi Jumlah 

1 Diskusi óPeningkatan 

Profesionalisme 

Wartawanô 

Jambi, 7 Feb 2012 Wartawan media 

cetak dan elektronik, 

organisasi pers, 

pimpinan media pers 

100 

2 Diskusi óMembedah 

Rancangan Tata Tertib 

Peliputan Pers di  DPRô 

Jakarta, 16 Feb 

2012 

Pimpinan Media 

cetak dan elektronik, 

oraganisasi pers 

54 

3 Diskusi hasil survey 

Dewan Pers óPenggunaan 

konten di Media 

social/jejaring social untuk 

informasi peliputan dan 

penulisan berita oleh 

jurnalis 

Jakarta, 17 Feb 

2012 

Pimpinan Media 

cetak dan elektronik, 

Media Online 

70 

4 Diskusi Penyusunan Draf 

Pedoman Perilaku 

Penyiaran (P3) dan Standar 

Program Siaran (SPS) 

Jakarta, 8 Maret 

2012 

Pimpinan Media 

elektronik 

25 

5 Sosialisasi óMoU Dewan 

Pers - Polri, MoU Dewan 

Pers ï KIP, dan Pedoman 

Pemberitaan Media Siberô 

Medan, 15 Maret 

2012 

Penegak hukum, 

Polri, Kejaksaan, 

wartawan media 

cetak dan elektronik, 

organisasi pers 

100 

6 Sosialisasi óMoU Dewan 

Pers - Polri, MoU Dewan 

Pers ï KIP, dan Pedoman 

Pemberitaan Media Siberô 

Jakarta, 20 Maret 

2012 

Penegak hukum, 

Polri, Kejaksaan, 

wartawan media 

cetak dan elektronik, 

organisasi pers 

100 

7 Sosialisasi óMoU Dewan 

Pers - Polri, MoU Dewan 

Pers ï KIP, dan Pedoman 

Pemberitaan Media Siberô 

Lampung, 22 

Maret 2012 

Penegak hukum, 

Polri, Kejaksaan, 

wartawan media 

cetak dan elektronik, 

organisasi pers 

100 

8 Sosialisasi óMoU Dewan 

Pers - Polri, MoU Dewan 

Pers ï KIP, dan Pedoman 

Pemberitaan Media Siberô 

Palembang, 29 

Mart 2012 

Penegak hukum, 

Polri, Kejaksaan, 

wartawan media 

cetak dan elektronik, 

organisasi pers 

100 

9 Sosialisasi óMoU Dewan 

Pers - Polri, MoU Dewan 

Kendari, 5 April 

2012 

Penegak hukum, 

Polri, Kejaksaan, 

96 
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Pers ï KIP, dan Pedoman 

Pemberitaan Media Siberô 

wartawan media 

cetak dan elektronik, 

organisasi pers 

10 Sosialisasi óMoU Dewan 

Pers - Polri, MoU Dewan 

Pers ï KIP, dan Pedoman 

Pemberitaan Media Siberô 

Mataram, 12 April 

2012 

Penegak hukum, 

Polri, Kejaksaan, 

wartawan media 

cetak dan elektronik, 

organisasi pers 

100 

11 Sosialisasi óMoU Dewan 

Pers - Polri, MoU Dewan 

Pers ï KIP, dan Pedoman 

Pemberitaan Media Siberô 

Denpasar, 13 April 

2012 

Penegak hukum, 

Polri, Kejaksaan, 

wartawan media 

cetak dan elektronik, 

organisasi pers 

100 

12 Diskusi óPenyusunan 

Pedoman Perilaku 

Penyiaran (P3) dan Standar 

Program Penyiaranô 

Jakarta, 17 April 

2012 

Pimpinan media 

elektronik 

46 

13 Sosialisasi óMoU Dewan 

Pers - Polri, MoU Dewan 

Pers ï KIP, dan Pedoman 

Pemberitaan Media Siberô 

Manado, 19 April 

2012 

Wartawan media 

cetak dan elektronik, 

organisasi pers, 

100 

14 Sosialisasi óMoU Dewan 

Pers - Polri, MoU Dewan 

Pers ï KIP, dan Pedoman 

Pemberitaan Media Siberô 

Padang, 25 April 

2012 

wartawan media 

cetak dan elektronik, 

oraganisasi pers 

100 

15 Sosialisasi óMoU Dewan 

Pers - Polri, MoU Dewan 

Pers ï KIP, dan Pedoman 

Pemberitaan Media Siberô 

Samarinda, 26 

April 2012 

Wartawan media 

cetak dan elektronik, 

organisasi pers 

98 

18 Diskusi Dewan Pers 

Dengan Delegasi Thai 

Journalist Assosiation 

Jakarta, 8 Agustus 

2012 

Organisasi Pers, 

Direktur Informasi 

dan Media Kemenlu 

29 

19 Dialog Dewan Pers 

Bersama Komunitas Pers 

Jakarta, 14 

Agustus 2012 

Wartawan media 

cetak dan elektronik, 

organisasi pers  

80 

20 Pertemuan Dewan Pers 

dengan Konstituen 

membahas kemungkinan 

Revisi Kode Etik 

Jurnalistik 

Jakarta, 28 

Agustus 2012 

Konstituen Dewan 

Pers 

77 

21 Diskusi Forum Jurnalis 

Perempuan 

Jakarta, 17 

September 2012 

Junalis perempuan 

media cetak dan 

elektronik 

34 

22 Sosialisasi óMoU Dewan 

Pers - Polri, MoU Dewan 

Pers ï KIP, dan Pedoman 

Kupang, 4 Oktober 

2012 

Penegak hukum, 

Polri, Kejaksaan, 

wartawan media 

92 
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Pemberitaan Media Siberô cetak dan elektronik, 

organisasi pers 

Jumlah  1.601 

 

Pelatihan Ahli Pers 

Pada 26 Oktober 2009 Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Nomor 10/Peraturan-

DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers. Melalui peraturan ini, seseorang 

dapat mewakili Dewan Pers untuk menyampaikan keterangan ahli di pengadilan atau 

kepolisian. Syaratnya, antara lain, orang tersebut harus mengikuti pendidikan dan 

pelatihan khusus yang diselenggarakan Dewan Pers. Karena itu, pada 2011 Dewan 

Pers menggelar dua pelatihan ahli pers, di Makassar dan Balikpapan, yang diikuti 37 

orang. Total, sejak 2010, Dewan Pers telah menggelar empat kali pelatihan ahli pers. 

Pelatihan tahun lalu khusus untuk peserta dari wilayah Barat Indonesia, sedangkan 

tahun 2011 untuk peserta dari wilayah Timur Indonesia. 

 

Pelatihan Ahli Pers tahun 2011 

 

No. Nama Pelatihan 
Tempat dan 

Waktu  
Peserta Pelatihan Jumlah 

1 

Pelatihan Ahli Pers 

Angkatan 3. Wilayah 

Indonesia Timur 

Makassar, 13 

Mei 2011 

Tokoh Pers, Akademisi, 

Pemimpin Redaksi, 

Organisasi Wartawan,  

20 

2 

Pelatihan Ahli Pers 

Angkatan 4. Wilayah 

Kalimantan 

Balikpapan, 24 

Juni 2011 

Tokoh Pers, Akademisi, 

Pemimpin Redaksi, 

Organisasi Wartawan, 

17 

 

Tantangan ke Depan 

Tantangan ke depan dalam kaitan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan 

pengembangan profesi wartawan kian berat. Perkembangan pesat industri media di 

Indonesia membuat jumlah wartawan pun kian banyak. Media lokal dalam beragam 

format terus tumbuh, dan saling mengisi dengan media arus utama yang terbit di 

Ibukota Negara. Kemampuan Dewan Pers melakukan pelatihan dan pengembangan 

profesi wartawan tak akan pernah bisa menjangkau mayoritas wartawan di Indonesia.  

Peran dari perusahaan media, organisasi profesi, asosiasi dan masyarakat termasuk 

instansi terkait sangat penting untuk mendorong peningkatan kualitas peliputan 

wartawan. Selain pendidikan dan pelatihan yang bersifat spesifik, semisal pelatihan 

peliputan mengenai soal-soal hukum, kesehatan, jurnalisme damai untuk daerah 

konflik, upaya menggencarkan Uji Kompetensi Wartawan yang didahului pelatihan 

singkat perlu didorong baik melalui asosiasi, perusahaan pers maupun kemitraan 

dengan pihak lain yang tidak mengikat. 

 

Tahun 2013-2014 akan ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan ragam peliputan 

terkait dengan politik dan pemilu. Ini memerlukan perhatian serius dari Dewan Pers 

memastikan bahwa peliputan terkait pemilu di semua level dilakukan dengan 

memperhatikan aturan UU Pers dan KEJ.  Disadari pula perlunya revisi KEJ untuk 

merespon perkembangan format pemberitaan di era digital, dan pada gilirannya ini 
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memerlukan upaya sosialisasi dan pelatihan secara intensif.  Dewan Pers ke depan 

perlu memperhatikan pelatihan bagi wartawan sehingga memiliki kemampuan 

multimedia, termasuk dalam pemahaman etikanya.  Tantangannya adalah merespon 

hadirnya era ñNext Journalismò, yang menghendaki wartawan kian cermat, kian taat 

Etika karena kian dibutuhkan perannya menjadi kurator dan penjaga pintu untuk 

memilihkan informasi yang benar bagi publik, diantara kepungan jutaan informasi 

yang ada.*  
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< 5 > 
BIDANG  PEMBERDAYAAN ORGANISASI  

 

 

1. SOP PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara (APBN), Dewan Pers 

tunduk kepada Undang-Undang No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (UU KIP). Karena itu, pada tahun 2010 Dewan Pers menyusun Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Dewan Pers. 

 

SOP ini terdiri atas tujuh bab yaitu: 

1) Asas-Asas Keterbukaan Informasi. 

2) Kategorisasi Informasi Publik Dewan Pers. 

3) Struktur Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.  

4) Mekanisme Pengelolaan Informasi.  

5) Mekanisme Pelayanan Informasi Publik. 

6) Mekanisme Penanganan Keberatan dan Tanggapan Pelayanan Informasi 

Publik. 

7) Rekomendasi. 

 

Berdasarkan SOP ini, Dewan Pers dalam melaksanakan pelayanan informasi 

publik wajib mengikuti ketentuan  kategori informasi sebagaimana diatur dalam 

UU Keterbukaan Informasi Publik yaitu: 

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. 

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. 

c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. 

d. Informasi yang dikecualikan. 
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2. PENGEMBANGAN WEBSITE DEWAN PERS  

 

Pada tahun 2012 kembali dilakukan pengembangan website Dewan Pers 

(www.dewanpers.or.id dan www.dewanpers.org) untuk merespon perkembangan 

dan kebutuhan Dewan Pers serta menindaklanjuti masukan dari masyarakat.  

 

Perubahan-perubahan tersebut antara lain: 

a. Perubahan penggunaan skrip website dari sistem ñjoomlaò ke sistem ñphp 

murniò. Dengan menggunakan php murni, sistem keamanan website lebih kuat 

dan pengelolaan admin lebih mudah. 

b. Penambahan beberapa fitur dan fasilitas seperti: 

 Pendataan perusahaan pers cetak, elektronik, dan website/siber secara 

online melalui penyediaan fasilitas formulir online. Pengelola perusahaan 

pers yang ingin medianya terdata Dewan Pers, lebih mudah untuk mengirim 

data, karena sudah disediakan formulir online 

(http://www.dewanpers.or.id/page/data/formcetak/). 

 Fitur data wartawan bersertifikat disempurnakan lagi dengan menambah 

fasilitas pemuatan foto wartawan bersertifikat. 

 Penambahan fitur DATA KONTAK untuk memuat nomor kontak orang-

orang yang sering berhubungan dengan Dewan Pers. Melalui fitur ini, 

Dewan Pers lebih mudah menyimpan dan mencari data kontak yang 

dibutuhkan. 

 Penambahan fitur ñKesepahamanò untuk memuat arsip Nota Kesepahaman 
yang ditandatangani Dewan Pers dengan lembaga lain. 

c. Pembenahan tampilan Beranda atau Home www.dewanpers.or.id. Misalnya 

dengan menempatkan kontak pencarian di samping kanan atas, sehingga lebih 

mudah dicari dan terlihat. Juga menampilkan kontak pencarian data wartawan 

bersertifikat di kolom kanan Beranda. 

 

 

Fitur pencarian data wartawan  

di Beranda website Dewan Pers 

 

 

 

http://www.dewanpers.or.id/
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d. Versi mobile website Dewan Pers juga dilakukan penyempurnaan pada 

tampilan dan fitur-fitur yang muncul di dalam versi mobile (misalnya 

penambahan fitur data wartawan bersertifikat dan data perusahaan pers). 

Pengunjung yang mengakses website Dewan Pers melalui telepon genggam 

akan langsung otomatis masuk ke website versi mobile ini (m.dewanpers.or.id). 

 

 

Website Dewan Pers versi mobile 

m.dewanpers.or.id 

 

 

 

e. Penambahan fitur newsletter online yang dapat didistribusikan hingga kepada 

ribuan alamat email. Newsletter online Dewan Pers memuat kegiatan dan 

informasi penting dari Dewan Pers. Seperti newsletter online pada umumnya, 

konten newsletter yang dimiliki Dewan Pers ini juga terhubung ke website Dewan 

Pers (www.dewanpers.or.id).   

f. Selain pengembangan tampilan dan fitur, juga dilakukan pemindahan hosting 

website Dewan Pers dari Dipaweb dan Pacific Link ke boleh.net. Kapasitas 

hosting ditambah sehingga mampu menampung data yang terus bertambah. 

 

 

 

 

http://www.dewanpers.or.id/
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Tampilan baru website Dewan Pers 

 

Tampilan lama website Dewan Pers 

 
 

 

www.presscouncil.or.id 

Dewan Pers juga membuat website versi bahasa Inggris dengan alamat 

www.presscouncil.or.id. Di dalam website ini dimuat informasi tentang Dewan Pers, 

profil Anggota DewanPers, putusan-putusan Dewan Pers, kegiatan Dewan Pers serta 

informasi lainnya. 

 

Selain dapat diakses melalui www.presscouncil.or.id, website Dewan Pers versi 

bahasa Inggris ini juga bisa diakses melalui dua alamat domain lain yaitu: 

www.indonesianpresscouncil.org dan www.presscouncilofindonesia.org. 

 

 

Tampilan website Dewan Pers versi bahasa Inggris 

www.presscouncil.or.id 

 

http://www.presscouncil.or.id/
http://www.presscouncil.or.id/
http://www.indonesianpresscouncil.org/
http://www.presscouncilofindonesia.org/
http://www.presscouncil.or.id/
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3. PUSAT SMS DEWAN PERS 

Pada tahun 2011, Dewan Pers mulai menjalankan program Pusat SMS (3234) yang 

dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan data wartawan bersertifikat, 

data perusahaan pers, atau mengirimkan pengaduan ke Dewan Pers.  

 

Pusat SMS ini kemudian dikembangkan pada tahun 2012 dengan beberapa 

perubahan: 

 Dewan Pers bekerjasama dengan Boleh.net dan Wisata Pesisir yang sudah 

punya pengalaman mengelola Pusat SMS. Perubahan kerjasama ini juga untuk 

memperluas jumlah provider telekomunikasi yang bisa diajak bekerjasama. 

 Nomor tujuan SMS berubah dari 3234 menjadi 3030. Nomor 3234 masih akan 

digunakan dalam jangka panjang karena perlu lebih dulu berkomunikasi 

dengan BRTI. 

 Data yang bisa diakses melalui 3030 yaitu: Data wartawan bersertifikat dan 

data perusahaan pers. Masyarakat juga bisa mengadu ke Dewan Pers melalui 

3030. 

 Hingga Januari 2013, provider yang sudah aktif terkoneksi dengan 3030 yaitu 

Telkomsel, Indosat, XL, 3, Fren, dan Esia. Yang belum FLEXI. 

 

Tata Cara Permintaan Data dan Pengiriman Pengaduan Melalui PUSAT 

SMS DEWAN PERS 3030 

 

Biaya Rp1.000/SMS atau Konten (bukan dalam bentuk BERLANGGANAN) 

 

Tahap 1  
=> Ketik DEWANPERS kirim ke 3030 (untuk semua operator) 

=> Akan muncul 3 pilihan: 1. Cek Wartawan; 2. Cek Perusahaan Pers; 3. 

Pengaduan 

Cek Wartawan: untuk mendapatkan data wartawan yang telah memiliki sertifikat 

kompetensi. 

Cek Perusahaan Pers: untuk mendapatkan data alamat lengkap perusahaan pers. 

Pengaduan: untuk mengadukan atau melaporkan kasus pers ke Dewan Pers. 

  

Tahap 2.1  
=> Apabila memilih nomor 1 muncul perintah: masukkan nama lengkap dan 

akurat serta nama media didahului kata DEWANPERS. 

(Contoh: DEWANPERS Samsoeri Bambang Chan#Kompasku Pos) 

Catatan: untuk INDOSAT tanda kunci # diganti dengan SPASI. 

  

Tahap 2.2  
=> Apabila memilih nomor 2 muncul perintah: masukkan nama media dan 

provinsi didahului kata DEWANPERS. 

(Contoh: DEWANPERS Kompasku Pos#DKI Jakarta) 

Catatan: untuk INDOSAT tanda kunci # diganti dengan SPASI. 

  

Tahap 2.3  
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=> Apabila memilih nomor 3 muncul perintah: masukkan isi pengaduan. 

(Contoh 1: Saya keberatan berita Kompasku Pos/29 Maret 2012/Kartu Kredit 

Bankku Bermasalah karena tidak konfirmasi, tidak berimbang, tidak akurat, dan 

menghakimi). 

(Contoh 2: Saya Agape GP pada 3 Maret 2012 pukul 13.00 di Medan diperas 

wartawan Investigasi Korupsi Pos. Dia mengancam karena kasus yang sedang 

menimpa saya). 

 

 

 

4. PUBLIKASI BULETIN DAN JURNAL  

Melanjutkan program-program sebelumnya, Dewan Pers rutin menerbitkan buletin 

Etika dan Jurnal Dewan Pers. Buletin Etika diterbitkan setiap bulan, sedangkan 

Jurnal Dewan Pers diterbitkan satu tahun sebanyak tiga edisi dengan tema yang 

beragam.  

 

Tema utama Jurnal Dewan Pers yang diterbitkan selama periode 2010 ï 2013 

antara lain yaitu: 

- ñAsas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktik Persò (Edisi No. 2, November 
2010). 

- ñEra Media Online, New Media: Antara Kemerdekaan Berekspresi dan Etikaò 
(Edisi No. 4, Januari 2011). 

- ñProfesionalisme, Sejarah dan Masa Depan Pers Daerahò (Edisi No. 5, Mei 

2011) 

- ñDilema antara Kebebasan dan Etikaò (Desember 2012). 

 

5. PENERBITAN BUKU  

Selama periode 2010-2013, Dewan Pers menerbitkan sejumlah buku, antara lain 

berjudul: 

- Buku Saku ñPeraturan-Peraturan Dewan Persò (2010). 

- ñDewan Pers Periode 2010 ï 2013ò (Cetakan Pertama, September 2010; 

Cetakan Kedua, April 2011; Cetakan Ketiga, Januari 2012; Cetakan Keempat, 

Mei 2012). 

- ñMenjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukumò (November 2010). 

- ñData Pers Nasional 2010ò (Desember 2010). 

- ñHak Pribadi Versus Kemerdekaan Persò (2010). 

- ñPerjuangan Demokrasi Penyiaranò (2010). 

- ñStandar Kompetensi Wartawanò (edisi cetak ulang: 2010, 2011). 

- ñData Pers Nasional 2011ò (Desember 2011) 

- ñKajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistikò 

(September 2012). 

- ñPolitik Publik Persò (November 2012) 

- ñBlur, Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasiò (November 
2012). 

- ñ10 Tahun Himpunan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasiò (November 
2012). 

- ñMengukur Mahkota Wartawanò (November 2012). 
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- ñData Pers Nasional 2012ò (Desember 2012). 

 

 

6. DIALOG DI TELEVISI DAN RADIO  

Program dialog melalui TVRI nasional merupakan program rutin Dewan Pers yang 

telah berlangsung kurang lebih 10 tahun. Program ini bertujuan menyosialisasikan 

program kerja maupun lembaga Dewan Pers dikaitkan dengan persoalan-persoalan 

pers yang aktual di masyarakat. 

 

Pada tahun 2012 program Dialog ñDewan Pers Kitaò yang disiarkan sebanyak 20 

episode. Selain menghadirkan narasumber dari Anggota Dewan Pers, dialog ini 

juga mengundang narasumber lain seperti Yopie Hidayat (Jurubicara Wapres), 

Meutya Viada Hafid (Anggota Komisi I DPR RI),  Teguh Juwarno (Anggota DPR 

RI). Tema dialog berhubungan dengan isu aktual terkait dengan pers dan bangsa.  

 

Program Dialog Dewan Pers juga disiarkan melalui televisi dan radio lokal. 

Pelaksanaannya dialog bersamaan dengan kegiatan Dewan Pers di daerah. 
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< 6 >  
BIDANG HUBUNGAN ANTARLEMBAGA  

DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI  
 

 

Nota Kesepahaman 

Pada 9 Februari 2012, bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional 2012 di 

Jambi, Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL., 

dan Kapolri, Jenderal Pol. Timur Pradopo. Penandatanganan dilakukan di hadapan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

Nota Kesepahaman ini bertujuan memaksimalkan penggunaan UU Pers bagi kedua 

pihak dalam penanganan kasus-kasus pers serta agar penanganan kasus kekerasan 

terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik dapat sesuai dengan 

hukum. Sosialisasi keberadaan Nota Kesepahaman ini telah intensif dilakukan 

sepanjang tahun 2012 oleh Dewan Pers dan Kepolisian. 

Sepanjang tahun 2012 juga dilakukan sosialisasi secara intensif kepada publik dan 

media mengenai Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mendukung Kemerdekaan Pers. Nota 

Kesepahaman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan Komisi Informasi (Pusat) pada 

14 Juli 2011 di Jakarta. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk memastikan 

jaminan terhadap wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistik sesuai UU 

Keterbukaan Informasi Publik. 

Penandatanganan Nota Kesepahaman juga dilakukan Dewan Pers dengan Kejaksaan 

Agung. Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum, 

Perlindungan Kemerdekaan Pers, dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat ini 

ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers dan Jaksa Agung pada 11 Februari 2013, 

bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional 2013 di Sulawesi Utara (Manado). 

Melalui Nota Kesepahaman ini, kedua lembaga bersepakat untuk mendahulukan UU 

Pers, sebelum penggunaan aturan lain, dalam penanganan dugaan pelanggaran hukum 

yang berkaitan dengan pemberitaan pers. 

 

Studi tentang Pencemaran Nama Baik 

Dewan Pers melakukan pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung Kerajaan 

Belanda, G.J.M. Cortens, dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Kerajaan Belanda, J.B. 

Fleers, didampingi oleh Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia di 

kantor Dewan Pers, Selasa, 15 Juni 2010. Pertemuan ini antara lain membahas 

penerapan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan dalam konteks civil law dan 

criminal law legal framework Kerajaan Belanda.  

 

Di Belanda, penerapan pasal tentang pencemaran nama baik dan penghinaan dalam 

konteks Criminal Law akan masuk dalam ruang lingkup European Convention on 

Human Right. European Court of Human Right di Strasbourg akan melakukan 
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pemeriksaan akhir atas berbagai putusan hukum sebelumnya dalam peradilan nasional 

Belanda.  

 

Dalam 12 tahun terakhir ini, hanya dua kasus terkait pemberitaan yang diajukan 

secara perdata ke Pengadilan Negeri Belanda dan masih belum menghasilkan putusan 

final di tingkat Mahkamah Agung Belanda. 

Dewan Pers pada 27 Juni ï 1 Juli 2010 berkunjung ke Belanda atas undangan Raad 

voor de Journalistiek (Netherlands Press Council) Belanda. Kunjungan ini bagian dari 

program kerjasama untuk meningkatkan kapasitas Dewan Pers dalam memahami 

rezim hukum dan rezim etika dalam kasus jurnalistik. Selama tiga hari, delegasi 

Dewan Pers didampingi KBRI di Den Haag menghadiri rapat-rapat dan diskusi 

bersama Raad voor de Journalistiek/Netherlands Press Council (NPC), Netherlands 

Institute for Multiparty Democracy (NIMD), Institute for Information Law at Faculty 

of Law University of Amsterdam, Commissariaat voor de Media, Radio Netherlands 

Training Center (RNTC), dan Netherlands Radio World Wide (RNW).  

Berikut beberapa catatan penting yang diperoleh dari kunjungan delegasi Dewan Pers 

ke Belanda: 

1) Sistem hukum nasional di Kerajaan Belanda relatif sama dengan sistem hukum 

di Indonesia, terutama dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan. 

Namun, dalam penerapan atas kasus yang terkait kegiatan jurnalistik atau 

kemerdekaan pers, sangat berbeda. Warga negara dan penegak hukum di 

Belanda sudah sangat sadar pentingnya peran pers dalam kehidupan masyarakat 

dan pemerintahan. Sehingga dalam menyelesaikan sengketa pers, terkait 

pencemaran nama baik dan penghinaan, Belanda tetap mengutamakan 

mekanisme rezim etika jurnalistik. 

2) Keberadaan Raad voor de Journalistiek/Netherlands Press Council di Belanda 

mendapat dukungan penuh dari masyarakat pers dan Pemerintah Kerajaan 

Belanda dalam bentuk bantuan dana melalui Departemen Luar Negeri yang 

diterima mulai tahun 2009. 

3) Agar nilai kemerdekaan pers dihayati dan menjadi ñnilai bersamaò masyarakat 

Indonesia, Dewan Pers perlu terus berupaya menerapkan UU Pers agar lebih 

efektif dengan langkah antara lain sebagai berikut: 

a. Sosialisasi kepada para Hakim. 

b. Sosialisasi kepada para Jaksa (lembaga kejaksaan). 

c. Sosialisasi kepada para Polisi. 

d. Sosialisasi kepada lembaga legislatif. 

e. Sosialisasi kepada lembaga eksekutif . 

f. Sosialisasi kepada masyarakat. 

 

Hubungan Internasional 

Dewan Pers menjalin kerjasama dengan Dewan Pers India melalui penandatanganan 

Nota Kesepahaman di New Delhi, 25 Januari 2011, di hadapan Presiden RI dan 

Perdana Menteri India. Melalui Nota Kesepahaman ini, direncanakan digelar sejumlah 

kegiatan untuk penguatan penerapan kode etik jurnalistik, promosi jurnalisme damai, 

pertukaran jurnalis dan berbagai seminar mengenai jurnalisme di area konflik. 
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Dalam konteks regional ASEAN, Dewan Pers Thailand mengundang Dewan Pers 

Indonesia untuk turut membicarakan dukungan terhadap pembentukan Asosiasi 

Dewan Pers regional ASEAN. Target dari asosiasi ini adalah mendukung 

pembentukan Dewan Pers di Malaysia, Myanmar, dan Timor Leste serta pembaharuan 

kelembagaan Dewan Pers di Philippina dan Cambodia. Pertemuan pertama telah 

dilakukan di Bangkok, Thailand, pada 12-15 Desember 2012, dan berhasil 

menandatangani kerjasama Dewan Pers Indonesia ï Dewan Pers Thailand. Salah satu 

kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pertemuan antar Dewan Pers se-ASEAN pada 

bulan Juni 2013 mendatang di Bangkok, Thailand. Sepanjang tahun 2012 dan 2013 

ini, Dewan Pers Thailand aktif melakukan dialog dan workshop di Cambodia dan 

Philipina, sedangkan Dewan Pers Indonesia aktif melakukan dialog dan workshop di 

Myanmar dan Timor Leste. 

 

Sebelumnya, The National Union of Journalists (NUJ) Malaysia mengundang Dewan 

Pers pada 6-7 April 2011. Dewan Pers diminta membantu NUJ yang sedang 

membentuk Dewan Pers Malaysia. Menurut NUJ, keberadaan dan mekanisme kerja 

Dewan Pers Indonesia dapat menjadi contoh untuk Malaysia.  

 

Keberadaan dan kiprah Dewan Pers Indonesia yang independen, berdasarkan UU 

Pers, memang banyak diakui masyarakat pers internasional. Dewan Pers menjadi 

referensi bagi kalangan pers di negara lain seperti Perancis, Afrika Selatan, Malaysia, 

Myanmar dan Timor Leste.  

 

Dewan Pers diundang oleh Global Editor Network, sebagai penyelenggara World 

News Summit pada 30 Mei ï 1 Juni 2012, dan oleh UNESCO pada 2 Juni 2012 di 

Paris, Perancis untuk memberikan presentasi tentang ñPress Freedom and Press 

Council as Guardianò. Presentasi ini terkait keberadaan UU Pers yang menjamin 

kemerdekaan pers di Indonesia. Secara khusus presentasi Dewan Pers menjadi 

referensi bagi delegasi Mesir yang hadir dalam kegiatan tersebut. Mesir saat ini 

sedang menyusun legislasi bidang media massa. Keberadaan Dewan Pers Indonesia 

juga menjadi rujukan delegasi dari Pakistan yang tengah berupaya melakukan 

pembaharuan Dewan Pers Pakistan karena dianggap masih berpihak pada penguasa 

dalam penanganan kasus pers. 

 

Sebagai tindaklanjut kegiatan di Paris tersebut, secara konkrit Dewan Pers Indonesia 

menerima undangan dari the Ethical Journalism Network Pakistanôs chapter dan 

Press Council of Pakistan (Dewan Pers Pakistan) untuk hadir sebagai narasumber 

dalam seminar dengan topik Framework of Indonesia Press Council di Islamabad, 4-6 

Juli 2012.  

 

Dewan Pers juga diundang oleh Highway Africa dan Global Forum for Media 

Development (GFMD) untuk melakukan presentasi tentang ñRewriting Media Ethic 

for the Internet Eraò. Highway Africa dan GFMD tertarik karena Dewan Pers 

Indonesia telah berhasil memfasilitasi konstituennya menyusun Pedoman Pemberitaan 

Media Siber. Presentasi dilakukan dalam rangkaian kegiatan World Conference 2012 
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Global Journalism and Media Development Summit, pada 9-11 September 2012, di 

Grahamstown, Afrika Selatan.  

 

Bersamaan dengan kehadiran Dewan Pers di Afrika Selatan tersebut, Dewan Pers 

Afrika Selatan yang berada di Johannesburg, pada 7 September 2012, secara khusus 

mengundang Dewan Pers Indonesia untuk berdiskusi tentang keberadaan kedua 

lembaga, salah satunya terkait efektivitas keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan 

atas kasus pemberitaan pers. Pada kesempatan khusus ini, Dewan Pers mendengar 

penjelasan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Afrika Selatan dan Dewan Pers 

Afrika Selatan tentang penolakan keras terhadap usul Pemerintah dan Parlemen Afrika 

Selatan terkait penyusunan dan pembentukan legislasi baru (media tribunal). Dewan 

Pers Indonesia menyampaikan dukungan non-formal (lisan) kepada media massa di 

Afrika Selatan untuk menolak rencana pemerintah dan parlemen tersebut, karena 

aturan baru itu dianggap dapat membahayakan kemerdekaan pers tidak saja di Afrika 

Selatan tapi juga di negara lain.  

 

Masih dari acara World Conference 2012, lembaga Global Forum for Media 

Development (GFMD) menunjuk delegasi Dewan Pers Indonesia (Wakil Ketua 

Dewan Pers) untuk menjadi Anggota Steering Committee GFMD wilayah Asia. 

Penunjukan ini merupakan kesempatan yang baik bagi Dewan Pers untuk bisa terus 

melakukan promosi tentang UU Pers dan Dewan Pers Indonesia kepada negara-negara 

Asia bahkan Eropa dan Afrika.  

 

Pertemuan internasional tidak hanya dilakukan di luar negeri, namun juga dilakukan 

di Jakarta dan di Bali. Pertemuan Dewan Pers dengan delegasi media Myanmar 

dilakukan di Jakarta pada 25-26 Juni 2012, dalam bentuk workshop dan media visit. 

Delegasi Myanmar dipimpin oleh Wakil Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi 

dengan anggota sebanyak lima orang dari komponen media massa. Delegasi dari 

Myanmar belajar tentang kelembagaan, dasar hukum, tugas, fungsi dan kewenangan 

Dewan Pers. Pertemuan juga dilakukan dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

untuk mengetahui kelembagaan dan dasar pembentukan KPI serta mekanisme 

hubungan KPI dengan lembaga penyiaran. Delegasi Myanmar melakukan pertemuan 

dengan salah satu media mainstream di Jakarta untuk mengetahui mekanisme kerja 

redaksi dan pengelolaan bisnis media di Indonesia.  

 

Pada 21 Februari 2011, Dewan Pers menerima delegasi dari Timor Leste yang 

dipimpin oleh Sekretariat Kementerian Negara Timor Leste. Mereka mempelajari 

pembentukan Dewan Pers Indonesia dan pelaksanaan self-regulation di bidang media 

di Indonesia dalam bentuk Peraturan-Peraturan Dewan Pers. Sampai saat ini 

komunitas pers dan Pemerintah Timor Leste masih melakukan berbagai persiapan 

untuk pembentukan Dewan Pers Timor Leste.  

 

Wakil Ketua Dewan Pers, Bambang Harymurti, pada awal tahun 2012, diundang 

menjadi tenaga ahli UNESCO untuk memfasilitasi konsultasi penyusunan Konstitusi 

di Tunisia, serta penyusunan undang-undang pers, undang-undang penyiaran, dan 

pembentukan Dewan Pers di Myanmar. 
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Bali Media Forum  

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah mempromosikan demokrasi yang 

hidup di Indonesia melalui Bali Democracy Forum yang telah diselenggarakan oleh 

Kementerian Luar Negeri mulai tahun 2008, maka Dewan Pers menyelenggarakan 

Bali Media Forum (BMF) sejak tahun 2009. Setiap acara BMF selalu intensif dihadiri 

oleh berbagai perwakilan media massa dan unsur kelembagaan Dewan Pers dan 

asosiasi jurnalis dari wilayah regional ASEAN dan Asia Pasific. Secara khusus BMF 

pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 didukung oleh Pemerintah Norway, dan 

Dewan Pers bekerjasama dengan Internasional Federation of Journalist, Global Forum 

for Media Development, dan Thomson Foundation untuk menyelenggarakan 

kegiatannya. 

 

Rencananya, BMF tahun 2013 akan dilaksanakan lebih besar dari sisi jumlah peserta 

dan keterwakilan negara peserta. Forum ini telah secara efektif memberikan dampak 

positif, misalnya berdasar pengalaman keberadaan Dewan Pers Australia, Dewan Pers 

Hongkong, Dewan Pers India, Dewan Pers Norway, Dewan Pers Indonesia, saat ini 

segera dibentuk Interim Dewan Pers Timor Leste dan Interim Dewan Pers Myanmar.  

 

Kunjungan 

Selama tahun 2012, Dewan Pers menerima kunjungan dari lembaga lain atau 

perguruan tinggi. Berikut datanya: 

 

No. Lembaga/Organisasi Jumlah Keterangan 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

Perguruan Tinggi 

 

 

 

 

 

Instansi Pemerintah/ 

Humas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasi 

 

 

 

 

 

Perusahaan Pers 

 

5 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

  

3 

 

1. UII Yogyakarta 

2. Univ. Pancasila 

3. Univ. Muhammadiyah 

Surakarta 

4. Univ. Moestopo Beragama 

5. Univ. Multimedia Nusantara 

 

1. Komisi Penyiaran Indonesia 

2. Set DPRD Lombok Tengah 

3. Puspen TNI 

4. Pemkab Solok 

5. Humas Pemprov Jambi 

6. Ombusdman RI 

7. Suspa Mabes TNI 

8. Pemkab Hulu 

9. Pus Humas Kemendag RI 

 

1. Komunitas Pers Bali 

2. USAID 

3. Filantropi  

4. Panitia HPN 2013 

5. PWI Perwk Tebing Tinggi 

 

1. Pengurus Pusat ATVSI 
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2. Direksi AN TV 

3. Tab. Prioritas 

 

 Jumlah 22  
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< 7 > 
PENDANAAN  DAN SARANA ORGANISASI  

 

 

Pasal 15 ayat 7 UU Pers menyebutkan ñsumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari 

organisasi pers, perusahaan pers, serta bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak 

mengikat. 

 

1. Dana APBN 

Pada tahun 2010, dana bantuan negara (APBN) untuk Dewan Pers yang disalurkan  

melalui DIPA Sekretariat Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 

berjumlah Rp. 14.768.826.000 yang terealisasi Rp. 13.230.730.699 atau 89,59%. 

Untuk tahun 2011 Dewan Pers mendapatkan Rp. 17.760.000.000 dengan realisasi 

Rp. 15.354.492.723 (86,46 %). Sedangkan untuk tahun 2012, awalnya Dewan Pers 

akan menerima Rp. 18.260.000.000. Namun, karena ada kebijakan pemerintah 

tentang penghematan belanja perjalanan dinas untuk setiap kementerian, maka 

anggaran Dewan Pers dipotong menjadi Rp. 17.074.516.000. Realisasinya senilai 

Rp. 15.497.250.040,- (90,76 %).  

 

Tabel 1. 

Pagu dan Realisasi Anggaran Dewan Pers tahun 2010, 2011, dan 2012 

 

 
Sumber : DIPA Sekretariat Dewan Pers Tahun 2010, 2011, 2012 

 

Komposisi anggaran Dewan Pers dari APBN terdiri atas tiga kelompok besar: 

pertama, Belanja Pegawai yang digunakan untuk membayar gaji, tunjangan 

jabatan, uang lembur dan uang makan pegawai Sekretariat Dewan Pers (Pegawai 

Negeri Sipil/PNS). Kedua, Belanja Barang yang digunakan untuk membayar 

operasional perkantoran, pemeliharaan Gedung Dewan Pers dan seluruh kegiatan 

Dewan Pers. Ketiga, Belanja Modal digunakan untuk membeli peralatan 

pendukung operasional kegiatan perkantoran Dewan Pers seperti komputer, laptop, 
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LCD, printer, teleconference, kamera, alat perekam dan sofware untuk  

pengembangan website Dewan Pers. 

 

Total anggaran tahun 2010 hingga 2012 untuk Belanja Pegawai Rp. 3.992.316.000 

yang terealisasi Rp. 3.858.400.279 atau 96,65%; Belanja Barang Rp. 

44.089.877.000 terealisasi Rp. 38.938.729.783 atau 88,32%; dan Belanja Modal 

Rp. 1.521.149.000 terealisasi Rp. 1.285.343.400,- atau 84,50%. 

 

 

Tabel 2.  

Total anggaran dan realisasi anggaran Belanja Pegawai, Barang dan Modal                             

Dewan Pers Tahun 2010, 2011, dan 2012 

 
Sumber : DIPA Sekretariat Dewan Pers Tahun 2010, 2011, 2012 

 

Gedung Dewan Pers 

Gedung Dewan Pers di Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat, yang ditempati 

oleh Dewan Pers saat ini, dibangun oleh Asosiasi Importir Film Mandarin pada era 

Menteri Penerangan Ali Moertopo dan diresmikan oleh Presiden Soeharto, 1 Maret 

1982. Meskipun Gedung Dewan Pers milik negara, Pemerintah dalam hal ini 

Menteri Penerangan Ali Moertopo, menyerahkan penggunaannya kepada Dewan 

Pers untuk kepentingan kegiatan pers nasional. Selanjutnya, Dewan Pers 

menyerahkan pengelolaan gedung kepada Yayasan Pengelola Sarana Pers 

Nasional (YPSPN).   

 

Pada Desember 2010, dengan semangat agar pengelolaan Gedung Dewan Pers 

sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak melanggar hukum, YPSPN 

menyerahkan pengelolaan Gedung Dewan Pers kepada Kementerian Komunikasi 

dan Informatika. Pada awal 2011, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul 
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Sembiring, dan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, menandatangani surat 

pernyataan serah terima penggunaan Gedung Dewan Pers. Melalui surat 

pernyataan tersebut, Kementerian Kominfo menyerahkan pengelolaan Gedung 

Dewan Pers kepada Dewan Pers. Kini pengelolaan sehari-hari Gedung Dewan Pers 

dilakukan oleh Sekretariat Dewan Pers.    

 

Untuk memelihara dan memaksimalkan fungsi Gedung Dewan Pers serta 

menunjang kinerja Dewan Pers, secara bertahap pada tahun 2010 hingga 2012 

dilakukan pembenahan dan perbaikan Gedung Dewan Pers, seperti perbaikan 

tangga dari lantai 1 sampai 8, pembuatan taman halaman, pengaspalan jalan dan 

tempat parkir Gedung, serta penggantian mesin distribusi air.  

 

Pada tahun 2012 lantai 2 Gedung diubah menjadi ruang perpustakaan Dewan Pers. 

Perpustakaan ini diharapkan dapat membantu pelajar, mahasiswa atau masyarakat 

umum yang ingin mendapatkan bahan bacaan lengkap, khususnya yang terkait 

dengan pers. Awal tahun 2013 Perpustakaan Dewan Pers resmi berdiri dengan 

nama Perpustakaan Ali Moertopo. Nantinya, Perpustakaan ini diharapkan menjadi 

Media Center atau Pusat Data Pers Indonesia. 

 

2. Dana Non-APBN 

Pada tahun 2010 hingga 2012 Dewan Pers mendapat bantuan dana dari sejumlah 

lembaga, seperti perusahaan pers, organisasi pers, dan lembaga penyandang dana 

(donatur). Bantuan perusahaan pers datang dari suratkabar Pikiran Rakyat dan 

majalah Tempo. Bantuan juga datang dari organisasi pers, Serikat Perusahaan Pers 

(SPS) Pusat.  

 

Ada beberapa lembaga penyandang dana (donatur) yang juga memberikan 

dukungan dana berupa pelaksanaan program yang dilakukan bersama Dewan Pers. 

Pada 3 Mei 2010, UNESCO bersama Dewan Pers menggelar diskusi untuk 

memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia. Yayasan TIFA memberikan 

bantuan untuk pelaksanaan Program Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam 

Mendukung Kebebasan Pers dan Memberantas Praktek Penyalahgunaan Profesi 

Wartawan. Ini merupakan lanjutan program tahun 2009. Kedutaan Besar Australia 

bekerjasama dengan Dewan Pers menggelar Pelatihan ñJournalism Training on 

Profesionalism, Features Writing and Multimedia.ò Sementara Yayasan Anugerah 

Adiwarta Sempoerna memberikan dukungan kepada Dewan Pers untuk 

penyelenggaraan Program Peningkatan Profesionalisme Wartawan.  

 

Pada akhir tahun 2012, Dewan Pers mendapat bantuan program dari Internews 

untuk Penelitian tentang Kebijakan Internet di Indonesia. Kebijakan yang 

dipetakan adalah tentang kebijakan Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan 

internet, kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, serta 

pengendalian internet, baik infrastruktur maupun muatannya. 
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AKTIVITAS DANA DEWAN PERS NON -APBN 

 (Sumber dan penggunaan dana)  

PERIODE :    1 FEBRUARI 2010   s/d    28 FEBRUARI 2013 

        Pendapatan/sumbangan : 
    

 
1. 

Bantuan dana dari Skh Pikiran 

Rakyat   
 Rp  91.000.000  

 

 
2. Bantuan dana dari Majalah Tempo 

 
 Rp  88.000.000  

 

 
3. Bantuan program dari Unesco  

 
 Rp  14.835.919  

 

 
4. 

Bantuan program dari Yayasan 

TIFA (pelunasan program tahun 

2009) 
 

 Rp  24.417.000  
 

 
5. Bantuan dana dari Yayasan Anugerah Adiwarta  Rp 200.000.000  

 

 
6. 

Bantuan dana dari Polda Jawa 

Tengah  
 Rp     1.000.000  

 

 
7. 

Bantuan program dari Kedubes 

Australia  
 Rp   49.993.500  

 

 
8. 

Bantuan dana dari Ketua Umum SPS 

Pusat  
 Rp   50.000.000  

 

 
9. Bantuan program dari Internews 

 
 Rp   99.166.407  

 

 
10. 

Bantuan dana dari Anggota Dewan Pers (Bekti 

Nugroho) 
 Rp      1.190.000  

 

      

 Jumlah 

pendapatan/ 

sumbangan =  

 Rp 619.602.826  

Pengeluaran : 
    

 
1. Gaji/upah/honor, dll : 

  
 Rp 323.475.000  

 

 
2. Biaya transportasi  : 

  
 Rp     6.047.300  

 

 
3. Biaya lain-lain : 

    

  
1) 

Pelaksanaan program 

kerjasama DP-TIFA 
 Rp 149.542.332  

  

  
2) 

Pelaksanaan program 

kerjasama DP-Unesco : 
 Rp   14.835.919  

  

  
3) 

Pelaksanaan program 

kerjasama DP-Australia 
 Rp   39.405.550  

  

  
4) 

Biaya bantuan hukum LBH 

Pers  
 Rp   20.015.000  

  

  
1) 

Bantuan kpd UNUD 

Denpasar, Bali 
 Rp     3.000.000  

  

  
2) Iuran DP ke GFMD  

 
 Rp     1.886.500  

  

  
1) 

Pelaksanaan program 

kerjasama dengan IJTI 
 Rp   31.334.050  

  

  
5) Biaya perkantoran 

 
 Rp 102.431.403  

  

     
   Rp 362.450.754  

 

 
4. Beban bank  : 

    

  
1) Pajak bunga bank 

 
 Rp       169.728  

  

  
2) Administrasi bank 

 
 Rp    2.450.000  

  

  
3) Beban bank lain-lain 

 
 Rp       346.042  

  

     
   Rp     2.965.770  

 

      
 Jumlah  Rp 694.938.824  
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pengeluaran =  

      
 Minus =   Rp (75.335.998) 

Pendapatan lain-lain : 
    

 
1. 

Sisa dana di kas per 1 Februari 

2010;  
 Rp   61.638.793  

 

 
2. 

Sisa dana di bank per 1 Februari 

2010;  
 Rp 113.280.127  

 

 
3. 

Refund tiket, pengembalian 

pinjaman, dll  
 Rp   63.164.750  

 

 
4. 

Bunga bank (Februari 2010 s/d 

Februari 2013)  
 Rp        848.471  

 

      

 Jumlah 

pendapatan  

lain-lain =  

 Rp 238.932.141  

      

 Total sisa / 

saldo akhir =  
 Rp 163.596.143  

        
        
      

Jakarta, 28 Februari 2013 

 

 

***  
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BAGIAN III  

 

PROFIL ANGGOTA DEWAN PERS  
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Bagir Manan (Ketua) 

Bagir Manan, Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Ia sangat 

dikenal sebagai Ketua Mahkamah Agung (2001-2008). Sebelumnya menjabat 

Direktur Perundang-Undangan Departemen Kehakiman (1990-1995), Dirjen 

Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman (1995-1998). Ia 

Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) 

Bandung. Alumnus Master of Comparative Law, Southern Methodist University Law School 

Dallas, Texas, AS dan meraih gelar Doktor Hukum Tata Negara di Unpad (1990). Pernah 

menjadi Anggota DPRD Kotamadya Bandung, Anggota Komisi Ombudsman Nasional, dan 

Rektor Universitas Islam (Unisba) Bandung. Sejak 1987 menjadi penulis dan editor puluhan 

buku tentang hukum dan ketatanegaraan. Mendapat penghargaan ñDistinguished Alumni 

Awardïò dari Southern Methodist University Dedman School Of Law, Texas, USA. 

 

Bambang Harymurti (Wakil Ketua)  

Bambang Harymurti , Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Ia sangat 

mengenal dunia kewartawanan. Pernah menjadi Pemimpin Redaksi Koran 

Tempo dan majalah Tempo--majalah sangat berpengaruh di Indonesia. 

Sempat bekerja di harian Media Indonesia pasca pembredelan Tempo tahun 

1994. Kemudian bersama para mantan wartawan Tempo menerbitkan kembali Tempo pada 

tahun 1999. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT. Tempo Inti Media Tbk. Alumnus 

Elektro ITB ini mendapat gelar MPA dari Harvard University dan mengikuti sejumlah 

beasiswa dari luar negeri. Memperoleh beberapa penghargaan, di antaranya, Vernon Award, 

Edward S. Masson Fellow dari Harvard University (1990) dan Excellence in Journalism dari 

Indonesian Observer Daily (1997). E-mail: bambang@tempo.co.id 

 

Agus Sudibyo (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan 

Penegakan Etika) 

Agus Sudibyo, Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. Wakil 

Direktur Yayasan SET Jakarta. Pernah menjadi Koordinator Lobi Koalisi 

untuk Kebebasan Informasi, anggota sidang redaksi jurnal Pantau, dan peneliti media di 

ISAI. Alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi UGM (1998) ini menulis sejumlah buku, seperti 

Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru (1999), Politik Media dan Pertarungan 

Wacana (2000), Ekonomi Politik Media Penyiaran (2004). Bukunya berjudul Kebebasan 

Semu, Penjajahan Baru di Jagad Media diterbitkan Kompas tahun 2009. Aktif menulis di 

berbagai media massa untuk isu-isu media dan kebebasan informasi. Mengikuti SEAPA 

Fellowship tahun 2004 serta melakukan studi tentang malaysiakini.com dan gerakan 

reformasi di Malaysia. Menerima Press Freedom Award 2007 dari AJI Indonesia. E-mail: 

pringgondani2@yahoo.com  

 

mailto:pringgondani2@yahoo.com
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Anak Bagus Gde Satria Naradha (Ketua Komisi Pemberdayaan 

Organisasi) 

ABG Satria Naradha, Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan 

pers. Ia termasuk pelopor berdirinya Asosiasi Televisi Lokal Indonesia 

(ATVLI), mendirikan Bali TV serta membidani kelahiran sejumlah televisi di daerah, seperti 

Jogja TV, Bandung TV, Cakra TV, Sriwijaya TV, dan Aceh TV. Menjabat sebagai Pemimpin 

Umum dan Pemimpin Redaksi Bali Post, harian berpengaruh di Bali, sampai kemudian 

menjadi Pimpinan Kelompok Media Bali Post (KMBP). Kelompok media ini membawahi 

sejumlah media cetak dan elektronik di Bali serta daerah lainnya. Lulusan Sekolah Tinggi 

Ilmu Komunikasi Surabaya ini adalah anggota Word Association of Newspaper. Di Jakarta, 

pada awal 2007, mendirikan harian Bisnis Jakarta yang dibagikan gratis. E-mail: 

naradha@indo.net.id 

 

Bekti Nugroho (Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan 

Hubungan Luar Negeri) 

Bekti Nugroho, Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Ia wartawan 

senior di RCTI. Memulai karir di bidang jurnalistik sejak 1988 ketika menjadi 

mahasiswa. Pernah meliput berbagai peristiwa penting, seperti konflik di Sampit, Timor 

Timur, dialog segitiga antara PBB dan Indonesia di London mengenai Timor Timur. Menjadi 

host tamu acara Jakarta Pagi Ini di RRI Pro 2 FM dan pelatih untuk TV-TV lokal. Alumnus 

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang dan Diploma Matematika 

UKSW Salatiga, pernah menjadi Redaktur majalah EDITOR, mengikuti berbagai pelatihan 

seperti Indonesia Australia Specialized Training Program (IASTP) bidang TV Current Affairs 

di Sydney. Mantan guru matematika ini tahun 2006 menjadi peserta Asia Media Summit di 

Malaysia. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia 

(IJTI). E-mail: benlapansatu@gmail.com 

 

Margiono (Ketua Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi) 

Margiono, Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan. Terpilih sebagai 

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2008-

2013, sebelumnya adalah Ketua Bidang Daerah. Alumnus Sekolah Tinggi 

Kesejahteraan Sosial Bandung (1982) ini tahun 1984 mulai menjadi 

wartawan di harian Jawa Pos, Surabaya, dan lima tahun kemudian menjadi Pemimpin 

Redaksi. Pernah menjadi Pemimpin Redaksi majalah D&R. Saat ini menempati posisi 

Direktur Jawa Pos Group dan Direktur Utama Rakyat Merdeka Group. Ia Ketua Presidium 

Ikatan Pelajar Pekerja Sosial Profesional Indonesia dan Sekjen Presidium Pembentukan Kota 

Tangerang Selatan. 
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Muhammad Ridlo 'Eisy (Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, 

dan Ratifikasi Pers) 

Muhammad Ridlo Eisy, Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan 

perusahaan pers. Ia adalah Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat. 

Pernah menjabat sebagai Direktur PT. Galamedia Bandung Perkasa yang menerbitkan harian 

Galamedia. Menjadi wartawan harian Pikiran Rakyat sejak 1982, kemudian Kepala Bagian 

Keuangan, dan saat ini menjadi anggota Dewan Redaksi di harian terbesar di Jawa Barat 

tersebut. Pernah belajar di Teknik Geologi ITB dan MBA di Sekolah Tinggi Manajemen 

Bandung (STMB) Yayasan Telkom. Mengajar di Universitas Pasundan Bandung dan pernah 

mengajar di Universitas Komputer Indonesia Bandung. Penulis naskah akademis RUU Pers 

dan RUU Penyiaran. Selain wartawan, Ia juga penyair. Aktif di Pramuka, sekarang menjadi 

anggota Majelis Pembimbing Daerah Jawa Barat (2010-2015). Ketua Harian Pengurus 

Percasi Jawa Barat (2006-2010). Bukunya berjudul Peranan Media dalam Masyarakat 

diterbitkan tahun 2007. E-mail: ridloeisy@yahoo.com 

 

Wina Armada Sukardi (Ketua Komisi Hukum dan Perundang-

Undangan) 

Wina Armada Sukardi , Anggota Dewan Pers dari unsur tokoh masyarakat. 

Ia pernah bekerja di berbagai media seperti majalah Dialog, Vista, Forum 

Keadilan, Bursa Konsumen, Harian Prioritas, Merdeka, stasiun Televisi 

Pendidikan Indonesia (TPI), radio Arief Rachman Hakim (ARH). Alumnus Fakultas Hukum 

UI tahun 1985 dan Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen IMNI tahun 1992 ini 

telah menulis beberapa buku seperti Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers 

(2007), Menggugat Kebebasan Pers (1993), Wajah Hukum Pidana Pers (1989). Ribuan 

tulisannya pernah dimuat di berbagai media massa. Pernah juga menjadi kritikus film terbaik 

Festival Film Indonesia tahun 1986 dan 1998. Menjadi Sekretaris Jenderal Persatuan 

Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2003-2008. E-mail: 

winaarmada@telkomsel.blackberry.com 

 

Zulf iani Lubis (Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan 

Pengembangan Profesi) 

Zulfiani Lubis , Anggota Dewan Pers dari unsur pimpinan perusahaan pers. 

Ia juga Anggota Dewan Pers periode 2003 - 2006. Namanya sangat dikenal 

di dunia pertelevisian Indonesia dan saat ini menjadi Pemimpin Redaksi ANTV. Sebelumnya 

pernah menjabat sebagai Wakil Pemimpin Redaksi TV7 (sekarang Trans7). Memulai karir 

sebagai wartawan di majalah Warta Ekonomi dan PANJI. Posisi Ketua Harian Asosiasi 

Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dijabatnya sejak 2002 sampai sekarang. Alumnus Institut 

Pertanian Bogor tahun 1989 ini tercatat sebagai Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB dan 

Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia. Tahun 2000 mengikuti Jefferson Fellowship, 

East West Center, Universitas Hawaii. Aktif dalam berbagai pertemuan internasional 

mengenai pers. E-mail: unilubis@an.tv 
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BAGIAN IV 

 

LAMPIRAN -LAMPIRAN  
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Lampiran -lampiran di bawah ini disahkan, ditetapkan atau ditandatangani 

selama Dewan Pers Periode 2010 - 2013 

 

1. Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers Sebagai Lembaga Penguji 

Kompetensi Wartawan. 

2. Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Wartawan Sebagai Lembaga 

Penguji Kompetensi Wartawan. 

3. Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan 

Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan. 

4. Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perguruan Tinggi Sebagai Lembaga Penguji 

Standar Kompetensi Wartawan. 

5. Kriteria Tokoh Pers Sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama. 

6. Pedoman Pemberitaan Media Siber. 

7. Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan. 

8. Kode Etik Filantropi Media Massa. 

9. SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Dewan Pers. 

10. Nota Kesepahaman Dewan Pers ï Komisi Informasi Pusat. 

11. Nota Kesepahaman Dewan Pers ï Polri. 

12. Nota Kesepahaman Dewan Pers ï Kejaksaan RI. 

13. Nota Kesepahaman Dewan Pers Indonesia ï Dewan Pers India. 

14. Nota Kesepahaman Dewan Pers Indonesia ï Dewan Pers Thailand. 
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LAMPIRAN 1 

 

Lampiran:  

Surat Keputusan Dewan Pers  

Nomor  02 /SK-DP/I/2011 

tentang  

          Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers  Sebagai  Lembaga 

Penguji  

                                                                          Standar Kompetensi Wartawan (SKW):  

 

 

Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Perusahaan Pers 

Sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan 
 

 Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers  Nomor : 1/Peraturan - DP/II/2010 

tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW), maka perusahaan pers wajib 

memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

 

I.   Standar Perusahaan Pers sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 

04/Peraturan-DP/III/2008 tentang  Standar Perusahaan Pers sebagai berikut : 

1. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan 

usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor 

berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus 

menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. 

2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas atau  badan-badan 

hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan 

HAM atau instansi lain yang berwenang. 

4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar 

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan 

Pers. 

6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk 

menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 

6 (enam) bulan. 

7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan 

melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media 

penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal. 

8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya 

sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali 

setahun. 

9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan 

karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan 

saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja 

Bersama. 
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10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan 

dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan. 

11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers 

dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat 

dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. 

12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan 

dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme. 

13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak 

boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti 

Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab 

secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak 

ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut 

dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang 

diterbitkan atau disiarkan. 

15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan 

kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan 

kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi. 

16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang  

sematamata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers. 

17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan 

perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran 

Indonesia.  

II. Perusahaan pers memiliki wartawan dengan status karyawan tetap  sekurang-

kurangnya 40 (empat puluh) orang wartawan dan sekurang-kurangnya 30 (tiga 

puluh) orang diantaranya sudah memiliki jenjang Kompetensi Wartawan 

Utama. 

III.  Perusahaan  pers  sudah  harus   didirikan    sekurang-kurangnya    selama 10 

tahun  sejak Peraturan Standar Kompetensi Wartawan berlaku.   

IV. Perusahaan Pers memiliki bagian/unit kerja/fungsi Pendidikan dan Pelatihan 

sekurang-kurangnya sudah didirikan  5 tahun sejak Peraturan Standar 

Kompetensi Wartawan berlaku. 

V. Penangung Jawab/Pemimpin Redaksi Perusahaan Pers adalah wartawan yang 

telah memiliki jenjang kualifikasi kompetensi wartawan utama dan pengalaman 

kerja sebagai wartawan sekurang-kurangnya 5 tahun. 

VI. Perusahaan Pers wajib mematuhi Peraturan Dewan Pers tentang perubahan 

jumlah minimal modal dasar perusahaan pers. 

VII.  Perusahaan Pers dalam melaksanakan uji kompetensi Standar Kompetensi 

Wartawan harus mengacu kepada Standar Kompetensi Wartawan yang telah 

ditetapkan oleh Dewan Pers.  

VIII.  Dewan Pers melakukan verifikasi terhadap Perusahaan Pers sebagai Lembaga 

Penguji Standar Kompetensi Wartawan. 

IX. Perusahaan pers yang lulus verifikasi sebagai lembaga penguji SKW dapat 

melakukan uji kompetensi baik terhadap wartawan perusahaannya sendiri 

maupun wartawan di luar perusahaan tersebut dengan mengikuti syarat dan 

ketentuan dari perusahaan pers penguji SKW. 
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X. Perusahaan Pers sebagai Lembaga penguji SKW wajib melaporkan hasil uji 

kompetensi wartawan  berikut daftar nama peserta yang lulus kepada Dewan 

Pers. 

XI. Lembaga penguji SKW menerbitkan tanda kelulusan uji kompetensi yang 

disahkan oleh  Dewan Pers. 

XII.  Dewan Pers dapat mencabut atau membatalkan status Perusahaan Pers sebagai 

Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan jika sudah tidak memenuhi 

kriteria yang ditetapkan.  
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LAMPIRAN 2 

 

Lampiran:  

Surat Keputusan Dewan Pers  

Nomor  03/SK-DP/I/2011 

tentang  

Kriteria dan Tata Cara  Menetapkan Organisasi Wartawan sebagai  Lembaga 

Penguji  

Standar Kompetensi Wartawan (SKW):  

 

 

Kriteria dan Tata Cara Menetapkan Organisasi Wartawan 

Sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan 
 

 Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers  Nomor: 1/Peraturan- DP/II/2010 

tentang Standar Kompetensi Wartawan, maka organisasi wartawan wajib memenuhi 

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

I. Standar Organisasi Wartawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No 

04/Peraturan-DP/III/2006 tentang  Standar Organisasi Wartawan sebagai berikut: 

1. Organisasi wartawan berbentuk badan hukum. 

2. Organisasi wartawan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga sebagai organisasi profesi. 

3. Organisasi wartawan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, dengan 

kantor pusat berkedudukan di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi dan 

memiliki alamat kantor pusat serta kantor cabang-cabang yang jelas dan 

dapat diverifikasi. 

4. Organisasi wartawan memiliki pengurus pusat yang sedikitnya terdiri atas 

ketua, sekretaris, bendahara, dan tiga orang pengurus lainnya yang tidak 

merangkap jabatan. 

5. Organisasi wartawan, selain mempunyai pengurus pusat, juga memiliki 

pengurus cabang sekurang-kurangnya di sepuluh jumlah provinsi di 

Indonesia. 

6. Organisasi wartawan memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui 

kongres atau musyawarah nasional atau muktamar dalam setiap kurun waktu 

tertentu. 

7. Organisasi wartawan memiliki anggota sedikitnya 500 wartawan dari seluruh 

cabang, yang dibuktikan dengan: 

a. Kartu Pers atau Kartu Tanda Anggota dari organisasi yang   bersangkutan 

yang masih berlaku. 

b. Kartu Pers atau Surat Keterangan dari perusahaan pers tempat ia bekerja 

secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden. 

c. Karya jurnalistik yang secara teratur dimuat atau disiarkan di media tempat 

ia bekerja secara tetap atau tempat ia menjadi koresponden. 
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d. Bekerja secara tetap atau menjadi koresponden di perusahaan pers yang 

memiliki media yang masih terbit atau masih melakukan siaran secara 

reguler. 

e.  Bukti-bukti tersebut (butir a sampai d) diverifikasi oleh Dewan Pers. 

8. Organisasi wartawan memiliki program kerja di bidang peningkatan 

profesionalisme pers. 

9. Organisasi wartawan memiliki kode etik jurnalistik, yang secara prinsip tidak 

bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. 

10. Organisasi wartawan memiliki dewan kehormatan atau majelis kode etik 

jurnalistik yang bertugas: 

a.  mengawasi pelaksanaan kode etik oleh para anggotanya; 

b. mengambil  putusan  ada  tidaknya pelanggaran  kode etik oleh 

anggotanya; serta; 

c.  menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik oleh anggotanya. 

11. Organisasi wartawan terdaftar di Dewan Pers dan bersedia diverifikasi oleh 

Dewan Pers. 

12. Organisasi wartawan melakukan registrasi ke Dewan Pers setiap terjadi 

pergantian pengurus. 

13. Penetapan atas standar organisasi wartawan ini dan pengawasan 

pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Pers. 

II. Organisasi wartawan yang dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penguji Standar 

Kompetensi Wartawan adalah organisasi wartawan di tingkat pusat atau 

induknya. 

III.  Organisasi wartawan yang telah ditetapkan sebagai Lembaga Penguji Standar 

Kompetensi Wartawan dapat melakukan pengujian di pusat dan daerah. 

IV. Organisasi wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan 

harus memiliki bagian atau fungsi pendidikan dan latihan sekurang-kurangnya 5 

(lima) tahun sejak Peraturan Standar Kompetensi berlaku. 

V. Organisasi wartawan dalam melaksanakan uji kompetensi Standar Kompetensi 

Wartawan harus mengacu kepada Standar Kompetensi Wartawan yang telah 

ditetapkan oleh Dewan Pers. 

VI. Dewan Pers melakukan verifikasi dan menetapkan Organisasi Wartawan sebagai 

Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan. 

VII.  Organisasi  wartawan yang lulus verifikasi sebagai lembaga penguji SKW dapat 

melakukan uji kompetensi baik terhadap wartawan di dalam organisasinya 

sendiri maupun wartawan di luar organisasi wartawan tersebut dengan mengikuti 

syarat dan ketentuan dari organisasi wartawan penguji Standar Kompetensi 

Wartawan. 

VIII.  Organisasi wartawan sebagai Lembaga penguji SKW wajib melaporkan hasil uji 

kompetensi wartawan  berikut daftar nama peserta yang lulus kepada Dewan 

Pers. 

IX. Organissasi Wartawan sebagai Lembaga penguji Standar Kompetensi Wartawan 

(SKW) menerbitkan tanda kelulusan uji kompetensi yang disahkan oleh  Dewan 

Pers. 

X. Dewan Pers dapat mencabut atau membatalkan status organisasi wartawan 

sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan apabila Organisasi 

Wartawan tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. 
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LAMPIRAN 3 

 

Lampiran:  

Surat Keputusan Dewan Pers  

Nomor  04/SK-DP/XII/2010 

tentang  

Kriteria dan Tata Cara  Menetapkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan 

Sebagai  Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan (SKW):  

 

 

Kriteria dan Tata Cara Menetapkan  

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan  

Sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan 
 

 

 Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi 

Wartawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers  Nomor: 1/Peraturan-

DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, maka Lembaga Pendidikan dan 

Pelatihan Wartawan wajib memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan berbentuk badan hukum. 

2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan memiliki Kurikulum dan Silabus 

yang selaras dengan Standar Kompetensi Wartawan yang dibuat dan disahkan 

oleh Dewan Pers. 

3. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan berkedudukan di wilayah Republik 

Indonesia, dengan kantor pusat dan atau cabang yang dapat diverifikasi. 

4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sudah didirikan sekurang-

kurangnya 10 tahun sebelum Standar Kompetensi Wartawan ini diberlakukan. 

5. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan wajib mempunyai pengurus tetap. 

6. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan wajib mempunyai pengajar tetap 

sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari unsur akademisi dan 7 (tujuh) orang dari 

unsur praktisi 

7. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan memiliki fasilitas   yang   tetap dan 

memadai. 

8. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan mampu melaksanakan uji    

kompetensi wartawan secara obyektif. 

9. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan dalam melaksanakan uji 

kompetensi wartawan wajib mengacu kepada Standar Kompetensi Wartawan 

yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. 

10. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan wajib memberitahukan setiap 

rencana dan pelaksanaan uji kompetensi wartawan kepada Dewan Pers. 

11. Dewan Pers melakukan verifikasi dan penetapan terhadap Lembaga Pendidikan 

dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi 

Wartawan. 
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12. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga penguji SKW 

wajib melaporkan hasil uji kompetensi wartawan  berikut daftar nama peserta 

yang lulus kepada Dewan Pers. 

13. Lembaga penguji SKW menerbitkan tanda kelulusan uji kompetensi yang 

disahkan oleh  Dewan Pers. 

14. Dewan Pers dapat mencabut atau membatalkan Lembaga Pendidikan dan 

Pelatihan Wartawan sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan 

jika sudah tidak memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.  
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LAMPIRAN 4 

 

Lampiran:  

Surat Keputusan Dewan Pers  

Nomor   05/SK-DP/I/2011 

tentang  

Kriteria dan Tata Cara  Menetapkan Perguruan Tinggi  sebagai  Lembaga Penguji  

Standar Kompetensi Wartawan (SKW):  

 

Kriteria dan Tata Cara Menetapkan 

Perguruan Tinggi Sebagai Lembaga Penguji  

Standar Kompetensi Wartawan 
 

 Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers  Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 

tentang Standar Kompetensi Wartawan, maka Perguruan Tinggi wajib memenuhi 

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 

A.  Krit eria/Persyaratan Lembaga Penguji Kompetensi Perguruan Tinggi 

Negeri Nasional: 

1.  Perguruan tinggi  sekurang-kurangnya  telah didirikan  20 (dua puluh) 

tahun. 

2.   Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompentensi Wartawan 

wajib memiliki program studi jurnalistik yang telah berjalan sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) tahun. 

3. Perguruan tinggi   sebagai Lembaga Penguji Standar Kompentensi 

Wartawan wajib memiliki pengajar di bidang jurnalistik dari unsur praktisi 

sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) orang.  

4. Perguruan tinggi  sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan 

wajib menyertakan penguji pendamping dari unsur praktisi jurnalistik. 

5. Perguruan tinggi  sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan 

dalam melaksanakan uji kompetensi Standar Kompetensi Wartawan wajib 

mengacu kepada Standar Kompetensi Wartawan yang telah ditetapkan oleh 

Dewan Pers. 

6. Dewan Pers melakukan verifikasi dan menetapkan Perguruan tinggi  

sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan. 

7. Perguruan tinggi  sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan 

wajib memberitahukan  rencana, pelaksanaan dan nama-nama peserta yang 

lulus uji kompetensi wartawan kepada Dewan Pers. 

8.   Perguruan tinggi sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan 

memerlukan tanda kelulusan uji kompetensi yang disahkan oleh Dewan 

Pers. 
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9.    Dewan Pers dapat mencabut atau membatalkan status Perguruan tinggi 

sebagai Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan jika sudah tidak 

memenuhi ketentuan Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan. 
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LAMPIRAN 5 

 

Lampiran:  

Surat Keputusan Dewan Pers  

Nomor  06/SK-DP/I/2011 

tentang  

Kriteria Tokoh Pers Nasional Yang Dapat Ditetapkan Memiliki   

jenjang Standar Kompetensi Wartawan Utama:  

 

 

Kriteria Tokoh Pers  

Sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama 
 

 Untuk dapat ditetapkan Tokoh Pers yang telah memiliki Kompetensi Wartawan 

Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor : 1/Peraturan-

DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan,  seorang wartawan harus 

memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut : 

 

1. Berusia sekurang-kurangnya 50 tahun pada saat Standar Kompetensi Wartawan 

ditetapkan, yaitu 2 Februari 2010. 

2. Memiliki pengalaman jurnalistik sekurang-kurangnya selama 30 tahun secara 

berkesinambungan.  

3. Telah memiliki kemampuan teknis jurnalistik dan memahami etika jurnalistik. 

4. Telah menghasilkan karya jurnalistik yang sudah diakui masyarakat atau 

komunitas pers dan atau konstituen Dewan Pers. 

5. Telah memberikan konstribusi untuk pembangunan dan  pengembangan pers 

atau  penegakkan kemerdekaan pers nasional atau penghargaan internasional di 

bidang pers.   

6. Berpengalaman menjadi pengurus dalam organisasi pers dan atau aktif dalam 

kegiatan masyarakat  pers. 

7. Memiliki  integritas dan etos kerja di dunia pers yang tidak tercela.  

 

Penetapan Kompetensi Tokoh Pers yang telah memiliki jenjang Standar   

Kompetensi Wartawan Utama sepenuhnya dilakukan dan disahkan oleh   Dewan Pers. 
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LAMPIRAN 6 

 

Lampiran:  

Peraturan Dewan Pers 

Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 

Tentang 

Pedoman Pemberitaan Media Siber 

 

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER  

 

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi 

manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari 

kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. 

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya 

dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu 

Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun 

Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup 

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan 

melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers 

dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. 

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau 

dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, 

suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti 

blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.  

2. Verifikasi dan keberimbangan berita 

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. 

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama 

untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. 

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:  

1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; 

2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, 

kredibel dan kompeten; 

3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau 

tidak dapat diwawancarai; 

4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih 

memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. 

Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan 

menggunakan huruf miring. 

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya 

verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita 

pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi. 

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) 
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a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan 

Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 

tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. 

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan 

dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua 

bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut. 

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan 

tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: 

1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;  

2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan 

suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan 

kekerasan; 

3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, 

serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau 

cacat jasmani. 

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan 

Pengguna yang bertentangan dengan butir (c). 

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang 

dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di 

tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna. 

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi 

Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera 

mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan 

diterima. 

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak 

dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang 

melanggar ketentuan pada butir (c). 

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak 

mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f). 

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab 

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik 

Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. 

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi 

atau yang diberi hak jawab. 

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan 

ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut. 

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka: 

1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang 

dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah 

otoritas teknisnya; 

2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh 

media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;  

3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan 

koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau 

pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari 

berita yang tidak dikoreksinya itu. 

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab 

dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus 

juta rupiah). 
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5. Pencabutan Berita 

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari 

pihak luar redaksi, kecuali  terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, 

pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang 

ditetapkan Dewan Pers. 

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah 

dicabut. 

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada 

publik. 

6. Iklan 

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. 

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib 

mencantumkan keterangan òadvertorialò, òiklanò, òadsò, òsponsoredò, atau kata lain 

yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan. 

7. Hak Cipta 

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

8. Pencantuman Pedoman 

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya 

secara terang dan jelas. 

9. Sengketa 

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber 

ini diselesaikan oleh Dewan Pers. 

Jakarta, 3 Februari 2012 
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LAMPIRAN 7 

 

PEDOMAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN  

TERHADAP WARTAWAN  
 

  

I. Pendahuluan 

  
Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi 

kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-

Bangsa (United Nations Human Rights Council) di Wina, Austria, dalam resolusi 

yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali 

menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan 

ekspresi.  

Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di 

dunia agar òmengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan yang 

memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen.ò Resolusi 

ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan 

dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif. 

 

II.      Latar Belakang 

  

Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selama ini telah 

terjadi banyak kekerasan terhadap wartawan atau media. Aspek yang menonjol dalam 

penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan adalah belum adanya pedoman 

tentang tahap-tahap dan mekanisme yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak 

terkait. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman penanganan yang memadahi. 

Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi ketentuan yang telah ada dalam rangka 

menyelesaikan kasus-kasus pers berdasarkan semangat dan isi UU Pers No. 40 Tahun 

1999. 

 

  

III.    Definisi Kekerasan Terhadap Wartawan 

  

Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud di dalam Pedoman ini adalah kekerasan 

terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan 

akibat karya jurnalistik. 

  

IV.  Bentuk Kekerasan Terhadap Wartawan 

 

1. Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, 

penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan. 

2. Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-

kata yang merendahkan, dan pelecehan.  

3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.  
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4. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja 

wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat 

memproses pekerjaan kewartawanannya. 

5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini 

merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM. 

   

V. Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan 

  

1. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan atas persetujuan 

korban atau ahli waris.  

2. Penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan harus dilakukan secepatnya.  

3. Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik 

menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, 

dan Dewan Pers. 

4. Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik 

menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.  

5. Organisasi profesi wartawan dan perusahaan pers harus bersikap adil dan 

memberikan sanksi tegas jika ditemukan bukti-bukti bahwa wartawan melanggar 

kode etik jurnalistik dan atau turut menyebabkan terjadinya kasus kekerasan. 

6. Perusahaan pers, asosiasi perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan 

membentuk lumbung dana taktis untuk penanganan tindak kekerasan terhadap 

wartawan. Dewan Pers memfasilitasi pembentukan lumbung dana taktis tersebut. 

7. Media massa perlu menghindari pemberitaan kasus kekerasan terhadap wartawan 

yang dapat menghambat penanganan masalah, termasuk mempersulit evakuasi 

dan perlindungan korban. 

 

VI.  Langkah Penanganan 

 

Langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagai berikut:  

 

1. Pengumpulan informasi, yaitu membuat kronologi, menentukan pihak-pihak yang 

terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-

bukti.  

2. Verifikasi untuk menentukan:  

a) Kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau 

tidak. 

b) Wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada 

terjadinya kekerasan. 

3. Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan 

kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya. 

4. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi:  

a) Langkah litigasi. 

b) Langkah nonlitigasi. 

5. Langkah koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan 

organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM 

media, atau LSM HAM. 
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6. Pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan. 

 

Proses evakuasi korban atau keluarga nya harus didahulukan dalam penanganan kasus 

kekerasan terhadap wartawan jika kondisi mengharuskan demikian. 

 

  

VII.  Tanggung Jawab Perusahaan Pers: 

  
1. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan 

dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun 

nonkaryawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi: a) menanggung biaya 

pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta; b) berkoordinasi dengan organisasi 

profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum; c) memberikan 

pendampingan hukum. 

2. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan 

telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan. 

3. Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan 

jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan 

maupun nonkaryawan. 

4. Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan 

perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus. 

5. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa 

melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya. 

 

VIII.  Tanggung Jawab Organisasi Profesi Wartawan: 

  

1. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban 

kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. 

Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan 

terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab V Pedoman ini. 

2. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi 

terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di 

tingkat lokal. 

3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan 

terhadap wartawan. 

4. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya 

kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan 

verifikasi data.  

   

IX.  Tanggung Jawab Dewan Pers: 

  

1. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap 

Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan. 

2. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan 

sebagaimana diatur dalam Pedoman ini. 

3. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan 

terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai. 
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4. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah 

penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau 

keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan 

bukti-bukti tindak kekerasan. 

5. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses 

hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang 

dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya. 

  

X. Ketentuan Penutup 

  

1. Dewan Pers dan organisasi profesi wartawan membentuk satuan tugas untuk 

melaksanakan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini.  

2. Setiap kasus kekerasan terhadap wartawan akan diselesaikan melalui litigasi. 

Kecekatan para penegak hukum amat penting untuk menghindari impunitas yang 

menyebabkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap wartawan dan media pers 

terabaikan dalam waktu yang tidak menentu.  

3. Penyelesaian nonlitigasi dapat dilaksanakan jika benar-benar dikehendaki oleh 

korban tanpa tekanan dari pihak mana pun. Penyelesaian nonlitigasi harus 

melibatkan perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, dan Dewan Pers. 

 

 

Jakarta, 6 Desember 2012 
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LAMPIRAN 8 

 

 

KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA  
 

PENDAHULUAN  

Aktivitas mediamassa dalam menjembatani serta menggalang ókedermawanan sosial 

masyarakatô ïpopuler dengan istilah filantropi- merupakan  perwujudan dari 

kepedulian sosial mediamassa serta bagian dari fungsi dan peran sosial  mediamassa 

yang bersangkutan.  Karena hal ini berkaitan dengan kredibilitas mediamassa yang 

bersangkutan di mata masyarakat, maka aktivitas ini harus dilakukan dengan cara-cara 

yang baik, benar, transparan, akuntabel, serta penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

Dalam menjalankan fungsi jurnalistik, mediamassa telah punya satu acuan bersama 

yaitu Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program 

Siaran (P3SPS).  Sementara dalam menangani kedermawanan sosial masyarakat ini 

belum ada aturan main yang baku, yang  bisa menjadi acuan dan dihormati oleh 

semua Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.   Padahal kebutuhan itu 

sudah cukup mendesak mengingat dalam praktek sehari-hari, sering ditemukan hal-hal 

yang bisa mengganggu kredibilitas Pengelola Sumbangan Masyarakat di 

Mediamassa. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dirumuskan dan disepakatilah suatu kode 

etik sebagai perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, penyumbang, mitra dan 

diri sendiri.  Kode etik itu disebut Kode Etik Filantropi Mediamassa. 

Kode Etik Filantropi Mediamassa ini mengacu pada Kode Etik Jurnalistik, Pedoman 

Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pedoman Media Siber, 

Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia dan Undang-

Undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan penggalangan, pengelolaan, dan 

pendayagunaan sumbangan masyarakat.  

 

 

BAGIAN SAT U 

RUANG LINGKUP DAN FU NGSI KODE ETIK  
  

Kode Etik Filantropi Mediamassa ini berlaku dan harus ditaati oleh semua Pengelola 

Sumbangan Masyarakat di Mediamassa, baik yang berbentuk yayasan maupun 

kepanitiaan. 

  

Fungsi utama kode etik ini adalah pedoman umum, rujukan, dan instrumen edukasi 

bagi Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam 

penggalangan/penerimaan, pengelolaan, serta penyaluran sumbangan masyarakat.   

Selain itu, kode etik ini juga berfungsi sebagai regulasi internal yang mengikat bagi 

praktisi media saat menjalankan kegiatan filantropi. 

 

 

BAGIAN DUA  
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PRINSIP-PRINSIP DALAM KODE E TIK  

Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa melakukan penggalangan, 

pengelolaan, dan penyaluran sumbangan masyarakat dengan dilandasi nilai, prinsip, 

dan semangat: 

 

1. Kesukarelaan 
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan 

menyalurkan sumbangan masyarakat dengan dilandasi keikhlasan, tanpa paksaan/ 

ancaman, atau iming-iming tertentu. 

 

2. Independensi 
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan 

menyalurkan sumbangan masyarakat secara otonom, bebas dari pengaruh dan 

kepentingan-kepentingan pemerintah, partai politik, penyumbang, bisnis, dan siapa 

pun yang dapat menghilangkan independensi pengelola sumbangan dalam 

bertindak untuk kepentingan umum. 

 

3. Profesionalisme 

Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa memiliki dan mengembangkan 

kapasitas yang relevan dalam pengelolaan sumbangan masyarakat sesuai standar 

kompetensi atau keterampilan yang diperlukan dalam praktik di lapangan. 

 

4. Nondiskriminasi 

Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan 

menyalurkan sumbangan masyarakat dengan tidak membedakan jenis kelamin, 

suku, agama, ras, kelompok, dan aliran politik. 

 

5. Tepat-Guna dan Tepat-Sasaran  
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan 

menyalurkan sumbangan masyarakat secara cermat, dengan mengedepankan 

prinsip tepat-guna dan tepat-sasaran. 

 

6. Komitmen Organisasi 
Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan 

menyalurkan sumbangan masyarakat melalui penerapan kebijaksanaan yang jelas 

dan tegas. 

 

7. Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menggalang, mengelola, dan 

menyalurkan sumbangan masyarakat dengan mengedepankan prinsip transparansi 

dan akuntabilitas. 

  

 

 

BAGIAN TIGA  

KODE ETIK FILANTROPI MEDIAMASSA  
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BAB I  

PENGGALANGAN DAN PEN ERIMAAN SUMBANGAN  

 

Pasal 1 

Sifat Penggalangan Dana 

 

1. Penggalangan sumbangan masyarakat di mediamassa dilakukan secara:  

a. Sukarela. 

b. Terbuka.  

c. Etis. 

d. Independen 

e. Sesuai Hukum. 

2. Setiap penyelenggaraan penggalangan sumbangan masyarakat harus 

mencantumkan nama dan tujuan kegiatan tersebut sepanjang kegiatan berlangsung. 

 

 

Pasal 2 

Penggunaan Rekening 

 

1. Untuk menampung seluruh sumbangan dari masyarakat, Pengelola Sumbangan 

Masyarakat di Mediamassa wajib membuka rekening bank tersendiri (khusus), 

yang terpisah dari rekening perusahaan. 

2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus mempublikasikan nomor 

rekening yang digunakan secara lengkap.  

3. Rekening yang digunakan dalam penggalangan sumbangan masyarakat di 

mediamassa harus terbuka untuk keperluan pemeriksaan keuangan oleh lembaga 

yang berkompeten.  

 

 

Pasal 3 

Sosialisasi Program 

 

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak diperbolehkan 

menggunakan gambar/tayangan yang mengandung hal-hal yang bertentangan 

dengan perundang-undangan dan peraturan tentang isi mediamassa dan hukum 

positif yang berlaku. 

2. Penggunaan gambar, tayangan dan atau suara yang berasal dari korban atau 

keluarganya yang dengan sengaja diproduksi untuk keperluan sosialisasi dan 

publikasi kegiatan penggalangan dana, harus dengan izin  yang sesuai dengan 

hukum yang berlaku dari korban atau keluarganya. 

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa juga harus mempertimbangkan 

frekuensi atau jumlah penayangan, guna menghindari kesan mengekploitasi 

korban. 

 

 

BAB II  

PENGELOLAAN SUMBANGA N 
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Pasal 4 

Pengelola Sumbangan 

 

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa adalah organisasi, baik yang 

bersifat tetap atau ad-hoc, yang dibentuk atau ditunjuk oleh perusahaan 

mediamassa bersangkutan untuk melakukan pencatatan atau pengadministrasian 

sumbangan, pengembangan program, serta penyaluran atau pendayagunaan 

sumbangan.  

2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa mencantumkan dan 

mempublikasikan organisasi secara terbuka kepada masyarakat. 

3. Kepengurusan Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa ditetapkan 

dalam sebuah surat keputusan  perusahaan atau yayasan yang dibentuk 

mediamassa.  

 

 

Pasal 5 

Komitmen Organisasi  

 

1. Dalam mengelola dana masyarakat, setiap perusahaan mediamassa harus memiliki 

tata aturan tertulis yang jelas dan tegas. 

2. Menempatkan personilnya dalam jumlah dan kapasitas yang memadai untuk 

mengelola kegiatan. 

 

 

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus memperhatikan kapasitas 

pengelolaan sumbangan.  

4. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menyediakan akses bagi 

penyumbang atau masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan komplain 

dalam bentuk hotline (nomor telepon langsung), emai (surat elektronik), atau SMS 

(pesan singkat). 

5. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa perlu secara berkala 

mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan 

kualitas, kapabiltas, dan kredibilitasnya. 

6. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak menyalahgunakan 

program atau kegiatannya untuk kepentingan kelompok atau pribadi. 

7. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa perlu mengikutsertakan 

personilnya dalam program asuransi jiwa selama menjalankan program. 

 

 

Pasal 6 

Pengelolaan Sumbangan 

 

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus mencatat dan 

mendokumentasikan dengan baik dan cermat data/informasi mengenai 

penyumbang (nama, alamat, bentuk, dan jumlah sumbangan yang mereka berikan).  
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2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa menerapkan sistem dan 

prosedur pengelolaan keuangan sesuai peraturan dan standar akuntansi yang 

berlaku. 

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menghormati hak 

penyumbang yang menolak nama dan indentitasnya dipublikasikan.  

4. Informasi atau data base mengenai penyumbang tidak boleh dialihkan atau 

diperjualbelikan kepada pihak ketiga, baik perorangan atau organisasi. 

 

 

Pasal 7 

Dana Operasional  

 

1. Dana operasional adalah dana yang disisihkan atau diambil dari sumbangan   

masyarakat untuk keperluan pengadministrasian, sosialisasi program, penyaluran, 

dan pendayagunaan sumbangan masyarakat.   

2. Penggunaan sumbangan untuk biaya operasional program harus disampaikan 

secara transparan pada laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan. 

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dilarang menggunakan 

sumbangan masyarakat untuk membiayai sosialisasi di mediamassanya sendiri. 

4. Penggunaan dana masyarakat untuk keperluan biaya operasional mengikuti 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 8 

Komunikasi dan Koordinasi 

 

Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus: 

a. Membentuk forum bersama sebagai sarana komunikasi dan koordinasi 

antarsesama Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa. 

 

b. Menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi dengan sesama Pengelola 

Sumbangan Masyarakat di Mediamassa. 

c. Menghormati dan menghargai sesama pengelola sumbangan, serta menghindari 

terjadinya konflik di antara Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa 

dalam bentuk apa pun. 

 

BAB III  

PENYALURAN & PENDAYA GUNAAN SUMBANGAN  

 

Pasal 9 

Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi 

 

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus membuat perencanaan 

program penyaluran dana sumbangan tersebut, baik untuk jangka pendek, 

menengah, dan panjang. 
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2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus melakukan pengkajian 

(assessment) lapangan secara akurat mengenai kebutuhan, baik jumlah maupun 

jenis sumbangan yang dibutuhkan penerima manfaat.  

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa dalam pembangunan 

infrastruktur, harus memastikan kelayakan, otentitas, dan kelengkapan dokumen 

kepemilikan lahan, peruntukan lahan, dan perizinan pembangunan dalam 

penyaluran sumbangan untuk pembangunan infrastruktur. 

4. Penyaluran sumbangan benar-benar ditujukan ke obyek yang jelas, terukur, dan 

terjangkau oleh Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa.  

5. Pengalihan sumbangan untuk keperluan di luar tujuan program yang telah 

ditetapkan harus diinformasikan secara terbuka. 

6. Jika ada sisa sumbangan masyarakat, Pengelola Sumbangan Masyarakat di 

Mediamassa harus memberitahukan penggunaannya kepada penyumbang melalui 

mediamassa yang bersangkutan.   

 

 

Pasal 10 

Publikasi Kegiatan Penyaluran Sumbangan 

 

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menyebutkan secara jelas 

dalam bentuk lisan dan tertulis, bahwa sumbangan yang diserahkan berasal dari 

pemirsa/pendengar/pembaca. 

2. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh menghilangkan, 

menyamarkan, atau menyembunyikan identitas pemirsa, pembaca, dan pendengar 

sebagai penyumbang program.         

3. Publikasi sumbangan dalam prasasti atau dalam bentuk lain, harus 

menyatakan/menuliskan bahwa óBantuan/Sumbangan Ini Berasal dari 

Pembaca/Pemirsa/Pendengarô (nama mediamassa). Bukan bantuan dari 

mediamassa yang bersangkutan.  

 

BAB IV  

PELAPORAN DAN PERTAN GGUNGJAWABAN  

 

Pasal 11 

Pelaporan Sumbangan 

 

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus membuat sistem dan 

prosedur pelaporan pengelolaan dan pemanfaatan sumbangan secara profesional 

dan mudah dimengerti masyarakat umum. 

2. Pelaporan penyaluran sumbangan masyarakat sekurang-kurangnya meliputi: 

a. Bentuk dan jumlah sumbangan terkumpul di akhir kegiatan. 

b. Distribusi penggunaan sumbangan (sumbangan yang sudah dan belum 

disalurkan) 

c. Deskripsi program atau kegiatan yang dibiayai dari sumbangan 

 

 

Pasal 12 
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Pertanggungjawaban Sumbangan 

 

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menyampaikan laporan 

program dan keuangannya secara tertulis kepada publik melalui mediamassa yang 

bersangkutan.   

2. Laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan adalah laporan yang sudah 

diaudit oleh auditor publik atau sekurang-kurangnya auditor internal sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 Pasal 13 

Pencegahan Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Sumbangan 

 

1. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa harus menghindari terjadinya 

konflik kepentingan dengan perusahaan mediamassa dalam pengelolaan 

sumbangan masyarakat. 

2.  Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh memanfaatkan 

kegiatan penyaluran sumbangan masyarakat untuk keperluan program CSR dari 

perusahaan atau group perusahaan yang bersangkutan.   

3. Pengelola Sumbangan Masyarakat di Mediamassa tidak boleh mengganti nama 

sekolah, mesjid, puskesmas, dan infrastruktur sosial lainnya yang sebagian atau 

seluruhnya dibangun dari sumbangan masyarakat, dengan nama mediamassa,  

perusahaan atau nama pemiliknya atau nama yang terasosiasi dengannya.     

 

 

BAGIAN EMPAT  

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK  

 

1. Untuk mengawasi pelaksanaan dan menegakkan Kode Etik ini, dibentuk Majelis 

Etik Filantropi yang beranggotakan 5 orang dan merupakan perwakilan dari 

Dewan Pers, Perwakilan  Pengelola Sumbangan di Mediamassa, Perusahaan 

Mediamassa, Asosiasi Filantropi dan Tokoh Masyarakat yang independen,  yang 

ditetapkan oleh Dewan Pers. 

2. Pemilihan anggota Majelis Etik Filantropi Mediamassa dilakukan oleh Perwakilan  

Pengelola Sumbangan di Mediamassa, Perusahaan Mediamassa, Asosiasi 

Filantropi yang difasilitasi oleh Dewan Pers.   

3. Unsur anggota dari Dewan Pers dipilih oleh Dewan Pers. 

4. Masa bakti Majelis Etik adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. 

5. Majelis Etik Filantropi menerima, memeriksa dan memutuskan pengaduan, 

dugaan pelanggaran kode etik filantropi mediamassa.  

6. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan, 

mulai dari teguran tertulis sampai rekomendasi pemberhentian program. 

7.  Majelis Etik Filantropi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengawasi 

penegakan Kode Etik ini. 

 

 

PENUTUP 
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Kode Etik Filantropi Mediamassa ini berlaku dan mengikat semua Pengelola 

Sumbangan Masyarakat di Mediamassa sejak disyahkan. 

 

 

Jakarta, 11 Januari 2013 
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LAMPIRAN 9 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  

INFORMASI PUBLIK DI DEWAN PERS  

 

 

IMPLEMENTASI UNDANG -UNDANG  

NO. 14/2008 TENTANG  

KETERBUKAAN INFO RMASI PUBLIK (UU KIP)  

 

BAB I  

ASAS-ASAS KETERBUKAAN INFORMASI  

 

1. Hak atas informasi publik adalah bagian dari hak asasi manusia. 

2. Hak atas informasi publik adalah hak konstitusional warga negara.  

3. Keterbukaan informasi publik adalah bagian dari akuntabilitas pelaksanaan mandat 

pemerintahan. 

4. Setiap informasi publik bersifat terbuka untuk publik. 

5. Setiap informasi publik harus dapat diakses publik dengan cepat, tepat waktu, 

biaya ringan, dan cara sederhana. 

6. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 

7. Pengecualian informasi dilakukan melalui mekanisme uji konsekuensi dan uji 

kepentingan publik. 

 

PEMERINTAHAN TERBUKA  

1. Hak publik atas informasi publik (Freedom of Information). 

2. Hak publik untuk mengamati perilaku pejabat dalam menjalankan fungsi publik  

(Right to Observe). 

3. Hak publik untuk mengikuti pertemuan-pertemuan publik (Right to Attend Public 

Meeting). 

4. Hak publik untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan pengawasan 

pelaksanaannya. 

5. Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta & kebenaran (Whistle 

Blower Protection). 
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6. Mekanisme hukum mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas dilanggar (Right 

to Appeal). 

7. Pelembagaan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. 

 

BAB II  

KATEGORISASI INFORMASI PUBLIK  

DEWAN PERS 

 

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Dewan Pers wajib mengikuti 

ketentuan  kategori informasi sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi 

Publik sebagai berikut: 

e. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 

f. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 

g. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;  

h. Informasi yang dikecualikan. 

 

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA 

BERKALA  

 

1. ñInformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkalaò dalam 
lingkup Dewan Pers adalah : 

a. Informasi tentang profil Dewan Pers, yang meliputi: 

(1) Informasi tentang yurisdiksi, kedudukan, fungsi, visi dan misi, 

maksud dan tujuan, serta alamat lengkap Dewan Pers; 

(2) Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, beserta 

nama pejabat struktural dalam lingkup Dewan Pers;  

(3) Ruang lingkup kegiatan yang dijalankan oleh anggota Dewan Pers; 

dan  

(4) Informasi lain tentang Profil Dewan Pers. 

b. Informasi rinci tentang seluruh program/kegiatan yang sedang dijalankan 

dalam lingkup  Dewan Pers, meliputi: 

(1) Nama program/kegiatan; 

(2) Penanggungjawab program/kegiatan; 

(3) Capaian/target program/kegiatan; 

(4) Durasi program/kegiatan; 

(5) Sumber dan jumlah besaran dana; 

(6) Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program/kegiatan; 

 

c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup Dewan Pers yang meliputi: 

(1) Hasil dan prestasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang 

dijalankan; 

(2) Kemampuan kerja Dewan Pers yang digambarkan dengan: 
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- Dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai 

target tertentu dalam kurun waktu ke depan. 

- Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan. 

- Hasil-hasil program/kegiatan yang sudah dicapai. 

(3) Jumlah dan judul buku-buku yang telah diterbitkan oleh Dewan Pers. 

(4) Buletin-buletin yang sudah diterbitkan oleh Dewan Pers. 

d. Informasi tentang laporan keuangan Dewan Pers, yang meliputi : 

(1) Laporan Anggaran APBN 

- Rencana dan laporan realisasi anggaran. 

- Neraca. 

- Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yg disusun 

sesuai standar akuntansi yang berlaku. 

- Daftar aset dan investasi. 

(2) Laporan Anggaran non APBN  

-  Rencana dan Laporan realisasi anggaran. 

-  Neraca. 

-  Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yg disusun 

sesuai standar akuntansi yang berlaku. 

-  Daftar aset dan investasi. 

 

e. Informasi tentang mekanisme pengaduan atas pemberitaan pers  yang 

merugikan. 

f. Informasi Kunjungan-kunjungan resmi anggota Dewan Pers  ke lembaga/  

institusi/ instansi lain. 

g. Informasi (jumlah dan daftar) permintaan-permintaan dan undangan 

kepada anggota Dewan Pers dari organisasi/ lembaga/ institusi lain.  

h. Informasi lain yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan 

untuk diumumkan kepada publik secara berkala antara lain ; Informasi 

tentang tender/bidding yang dilakukan oleh Dewan Pers, beserta rencana 

proyek yang meliputi : besaran dana, spesifikasi dan waktu.  

2. ñInformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkalaò wajib 

diumumkan paling lambat 6 bulan sekali melalui website, leaflet, media 

internal dan /atau papan pengumuman.  

3. ñInformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkalaò wajib 
diumumkan tanpa harus didahului dengan permintaan informasi dari publik. 

4. ñInformasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkalaò wajib 
diberikan data dan salinannya apabila ada permintaan informasi dari publik. 

5. Di luar hal sebagaimana diatur di atas, Dewan Pers juga wajib 

mengumumkan layanan informasi setiap setahun sekali, yang meliputi: 

a. Jumlah permintaan informasi yang diterima; 

b. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permintaan informasi; 

c. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; 

d. Alasan penolakan permintaan informasi.  

 

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA  
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1. ñInformasi yang wajib diumumkan secara serta mertaò adalah informasi yang 
apabila tidak segera diumumkan akan mengancam hajat hidup orang banyak 

dan ketertiban umum, dan harus diumumkan pada saat diperlukan tanpa 

penundaan. 

2. ñInformasi yang wajib diumumkan secara serta mertaò dalam lingkup Dewan 
Pers meliputi: 

a. Informasi tentang hasil keputusan Dewan Pers atas pengaduan masyarakat. 

b. Keputusan-keputusan Dewan Pers yang berkaitan dengan kelangsungan 

hidup media. 

c. Pengumuman tentang calon-calon anggota Dewan Pers, beserta seluruh 

peraturan-peraturan yang berlaku dan bakal calon-calon anggota-anggota 

Dewan Pers terpilih melalui tahap-tahap seleksi. 

3. ñInformasi yang wajib diumumkan secara serta mertaò wajib diumumkan 

melalui media massa nasional baik cetak, radio, televisi atau media online, baik 

dengan placement iklan maupun konferensi pers, seminar atau editors meeting. 

4. Selain dengan menggunakan medium sebagaimana dijelaskan di atas, 

ñinformasi yang wajib diumumkan secara serta mertaò  juga wajib ditampilkan 

di website Dewan Pers dan tersedia setiap saat apabila diminta oleh 

masyarakat.  

 

 

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT  

 

1. ñInformasi yang wajib tersedia setiap saatò dalam lingkup Dewan Pers, 

meliputi: (mengadopsi pasal 14 peraturan Komisi Informasi) 

a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Dewan 

Pers, yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 

b. Semua hasil keputusan Dewan Pers beserta dasar pertimbangannya; 

c. Rencana kerja program yang meliputi: 

(1) Besaran dana; 

(2) Spesifikasi proyek; 

(3) Waktu tender/bidding; 

(4) Pengeluaran tahunan. 

d. Seluruh kebijakan yang dibuat oleh Dewan Pers beserta dokumen 

pendukungnya. 

e. Semua Surat Keputusan dan Surat Edaran yang berkaitan dengan bidang 

kerja Dewan Pers. 

f. Semua kontrak dan perjanjian kerjasama Dewan Pers dengan Pihak Ketiga; 

g. Semua sambutan anggota Dewan Pers atau pejabat yang mewakilinya, baik 

berupa tulisan, rekaman audio/audio-visual; 

h. Prosedur kerja Dewan Pers; 

i. Informasi tentang laporan pelayanan informasi yang meliputi: 

(1) Jumlah permintaan informasi yang diterima; 

(2) Waktu yang diperlukan Dewan Pers dalam memenuhi setiap permintaan 

informasi; 

(3) Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; 

(4) Alasan penolakan permintaan informasi.  
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j. Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat 

berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 49 dan 50 UU Keterbukaan 

Informasi Publik. 

k. Semua informasi yang dikategorikan sebagai ñInformasi yang wajib 

disediakan dan diumumkan secara berkalaò dan ñInformasi yang wajib 

diumumkan secara serta mertaò juga wajib tersedia setiap saat.  

l. Dokumen-dokumen milik Dewan Pers yang menurut sifatnya tidak 

termasuk informasi yang dikecualikan.  

 

2. Seluruh ñinformasi yang wajib tersedia setiap saat wajibò diberikan jika 

terdapat permintaan informasi.  

 

D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  

 

1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang bersifat rahasia, tidak 

dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada peminta informasi dengan 

alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Sebelum menentukan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan, 

Dewan Pers wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul jika 

informasi tersebut dibuka yang harus dilakukan dengan seksama dan penuh 

ketelitian. 

3. Informasi yang dikecualikan dalam lingkup Dewan Pers meliputi: 

a. Informasi tentang hasil penelitian komersial di Dewan Pers yang 

dilakukan oleh pihak swasta untuk kepentingan perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual, kecuali yang bersangkutan telah memberikan ijin.   

b. Informasi tentang kesaksian anggota Dewan Pers pada persidangan yang 

oleh pengadilan/kepolisian dinyatakan tertutup untuk umum.  

c. Memorandum atau surat-surat Dewan Pers dengan badan publik lain atau 

intra Dewan Pers, yang menurut sifatnya dirahasiakan; 

d. Struktur gaji dan atau/ honor anggota Dewan Pers. 

4. Informasi tersebut di atas dapat dibuka melalui uji kepentingan publik oleh 

Komisi Informasi, dengan menimbang bahwa membuka informasi tersebut 

dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada menutupnya. 

 

BAB III  

STRUKTUR PELAKSANAAN  

 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  

 

Dalam rangka memudahkan mekanisme pengelolaan dan pelayanan informasi publik 

di lingkup Dewan Pers perlu dibentuk struktur pelaksanaan, yang komponen-

komponen, wewenang, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. 
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A. Pleno Informasi Publik 

1. Pleno Informasi Publik adalah forum tertinggi dalam pengambilan kebijakan 

pengelolaan dan pelayanan informasi di Dewan Pers.  

2. Pleno Informasi Publik secara otomatis dipimpin oleh Ketua Dewan Pers. 

3. Pleno Informasi Publik terdiri atas:  

a. Ketua Dewan Pers; 

b. Seluruh anggota Dewan Pers; dan 

c. Sekretaris Dewan Pers. 

4. Pleno Informasi Publik memiliki wewenang sebagai berikut: 

a. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik di lingkungan Dewan Pers. 

b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan pengelolaan dan 

pelayanan informasi di Dewan Pers. 

c. Mengevaluasi kinerja tiap-tiap komponen dalam struktur pelaksanaan 

pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Dewan Pers. 

d. Menetapkan kebijakan pengelolaan ñInformasi Publik Yang Dikecualikanò 
di lingkungan Dewan Pers, termasuk masa retensinya berdasarkan UU KIP. 

e. Menetapkan prosedur, standar pelayanan dan peraturan internal akses 

informasi publik Dewan Pers. 

 

B. Ketua Pleno Informasi Publik 

1. Ketua Pleno Informasi Publik secara otomatis adalah Ketua Dewan Pers. 

2. Ketua Pleno Informasi Publik mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

sebagai berikut: 

a. Memimpin rapat-rapat Pleno Informasi Publik. 

b. Menandatangani semua hasil keputusan rapat Pleno Informasi Publik. 

c. Memberikan tanggapan secara tertulis sekaligus menandatanganinya, 

terhadap pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi yang berkaitan 

dengan kebijakan, program, dan anggaran non-APBN. 

d. Mewakili Dewan Pers keluar jika terjadi persengketaan informasi yang 

berkaitan dengan kebijakan, program, dan anggaran non-APBN antara 

Dewan Pers dengan Pemohon Informasi. 

e. Berkoordinasi dengan Komisi Informasi.  

3. Pimpinan Pleno Informasi Publik bertanggung jawab kepada Pleno, dan 

memberikan laporan kepada Pleno Informasi Publik sekurang-kurangnya 6 

(enam) bulan sekali.   
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C. Penanggung Jawab Informasi  

1. Penanggung Jawab Informasi secara otomatis adalah Sekretaris Dewan Pers. 

2. Penanggung Jawab Informasi diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Ketua 

Dewan Pers sebagai Ketua Pleno Informasi Publik. 

3. Penanggung Jawab Informasi memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut: 

a. Memastikan pengelolaan dan pelayanan informasi di Dewan Pers telah 

dilaksanakan sesuai dengan UU KIP. 

b. Memastikan klasifikasi informasi di Dewan Pers telah dilaksanakan sesuai 

dengan UU KIP. 

c. Bersama dengan Pleno Informasi Publik menetapkan kebijakan pengelolaan 

ñInformasi Publik Yang Dikecualikanò di lingkungan Dewan Pers, termasuk 

masa retensinya berdasarkan UU KIP. 

d. Bersama dengan Pleno Informasi Publik menetapkan prosedur, standar 

pelayanan dan peraturan internal akses informasi publik Dewan Pers. 

e. Melakukan evaluasi atas manajemen dan pelayanan informasi, struktur 

organisasi dan klasifikasi informasi publik di Dewan Pers. 

f. Melakukan peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi dan Petugas Informasi. 

g. Memberikan tanggapan secara tertulis dan menandatanganinya, terhadap 

pengajuan keberatan dari Pemohon Informasi yang berkaitan dengan 

anggaran APBN. 

h. Mewakili Dewan Pers keluar jika terjadi persengketaan informasi yang 

berkaitan dengan anggaran APBN, antara Pemohon Informasi dengan 

Dewan Pers.  

4. Penanggung Jawab Informasi bertanggung jawab kepada Ketua Pleno 

Informasi Publik dan memberikan laporan kepada Pleno Informasi Publik 

secara periodik 3 (tiga) bulan sekali. 

 

 

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang 

dipilih oleh Pleno Informasi Publik dan diputuskan berdasarkan Surat Keputusan 

Sekretaris Dewan Pers sebagai Penanggung Jawab Informasi Publik. 

2. PPID dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 

a. PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian 

dan penyediaan informasi, selanjutnya disebut PPID Pengelolaan. 

b. PPID yang bertanggung jawab di bidang pelayanan informasi publik 

selanjutnya disebut PPID Pelayanan. 



125 | L a p o r a n  D e w a n  P e r s  P e r i o d e  2 0 1 0  -  2 0 1 3  

 

3. PPID Pengelolaan memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan, mengelompokkan, memastikan kelengkapan dan 

menyediakan informasi publik di lingkungan Dewan Pers. 

b. Menyerahkan informasi publik kepada PPID Pelayanan secara regular, tepat 

waktu, lengkap dan efisien. 

c. Mengoordinir pengumpulan informasi  dari setiap Satuan Kerja di Dewan 

Pers. 

d. Meminta agar setiap Satuan Kerja menyerahkan informasi secara tepat waktu, 

lengkap dan efisien berdasarkan klasifikasi informasi yang ada. 

e. Mengembangkan sistem database dan manajemen informasi yang berbasis 

pada penggunaan teknologi informasi. 

f. Berkoordinasi dengan PPID Pelayanan.  

4. PPID Pelayanan memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat berdasarkan 

klasifikasi informasi yang ada. 

b. Mengumumkan ñInformasi Publik Yang Wajib Diumumkan Secara Berkalaò 
secara regular, tepat waktu, lengkap, dengan pilihan media yang memadahi 

dan efisien, tanpa menunggu permintaan informasi. 

c. Mengumumkan ñInformasi Publik Yang Wajib Diumumkan Serta Mertaò 
secara cepat, tepat waktu, lengkap, dengan pilihan media yang memadahi dan 

efisien, tanpa menunggu permintaan informasi. 

d. Menerima permohonan informasi untuk klasifikasi ñInformasi Publik Yang 
Wajib Tersedia Setiap Saatò dan memprosesnya berdasarkan prosedur yang 

sesuai dengan UU KIP. 

e. Meminta PPID Pengelolaan untuk menyerahkan informasi berdasarkan 

klasifikasinya dengan senantiasa mempertimbangkan kecepatan, ketepatan, 

kelengkapan dan urgensinya bagi kepentingan publik. 

f. Menerima dan memproses setiap keberatan dan pengaduan masyarakat. 

g. Berkoordinasi dengan PPID Pengelolaan. 

h. Memberikan evaluasi dan masukan kepada Penanggung Jawab Informasi 

tentang perbaikan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 

i. Menyusun laporan tahunan tentang pelayanan informasi publik di Dewan 

Pers, dan atas persetujuan Ketua Pleno Informasi Publik mengumumkan 

laporan tahunan tersebut kepada publik. 

5. Dalam rangka menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, PPID dibantu 

oleh Petugas Informasi.  

6. PPID Pelayanan membuka Meja Informasi yang dikelola oleh 1 (satu) orang 

Petugas Meja Informasi.  
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E. Petugas  Informasi  

1. Petugas Informasi terdiri dari 1 (satu) orang di bawah PPID Pengelolaan, 

selanjutnya disebut Petugas Pengelolaan; dan 1 (satu) orang di bawah PPID 

Pelayanan, selanjutnya disebut Petugas Pelayanan.  

2. Petugas Informasi dipilih oleh Pleno Informasi Publik atas usulan PPID dan 

diputuskan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Pers sebagai 

Penanggung Jawab Informasi.    

3. Petugas Pengelolaan memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Menerima, meminta, menagih informasi dari setiap Satuan Kerja. 

b. Mengecek kelengkapan, mengembalikan, dan meminta kelengkapan 

informasi dari setiap Satuan Kerja. 

c. Memberikan laporan kepada PPID Pengelolaan jika ada informasi yang tidak 

lengkap atau terlambat diterima dari setiap Satuan Kerja. 

d. Mengikuti program-program capacity building. 

4. Petugas Pelayanan memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Memeriksa kelengkapan informasi publik yang dikirim oleh PPID 

Pengelolaan. 

b. Mengecek kelengkapan, mengembalikan dan meminta kelengkapan informasi 

dari PPID Pengelolaan. 

c. Memberikan laporan kepada PPID Pelayanan jika ada informasi publik yang 

tidak lengkap atau terlambat diterima dari PPID Pengelolaan. 

d. Membantu PPID Pelayanan untuk menyiapkan Laporan Tahunan Pelayanan 

Informasi Publik Dewan Pers. 

e. Menyiapkan dan Mengumumkan ñInformasi Publik Yang Wajib Diumumkan 
Secara Berkalaò tanpa menunggu permintaan informasi. 

f. Menyiapkan dan Mengumumkan ñInformasi Publik Yang Wajib Diumumkan 
Serta Mertaò, tanpa menunggu permintaan informasi. 

g. Menyiapkan dan memberikan ñInformasi Publik Yang Wajib Disediakan dan 
Diumumkan Secara Berkalaò dan ñInformasi Publik Yang Wajib Diumumkan 

Serta Mertaò jika sewaktu-waktu ada permintaan dari publik setelah 

informasi tersebut diumumkan kepada publik. 

h. Menyiapkan dan memberikan ñInformasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saatò 
jika sewaktu-waktu ada permintaan dari publik; 

i. Melayani dan menindaklanjuti setiap permintaan informasi, baik yang 

diberikan secara langsung maupun melalui surat, email, telepon dan faksimili. 

j. Memeriksa dan menindaklanjuti permintaan terhadap ñInformasi Yang Wajib 
Tersedia Setiap Saatò; 

k. Memeriksa, melaporkan, dan menindaklanjuti pengaduan dan keberatan dari 

masyarakat; 
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l. Berkoordinasi dengan Petugas Meja Informasi dalam hal penyiapan 

pelayanan informasi publik; 

m. Mengikuti program-program capacity building. 

 

F. Satuan Kerja 

1. Satuan Kerja adalah lingkup-lingkup organisasi pada Dewan Pers yang meliputi 

Bagian-bagian pada Kesekretariatan APBN, Komisi-komisi Kerja/Pokja pada 

Anggota Dewan Pers dan Sekretariat Non-APBN.  

2. Penanggung jawab penyediaan informasi pada Satuan Kerja adalah Kepala-

kepala Bagian pada Kesekretariatan APBN, Ketua-ketua Komisi/Pokja pada 

Anggota Dewan Pers dan Kepala Sekretariat Non-APBN. 

3. Penanggung jawab penyediaan informasi publik pada tiap Satuan Kerja 

memiliki kewajiban sebagai berikut: 

a. Menghimpun informasi di Satuan Kerja masing-masing. 

b. Mengecek kelengkapan dan klasifikasinya. 

c. Menyerahkan informasi yang sudah lengkap kepada PPID Pengelolaan secara 

tepat waktu.  

 

G. Petugas Meja Informasi  

1. Meja Informasi adalah satu unit fungsional di bawah PPID Pelayanan yang 

secara langsung memberikan pelayanan kepada publik terkait dengan akses 

informasi publik Dewan Pers. 

2. Petugas Meja Informasi Publik mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. Melayani permintaan informasi publik dari masyarakat secara cepat, efisien 

dan efektif. 

b. Melayani pengaduan dan keberatan masyarakat tentang akses informasi 

Dewan Pers secara cepat, efisien dan efektif. 

c. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang prosedur akses informasi 

publik Dewan Pers. 

d. Memberikan pelayanan dan bantuan untuk mempermudah masyarakat 

mengakses informasi publik Dewan Pers. 

e. Melakukan registrasi terhadap setiap permintaan informasi, pengaduan dan 

keberatan dari masyarakat.  

 

BAB IV  

MEKANISME PENGELOLAAN INFORMASI  

 

1. Mekanisme pengelolaan informasi publik di internal Dewan Pers berada di bawah 

tanggung jawab PPID Pengelolaan dan dijalankan bersama Petugas Pengelolaan.  

2. Penanggung jawab penyediaan informasi pada tiap-tiap Satuan Kerja wajib 

menyiapkan, melengkapi, dan mengirimkan informasi yang termasuk dalam 
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klasifikasi ñInformasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkalaò, 

ñInformasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Mertaò, ñInformasi yang Wajib 

Disediakan Setiap Saatò, dan ñInformasi yang Dikecualikanò sebagaimana diatur 

dalam Bab II, kepada PPID Pengelolaan melalui Petugas Pengelolaan secara 

reguler antara tanggal 1-5 setiap bulannya. 

3. Pengiriman informasi sebagaimana dinyatakan pada nomor (2) diserahkan secara 

formal disertai tandatangan penanggung jawab Satuan Kerja di atas ñForm 

Penyerahan Informasi dari Satuan Kerja kepada PPID Pengelolaanò.  

4. Petugas Pengelolaan wajib mengecek kelengkapan dan tenggat waktu semua 

informasi yang dikirimkan oleh penanggung jawab penyediaan informasi pada 

tiap-tiap Satuan Kerja.  

5. PPID Pengelolaan memeriksa hasil kerja Petugas Pengelolaan pada nomor (4) 

secara seksama dan penuh ketelitian.  

6. Melalui proses Pemeriksaan Informasi sebagaimana disebutkan dalam nomor (5), 

PPID Pengelolaan menetapkan bahwa informasi publik yang telah diterima 

LENGKAP atau TIDAK LENGKAP secara tertulis.   

7. PPID Pengelolaan memberikan persetujuan tertulis untuk mengembalikan 

Informasi Publik yang TIDAK LENGKAP kepada penanggung jawab penyediaan 

Informasi pada setiap Satuan Kerja.  

8. Terhadap informasi yang dinyatakan TIDAK LENGKAP, PPID Pengelolaan 

dengan dibantu Petugas Pengelolaan menyerahkannya kembali kepada 

penanggung jawab penyediaan informasi pada tiap-tiap Satuan Kerja.  

9. Penyerahan Informasi sebagaimana dinyatakan pada nomor (8) disertai dengan 

ñFormulir Pengembalian Informasi untuk Dilengkapi Satuan Kerjaò. 

10. Terhadap informasi yang dinyatakan LENGKAP, PPID Pengelolaan dengan 

dibantu Petugas Pengelolaan menyerahkannya kepada PPID Pelayanan.  

11. Penyerahan informasi sebagaimana dimaksud pada nomor (10) disertai dengan 

ñForm Penyerahan Informasi dari PPID Pengelolaan Kepada PPID Pelayananò, 

dilakukan secara reguler antara tanggal 10-15 setiap bulannya. 

12. Informasi yang diserahkan kepada PPID Pelayanan adalah klasifikasi ñInformasi 

yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkalaò, ñInformasi yang Diumumkan 

secara Serta Mertaò dan ñInformasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saatò  

13. Meskipun tiga kategori informasi ini telah diserahkan kepada PPID Pelayanan, 

PPID Pengelolaan tetap berkewajiban untuk mengelola, mendokumentasikan dan 

mengarsipkan ketiga kategori informasi tersebut. 

14. Informasi yang dikirimkan dari PPID Pengelolaan ke PPID Pelayanan 

disampaikan dalam bentuk dokumen tertulis, CD, kaset atau file elektronik. 

15. Dalam hal dikembalikannya informasi publik oleh PPID Pelayanan karena kurang 

lengkap, Petugas Pengelolaan melaporkannya kepada PPID Pengelolaan. 

16. PPID Pengelolaan wajib menerima dan menanggapi permintaan kelengkapan 

informasi yang dikirimkan oleh PPID Pelayanan dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya. 

17. PPID Pengelolaan berkewajiban melindungi ñInformasi Yang Dikecualikanò dan 

melaporkannya kepada Dewan/Pleno Kebijakan Informasi. 

18. Petugas Pengelolaan melakukan pengolahan data/informasi dalam berbagai format 

agar mudah diakses dan dipahami.  
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BAB V 

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  

 

 

1. Mekanisme pelayanan informasi publik kepada masyarakat berada di bawah 

tanggung jawab PPID Pelayanan dan dijalankan bersama Petugas Pelayanan.  

2. Dalam hal mempersiapkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID 

Pelayanan dan Petugas Pelayanan menjalankan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. PPID Pelayanan berkewajiban mengecek kelengkapan, klasifikasi dan tenggat 

waktu informasi publik yang telah dikirim oleh PPID Pengelolaan. 

b. Petugas Pelayanan secara teknis membantu pelaksanaan kewajiban PPID 

Pelayanan sebagaimana disebutkan dalam poin (a). 

c. Melalui proses peninjauan sebagaimana disebutkan dalam poin (a), PPID 

Pelayanan menetapkan bahwa informasi yang telah diterima LENGKAP atau 

TIDAK LENGKAP secara tertulis.   

d. Terhadap informasi publik yang dinyatakan TIDAK LENGKAP, Petugas 

Pelayanan Informasi Publik menyerahkannya kembali kepada PPID 

Pengelolaan dengan disertai formulir ñPengembalian Informasi dari PPID 

Pelayanan Untuk Dilengkapi PPID Pengelolaanò.  

e. Terhadap informasi Publik yang telah dinyatakan LENGKAP, Petugas 

Pelayanan berkewajiban menyiapkan informasi publik sedemikian rupa 

sekaligus menentukan medium penyampaiannya sehingga informasi tersebut 

siap untuk diumumkan atau diberikan kepada publik. 

3. Pelayanan informasi dilakukan secara BERKALA dan SERTA MERTA, dengan 

cara mengumumkannya kepada publik tanpa menunggu permintaan. Pelayanan 

jenis informasi ini berlaku untuk ñInformasi yang Wajib Diumumkan Secara 

Berkalaò dan ñInformasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Mertaò 

sebagaimana telah diatur dalam BAB II. 

4. Pelayanan informasi dilakukan ketika ada permintaan informasi dari publik. 

Pelayanan jenis informasi ini berlaku untuk  ñInformasi yang Wajib Tersedia 

Setiap Saatò sebagaimana telah diatur dalam BAB II. 

5. Pelayanan informasi dilakukan setelah peminta informasi mengisi ñFormulir 

Permohonan Informasi Publikò, baik yang tersedia secara elektronik maupun 

tercetak. 

 

A. PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN 

SECARA BERKALA  

1. Informasi yang akan diumumkan harus diperiksa terlebih dahulu 

kelengkapannya oleh Petugas Pelayanan. 

2. Informasi yang akan diumumkan harus sudah lengkap, jelas dan sesuai dengan 

kategorisasi informasi yang diatur dalam Bab II. 

3. Informasi wajib diumumkan melalui medium yang terjangkau oleh publik, 

sebagai berikut:  

a. Website resmi Dewan Pers; 
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b. Papan pengumuman di lingkup Dewan Pers; 

c. Leaflet, brosur, poster dan media internal yang ditempatkan di Meja 

Informasi; 

d. Leaflet, brosur, poster dan media internal yang didistribusikan melalui stake-

holder Dewan Pers di seluruh Indonesia; 

e. Pengumuman melalui media massa baik berupa iklan layanan masyarakat, 

press release, maupun press conference.  

4. Jangka waktu dan medium pengumuman informasi adalah sebagai berikut: 

No Jenis Informasi Jangka 

Waktu  

Medium 

1 Informasi tentang gambaran Dewan Pers, yang 

meliputi: 

(1) Informasi tentang yurisdiksi, kedudukan, 

fungsi, visi dan misi, maksud dan tujuan, serta 

alamat lengkap Dewan Pers; 

(2) Struktur organisasi, gambaran umum setiap 

kelompok kerja, beserta nama pejabat 

struktural dalam lingkup Dewan Pers;  

(3) Ruang lingkup kegiatan yang dijalankan oleh 

Dewan Pers; dan  

(4) Informasi lain yang dimandatkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

6 bulan 

(Pasal 11 

ayat 2 

Peraturan 

Komisi 

Informasi) 

 

Situs Resmi 

Dewan Pers, 

Papan 

Pengumuman 

Dewan Pers, 

Leaflet, brosur, 

poster dan 

internal media 

2 Informasi rinci mengenai seluruh program/kegiatan 

yang tengah dijalankan dalam lingkup  Dewan 

Pers, yang meliputi: 

(1) Nama program/kegiatan; 

(2) Penanggungjawab program/kegiatan; 

(3) Capaian/target program/kegiatan; 

(4) Durasi program/kegiatan; 

(5) Sumber dan jumlah besaran dana; 

(6) Informasi lain yang menggambarkan 

akuntabilitas program/kegiatan; 

 

 

1 bulan 

(Pasal 9 

poin d 

Peraturan 

Komisi 

Informasi) 

 

Situs Resmi 

Dewan Pers, 

Papan 

Pengumuman 

Dewan Pers, 

Leaflet, brosur, 

poster dan 

internal media 

3 Informasi tentang kinerja dalam lingkup Dewan 

Pers yang meliputi: 

- Hasil dan prestasi program dan kegiatan yang 

telah maupun sedang dijalankan; 

 

1 bulan 

 

 

Situs Resmi 

Dewan Pers, 

Papan 
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- Kemampuan kerja Dewan Pers yang 

digambarkan dengan: 

- Dukungan sumber daya manusia dan anggaran 

untuk mencapai target tertentu dalam kurun 

waktu ke depan. 

- Laporan seluruh program dan kegiatan yang 

telah dijalankan. 

- Hasil-hasil program/kegiatan yang sudah 

dicapai. 

 

Pengumuman 

Dewan Pers, 

Leaflet, brosur, 

poster dan 

internal media 

4 Informasi tentang laporan keuangan Dewan Pers, 

yang meliputi : 

A . Laporan Anggaran APBN :  

- Rencana dan laporan realisasi anggaran. 

- Neraca. 

- Laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan yg disusun       

- sesuai standar akuntansi yang berlaku. 

- Daftar aset dan investasi. 

 

B. Laporan Anggaran non APBN  

     -  Rencana dan Laporan realisasi anggaran. 

     -  Neraca. 

     -  Laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan yang  disusun sesuai standar 

akuntansi yang berlaku. 

     -  Daftar aset dan investasi. 

 

 

1 bulan 

 

Situs Resmi 

Dewan Pers, 

Leaflet, brosur, 

pengumuman 

melalui media 

massa 

5 Informasi tentang mekanisme pengaduan atas 

pemberitaan pers  yang merugikan. 

 

 

1 bulan Situs Resmi 

Dewan Pers, 

papan 

pengumuman 

Dewan Pers, 

Leaflet, 

Brosur, 

pengumuman 

melalui media 

massa 
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6 Informasi Kunjungan-kunjungan resmi anggota 

Dewan Pers  ke lembaga/  institusi/ instansi lain. 

 

1 bulan Situs Resmi 

Dewan Pers, 

Papan 

Pengumuman 

Dewan Pers, 

Leaflet, brosur, 

poster dan 

internal media, 

atau 

pengumuman 

melalui media 

massa 

7 Informasi (jumlah dan daftar) permintaan-

permintaan dan undangan kepada anggota Dewan 

Pers dari organisasi/ lembaga/ institusi lain. 

1 bulan Situs Resmi 

Dewan Pers, 

Papan 

Pengumuman 

Dewan Pers, 

Leaflet, brosur, 

poster dan 

internal media, 

atau 

pengumuman 

melalui media 

massa 

8 Informasi lain yang dimandatkan oleh peraturan 

perundang-undangan untuk diumumkan kepada 

publik secara berkala antara lain ; Informasi 

tentang tender/bidding yang dilakukan oleh Dewan 

Pers, beserta rencana proyek yang meliputi : 

besaran dana, spesifikasi dan waktu.  

1 bulan  Situs Resmi 

Dewan Pers, 

Papan 

Pengumuman 

Dewan Pers, 

Leaflet, brosur, 

poster dan 

internal media, 

atau 

pengumuman 

melalui media 

massa 

 

5. PPID Pelayanan bertanggung jawab untuk memilih dan memastikan jenis-jenis 

informasi tadi diumumkan sesuai dengan jangka waktu dan medium yang telah 

ditetapkan dalam angka (4).  

6. Informasi yang telah diumumkan kepada publik secara berkala, wajib 

disediakan salinannya oleh PPID Pelayanan dalam bentuk naskah elektronis 

maupun naskah cetakan dan selalu siap jika sewaktu-waktu ada permintaan 

informasi dari masyarakat. 
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7. Mekanisme memperoleh informasi sebagaimana dinyatakan dalam nomor (6) 

mengikuti prosedur yang berlaku dalam permohonan informasi terhadap 

ñInformasi yang Wajib Tersedia Setiap Saatò. 

 

B. PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN 

SECARA SERTA MERTA  

1. Informasi yang akan diumumkan harus diperiksa terlebih dahulu 

kelengkapannya oleh Petugas Pelayanan. 

2. Informasi yang akan diumumkan harus sudah lengkap, jelas dan sesuai dengan 

kategorisasi informasi yang diatur dalam Bab II. 

3. ñInformasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Mertaò diumumkan melalui 

media sebagai berikut: 

a. Website resmi Dewan Pers; 

b. Papan pengumuman di lingkup Dewan Pers ; 

c. Leaflet, brosur yang disebarkan melalui stake-holder Dewan Pers di seluruh 

Indonesia; 

d. Media massa nasional baik cetak, radio, televisi, dan media online, melalui 

iklan dan konferensi pers; 

4. Medium pengumuman informasi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

No Jenis Informasi Publik Medium Yang 

Digunakan 

1 Informasi tentang hasil keputusan Dewan Pers atas 

pengaduan masyarakat. 

 

Situs resmi Dewan 

Pers, Leaflet, brosur, 

pengumuman melalui 

media massa 

2 Keputusan-keputusan Dewan Pers yang berkaitan 

dengan kelangsungan hidup media. 

Situs resmi Dewan 

Pers, Leaflet, brosur, 

Media Massa 

3 Pengumuman tentang calon-calon anggota Dewan 

Pers, beserta seluruh peraturan-peraturan yang 

berlaku dan bakal calon-calon anggota-anggota 

Dewan Pers terpilih melalui tahap-tahap seleksi. 

 

Situs Resmi Dewan 

Pers, pengumuman 

melalui media massa 

4 Informasi lain yang sifat urgensinya akan 

ditentukan oleh Anggota Dewan Pers 

Situs Resmi Dewan 

Pers, pengumuman 

melalui media massa 

 

5. PPID Pelayanan bertanggung jawab untuk memilih dan memastikan medium 

yang telah ditetapkan dalam angka (4).  
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6. Informasi yang telah disampaikan kepada publik secara serta merta, wajib 

disediakan salinannya oleh PPID Pelayanan dalam bentuk naskah elektronis 

maupun naskah cetakan dan selalu siap jika sewaktu-waktu ada permintaan 

informasi dari publik. 

7. Mekanisme memproleh informasi sebagaimana dinyatakan dalam nomor (6) 

mengikuti prosedur yang berlaku dalam permohonan informasi terhadap 

ñInformasi yang Wajib Tersedia Setiap Saatò.  

 

C. PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA 

SETIAP SAAT 

1. Pemohon Informasi melakukan permohonan informasi, dapat dilakukan 

melalui telepon, surat, email, faksimili atau datang langsung ke Meja Informasi 

Dewan Pers. 

2. Pemohon Informasi yang datang langsung ke Dewan Pers, mengisi ñForm 
Permohonan Informasiò yang tersedia di Meja Informasi.  

3. Dalam hal permohonan informasi disampaikan melalui telepon, Petugas Meja 

Informasi mengarahkan Pemohon untuk mengisi ñForm Permohonan 

Informasiò. 

4. Permohonan informasi di Dewan Pers dilayani hanya pada Harié dari Pukul 
é - é.. 

5. ñForm Permohonan Informasiò yang disediakan setidak-tidaknya memuat 

informasi tentang: 

a. Nama Pemohon    

b. Alamat Pemohon    

c. Nomor Telp/Email    

d. Rincian Informasi yang Dibutuhkan  

e. Tujuan Penggunaan Informasi  

f. Cara Memperoleh Informasi:  

- Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 

- Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) 

g. Cara Mendapatkan Salinan Informasi: 

- Mengambil Langsung 

- Kurir 

- Pos 

- Faksimili 

- Email 

6. Setiap permohonan informasi yang diterima diberikan nomor registrasi oleh 

Petugas Meja Informasi dan terkomputerisasi.  
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7. Pemohon dapat memantau tindak lanjut terhadap permohonan informasi yang 

disampaikannya melalui pengumuman pelayanan informasi yang dimuat dalam 

website Dewan Pers, maupun melalui telepon kepada Petugas Meja Informasi. 

8. Setiap permohonan informasi yang diterima ditindaklanjuti oleh Petugas 

Pelayanan dengan melakukan penelaahan terhadap permohonan informasi. 

9. Dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak permohonan diterima, Petugas 

Pelayanan menelaah setiap permohonan untuk mengetahui: 

a. Apakah permohonan informasi yang disampaikan melalui surat, email atau 

faksilimi sudah mengikuti isian sebagaimana tercantum dalam ñForm 

Permintaan Informasiò 

b. Apakah permohonan informasi sudah cukup jelas untuk ditindaklanjuti; 

c. Apakah informasi yang diminta oleh Pemohon membutuhkan izin dari 

Penanggungjawab Informasi; dan 

d. Apakah informasi yang diminta Pemohon sudah tersedia baik dalam bentuk 

naskah cetakan atau naskah elektronis di situs Dewan Pers. 

10. Setelah melalui proses penelaahan, Petugas Pelayanan memberitahukan kepada 

Pemohon Informasi yang isian Form Permohonan Informasinya tidak lengkap, 

secara lisan baik langsung maupun melalui telepon.  

11. Pemohon dapat memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari 

kerja. 

12. Dalam hal Pemohon tidak memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu 

yang ditentukan, permohonan informasi dianggap batal dan tidak 

ditindaklanjuti. 

13. Dalam hal informasi yang diminta oleh Pemohon sudah tersedia di website 

Dewan Pers, Petugas Pelayanan mencantumkan link untuk mengakses 

informasi tersebut dalam pengumuman pelayanan informasi. 

14. Dalam hal informasi yang diminta oleh Pemohon belum tersedia, Petugas 

Pelayanan melaporkannya kepada PPID Pelayanan.   

15. Dalam hal informasi yang diminta oleh Pemohon tidak termasuk dalam 

kategori informasi publik, Petugas Pelayanan meneruskan permohonan tersebut 

kepada PPID Pelayanan. 

16. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, PPID 

Pelayanan melalui Petugas Pelayanan menyampaikan jawaban terhadap 

permohonan Pemohon melalui ñSurat Pemberitahuanò. 

17. Dalam hal PPID Pelayanan menolak permohonan, Petugas Pelayanan segera 

memberitahukannya kepada pemohon informasi dengan mencantumkan alasan-

alasannya secara jelas melalui ñSurat Pemberitahuanò sebagaimana dimaksud 

pada nomor (8).  

18. Dalam hal PPID Pelayanan memberikan izin akses terhadap informasi yang 

diminta oleh Pemohon, Petugas Pelayanan segera menyiapkan dan memberikan 
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informasi tersebut kepada pemohon informasi melalui media yang dikehendaki 

oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Form Permohonan Informasi. 

19. Petugas Pelayanan wajib menyediakan salinan Informasi yang Wajib Tersedia 

Setiap Saat dalam bentuk naskah elektronis maupun naskah cetakan dan selalu 

siap jika sewaktu-waktu ada permintaan informasi dari publik. 

20. Dalam hal dibutuhkan biaya untuk melakukan penyalinan informasi tercetak 

maupun elektronik yang diminta oleh Pemohon, maka biaya penyalinan 

tersebut menjadi tanggungan Pemohon. 

 

D. MEKANISME LAPORAN TAHUNAN KE PUBLIK   

1. Petugas Pengelolaan berkewajiban membuat laporan rutin bulanan kepada 

PPID Pengelolaan tentang pelaksanaan pengelolaan informasi publik, yang 

sekurang-kurangnya berisi: 

a. Jumlah informasi publik yang diterima dari setiap Satuan Kerja. 

b. Jumlah informasi yang dikembalikan kepada setiap Satuan Kerja karena 

tidak lengkap. 

c. Jumlah informasi publik yang dikirimkan kepada PPID Pelayanan. 

d. Jumlah informasi publik yang dikembalikan oleh PPID Pelayanan karena 

tidak lengkap 

e. Masalah-masalah yang muncul dalam mengumpulkan informasi publik dari  

setiap satuan kerja. 

f. Masalah-masalah yang muncul dalam bekerja-sama dengan PPID 

Pelayanan 

g. Masukan-masukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. 

 

2. Petugas Pelayanan berkewajiban membuat laporan rutin bulanan kepada PPID 

Pelayanan mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik, yang sekurang-

kurangnya berisi: 

a. Jumlah permohonan informasi yang diterima selama bulan tersebut. 

b. Jumlah permohonan untuk masing-masing informasi yang diminta publik 

selama bulan tersebut. 

c. Jumlah biaya penyalinan informasi, baik secara keseluruhan, maupun untuk 

setiap permohonan informasi yang diajukan selama bulan tersebut.  

d. Jumlah pernyataan keberatan yang diterima selama bulan tersebut beserta 

tindak lanjutnya. 

e. Jenis informasi baru tersedia di website Dewan Pers. 

f. Masalah-masalah yang muncul dalam melakukan menyiapkan pelayanan 

informasi publik. 

g. Masalah-masalah yang muncul dalam melakukan melaksanakan pelayanan 

informasi publik 

h. Masalah-masalah yang muncul dalam bekerja-sama dengan PPID 

Pengelolaan 

i. Masukan-masukan untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. 

 



137 | L a p o r a n  D e w a n  P e r s  P e r i o d e  2 0 1 0  -  2 0 1 3  

 

3. PPID Pengelolaan berkewajiban memberikan laporan 6 bulanan tentang 

pengelolaan informasi di Dewan Pers kepada Penanggung Jawab Informasi, 

dengan tembusan kepada Pleno Informasi Publik. 

4. PPID Pelayanan berkewajiban memberikan laporan 6 bulanan tentang 

pelayanan informasi publik di Dewan Pers kepada Penanggung Jawab 

Informasi, dengan tembusan kepada Pleno Informasi Publik. 

5. Penanggung Jawab Informasi memberikan laporan tahunan tentang Akses 

Informasi Publik Dewan Pers kepada Pleno Informasi Publik Dewan Pers. 

6. Atas persetujuan Pleno Informasi Publik, Penanggung Jawab Informasi melalui 

PPID Pelayanan menyampaikan laporan tahunan Akses Informasi Publik 

Dewan Pers melalui media massa, website dan penerbitan Dewan Pers. 

 

E. MEKANISME UJI KONSEKUENSI  

1. Pengecualian informasi di Dewan Pers dilakukan berdasarkan prinsip ketat, 

terbatas dan melalui proses uji konsekuensi publik. 

2. Uji konsekuensi publik dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan 

dengan Komisi Informasi Pusat. 

3. Uji konsekuensi publik juga dilakukan dengan mengundang unsur-unsur 

masyarakat yang terkait dengan informasi publik yang hendak diujikan. 

4. Dalam pertemuan ini, Dewan Pers harus menjelaskan informasi apa yang 

hendak dikecualikan dan alasan-alasan apa yang digunakan.  

5. Dewan Pers dan Komisi Informasi Pusat kemudian menimbang dan 

mendiskusikan plus-minus pembukaan atau penutupan akses atas informasi 

yang dimaksud, dengan senantiasa memprioritaskan kepentingan publik yang 

lebih besar. 

6. Hasil uji konsekuensi berupa keputusan yang jelas dan komprehensif tentang 

klasifikasi informasi publik atau klasifikasi informasi yang dikecualikan atas 

informasi yang dimaksudkan. 

7. Keputusan ini harus dinyatakan terbuka untuk diakses publik.  

8. Anggota Komisi Informasi Pusat yang terlibat dalam uji konsekuensi wajib 

menjaga kerahasiaan atas jenis-jenis informasi yang telah diputuskan sebagai 

ñInformasi Yang Dikecualikanò. 

 

BAB VI  

MEKANISME PENANGANAN KEBERATAN  

DAN TANGGAPAN PELAYANAN INFORMASI PUBL IK  

 

A. PENERIMAAN PERNYATAAN KEBERATAN  

1. Pemohon Informasi menyampaikan keberatan terhadap pelayanan informasi 

publik di Dewan Pers dengan mengisi ñFormulir Keberatan Atas Pelayanan 

Informasi Publikò yang tersedia secara elektronik pada website resmi Dewan 

Pers maupun yang disediakan secara tercetak pada Meja Informasi. 

2. ñFormulir Keberatan Atas Pelayanan Informasi Publikò memuat informasi 
tentang: 
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a. Nama Pemohon 

b. Alamat Pemohon 

c. Nomor telepon pemohon yang bisa dihubungi 

d. Tanggal munculnya penyebab Keberatan 

e. Alasan Keberatan 

f. Tanggal pengajuan keberatan 

3. Setiap pernyataan keberatan yang diterima Petugas Meja Informasi diberikan 

nomor registrasi yang dilakukan secara otomatis maupun manual dan 

terkomputerisasi.  

4. Pemohon yang menyatakan keberatan terhadap pelayanan informasi dapat 

memantau tindak lanjut terhadap pernyataan keberatan yang disampaikannya 

dengan menanyakan kepada Petugas Meja Informasi secara langsung, melalui 

telepon maupun surat elektronik.  

5. Setiap pernyataan keberatan yang diterima ditindaklanjuti oleh Petugas 

Pelayanan, dengan melakukan penelaahan terhadap pernyataan keberatan. 

 

B. PENELAAHAN PERNYATAAN KEBERATAN  

1. Segera setelah pernyataan keberatan diterima, Petugas Pelayanan melakukan 

penelaahan untuk mengetahui: 

a. Apakah pernyataan keberatan yang diterima sudah cukup jelas untuk 

ditindaklanjuti; dan 

b. Apakah pernyataan keberatan yang diajukan masih dalam batas waktu 30 

(tiga puluh) hari kerja sejak munculnya alasan penyebab keberatan.  

2. Dalam hal pernyataan keberatan yang diterima belum cukup jelas untuk dapat 

ditindaklanjuti, Petugas Pelayanan wajib memberitahukan kepada pemohon 

secara lisan baik langsung maupun melalui telepon, untuk melengkapi berkas 

permohonannya paling lambat 1 (satu) jam setelah pernyataan keberatan 

diberikan. 

3. Pemohon yang menyatakan keberatan dapat memperbaiki pernyataan 

keberatannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah pemberitahuan. 

4. Dalam hal Pemohon tidak memperbaiki pernyataannya dalam jangka waktu 

yang ditentukan, pernyataan tersebut dianggap batal dan tidak ditindaklanjuti. 

5. Dalam hal pernyataan keberatan yang diajukan telah lewat dari jangka waktu 

30 (tigapuluh) hari kerja sejak munculnya alasan penyebab keberatan, Petugas 

Pelayanan memberitahukan kepada Pemohon, bahwa pernyataan keberatan 

tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena telah lewat dari jangka waktu yang 

ditentukan untuk menyatakan keberatan.  

6. Dalam hal pernyataan keberatan yang diterima cukup jelas untuk 

ditindaklanjuti dan belum melewati jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja 
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sejak munculnya alasan penyebab terjadinya keberatan, Petugas Pelayanan 

menyampaikan pernyataan keberatan itu kepada PPID Pelayanan untuk 

ditindaklanjuti. 

 

C. PENYAMPAIAN JAWABAN ATAS PERNYATAAN KEBERATAN  

 

1. PPID Pelayanan meneruskan pernyataan keberatan kepada Penanggung Jawab 

Informasi jika materinya menyangkut anggaran APBN. 

2. PPID Pelayanan meneruskan kepada Ketua Pleno Informasi  Publik jika materi 

keberatan menyangkut kebijakan, program, dan anggaran non-APBN. 

3. Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja semenjak diterimanya pernyataan 

keberatan dari PPID Pelayanan, Ketua Pleno Informasi Publik memberikan 

tanggapan terhadap keberatan yang menyangkut kebijakan, program, dan 

anggaran non-APBN, secara tertulis dan menandatanganinya. 

4. Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja semenjak diterimanya pernyataan 

keberatan dari PPID Pelayanan Penanggung Jawab Informasi memberikan 

tanggapan terhadap keberatan yang menyangkut anggaran APBN, secara 

tertulis dan menandatanganinya. 

5. Tanggapan tertulis Ketua Pleno Informasi Publik atau Penanggung Jawab 

Informasi diberikan dalam bentuk ñSurat Tanggapan atas Pernyataan 

Keberatanò, ditandatangani, kemudian diserahkan kepada PPID Pelayanan 

untuk diteruskan kepada Pemohon melalui Petugas Pelayaan secara resmi. 

6. Dalam hal terjadinya sengketa informasi dengan pihak eksternal: 

a. Ketua Pleno Informasi Publik mewakili Dewan Pers jika materi yang 

disengketakan menyangkut kebijakan, program dan anggaran non-APBN;  

b. Penanggung Jawab Informasi mewakili Dewan Pers jika materi yang 

disengketakan menyangkut anggaran APBN.  

 

D. MEKANISME PENANGANAN TANGGAPAN MASYARAKAT  

1. Untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, 

Dewan Pers menyediakan mekanisme yang memfasilitasi masyarakat 

memberikan tanggapan atau masukan  tentang kualitas pelayanan informasi 

publik di Dewan Pers. 

2. Masukan masyarakat tentang kualitas pelayanan informasi publik disampaikan 

melalui ñFormulir Tanggapan Atas Pelayanan Informasi Publikò yang tersedia 

dalam bentuk elektronik pada website Dewan Pers, maupun tercetak yang 

tersedia pada Meja Informasi.  

3. Formulir keluhan setidaknya berisi tentang: 

a. Nama: 

b. Alamat: 

c. Keluhan atas pelayanan informasi: 
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d. Usul perbaikan mutu pelayanan informasi: 

4. Petugas Pelayanan wajib menyampaikan keluhan atas kualitas pelayanan 

informasi publik kepada PPID Pelayanan secara periodik sebagai bahan 

masukan perbaikan pelayanan informasi, yang akan diputuskan pada Pleno 

Informasi Publik. 

5. Dibantu Petugas Pelayanan, PPID Pelayanan melakukan klasifikasi terhadap 

tanggapan sekaligus mendokumentasikannya 

6. Paling tidak 1 (satu) tahun sekali, Pleno Informasi Publik melakukan review 

atas kualitas mutu pelayanan informasi. 

 

BAB VII  

REKOMENDASI  

 

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi berkaitan dengan materi yang 

terkandung dalam Standar Operasional Prosedur ini.  

2. Sebelum ditetapkan sebagai standar baku, Standar Prosedur Operasional ini 

diujicobakan terlebih dahulu selama 2 (dua) bulan untuk keperluan 

penyempurnaan. 

3. Standar Prosedur Operasional ini dapat diubah/diperbaiki/disempurnakan 

berdasarkan evaluasi Pleno Kebijakan Informasi. 

4. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas kepada PPID, Petugas Informasi, dan 

Petugas Meja Informasi. 
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LAMPIRAN 10 

 

NOTA KESEPAHAMA DEWAN PERS - KOMISI INFORMASI PUSAT  

 


